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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktek penjualan umum melalui lelang di Indonesia telah ada sejak jaman 

Hindia Belanda hingga sekarang.  Para ahli menemukan di dalam literatur Yunani 

bahwa lelang telah dikenal sejak 450 tahun sebelum masehi. Lelang merupakan 

penjualan barang di muka umum melalui penawaran harga secara lisan atau 

tertulis dengan cara mengumpulkan peserta lelang. Lelang merupakan salah satu 

institusi pasar yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sarana penjualan 

barang pada umumnya. Kelebihannya adalah adanya jaminan harga yang optimal 

karena harus didahului dengan upaya mengumpulkan peserta / peminat lelang dan 

pemberian kesempatan yang sama kepada para peserta / peminat lelang untuk 

melakukan penawaran dalam satu waktu sehingga akan menimbulkan kompetisi 

penawaran. Selain itu, kelebihan dari suatu sistem pelelangan adalah bahwa 

pembeli lelang seringkali mendapatkan harga lebih murah dari harga pasaran pada 

umumnya. 

Keberadaan lelang sebagai salah satu sarana penjualan barang telah ada di 

Indonesia sejak tahun 1908 dengan berlakunya Vendu Reglement (Peraturan 

Lelang Stbl. 1908 Nomor 189) yaitu peraturan lelang setingkat Undang-Undang 

dan Vendu Instructie (Instruksi Lelang Stbl. 1908 Nomor 190) yaitu peraturan 

lelang setingkat Peraturan Pemerintah. Peraturan dasar lelang ini masih berlaku 

hingga saat ini dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang di Indonesia 

berdasarkan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. 

 

Lembaga lelang yang diatur melalui sistem hukum dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Setidaknya terdapat tiga tujuan diaturnya 

lelang dalam hukum. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan penjualan lelang 

yang diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk 

memenuhi atau melaksanakan putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian 

sengketa berdasarkan undang-undang dalam rangka penegakan keadilan (law 

enforcement). Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha pada 
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umumnya, produsen atau pemilik barang pribadi dimungkinkan melakukan 

penjualan lelang.
1
 

 

Dalam Pasal 1 Vendu Reglement disebutkan bahwa Penjualan Umum atau 

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran 

harga secara lisan dan/atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminat / 

peserta lelang. Penjualan umum atau lelang tersebut harus dilakukan oleh atau 

dihadapan seorang Pejabat Lelang. Penggunaan peraturan lelang ini sepertinya 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, sehingga pemerintah 

melalui Kementerian Keuangan RI mengeluarkan Peraturan tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang sebagai tindak lanjut dari Vendu Reglement.  Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ini tidak menghapus Vendu Reglement tetapi 

memperjelas dan menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Vendu 

Reglement dengan perubahan-perubahan yang terjadi.  

Menurut Pasal 1 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang, disebutkan Lelang adalah “penjualan barang yang terbuka 

untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin 

meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan 

pengumuman lelang”.  

Penjualan lelang memiliki identitas dan karakteristik tersendiri dengan adanya 

pengaturan khusus dalam Vendu Reglement. Namun, dasar penjualan lelang 

mengacu pada ketentuan KUHPerdata mengenai jual beli. Pasal 1457 

KUHPerdata merumuskan jual-beli adalah “suatu persetujuan, dengan mana pihak 

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain 

untuk membayar harga yang dijanjikan”. Lelang mengandung unsur-unsur yang 

tercantum dalam definisi jual beli seperti subjek hukum, yaitu penjual dan 

pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan 

harga; adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.  

                                                           
1
 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lelang, Departemen Keuangan 

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, (Jakarta : Biro Hukum 

Sekretariat Jenderal, 18 Februari 2005), hal. 4. 
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Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, lelang digolongkan sebagai 

suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada 

umumnya. Cara penjualan lelang diatur dalam peraturan tersendiri yang sifatnya 

lex specialis. Kekhususan lelang ini tampak antara lain pada sifatnya yang 

transparan dengan cara pembentukan harga yang kompetitif dan adanya ketentuan 

yang mengharuskan pelaksanaan lelang itu dipimpin oleh Pejabat Umum, yaitu 

Pejabat Lelang yang independen dan professional. 

Jual beli lelang harus didahului penawaran kepada publik (umum). 

Kesepakatan harga Jual beli melalui lelang terbentuk pada saat proses lelang, 

yaitu pada saat Pejabat Lelang untuk kepentingan penjual menunjuk penawar 

yang tertinggi dan mencapai harga limit sebagai pembeli lelang. Jadi, jual beli 

lelang tidak murni terjadi antara pihak penjual dan pembeli, namun terdapat 

intervensi Pejabat Lelang berupa kewenangan Pejabat Lelang menunjuk pembeli 

lelang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa “setiap pelaksanaan lelang 

harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat lelang kecuali ditentukan lain 

oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah”.  

Ditinjau dari sudut lembaga, pelaksanaan lelang di Indonesia berdasarkan 

Vendu Reglement masih didominasi oleh Pejabat Lelang kelas I dari Kantor 

Lelang (sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)) 

yang merupakan instansi pemerintah. Hal tersebut diakibatkan karena pelaksanaan 

lelang yang berlaku di Indonesia lebih dominan pada penjualan lelang eksekusi 

atau sebagai sarana untuk melaksanakan suatu keputusan yaitu sebagai contohnya 

putusan Hakim Pengadilan Negeri dan putusan PUPN, sehingga kesannya seolah-

olah lelang hanya merupakan pelaksanaan suatu eksekusi dan pelaksanaan 

penjualan barang-barang pemerintah saja. Namun, pemerintah telah memberikan 

sebagian kewenangan melaksanakan lelang kepada Pejabat Lelang kelas II yang 

berasal dari swasta untuk jenis lelang tertentu, khususnya sukarela.  

Seiring pesatnya perkembangan perekonomian dan pemahaman masyarakat 

tentang kelebihan-kelebihan melakukan pelelangan, maka Kantor Lelang tidak 

dapat menampung semua permohonan lelang. Guna menyelenggarakan jasa 

penjualan barang melalui lelang secara professional, “pada tahun 1997 mulai 
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dibuka kesempatan bagi swasta untuk berperan dalam pelaksanaan lelang 

(meskipun pelaksanaannnya harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat 

Lelang Negara) melalui regulasi Balai Lelang”
2
 khususnya untuk lelang non 

eksekusi sukarela yang merupakan lelang untuk melaksanakan penjualan barang 

milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara 

sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero. Penjualan 

barang secara lelang tersebut merupakan jual beli perdata yang terdapat di dalam 

KUHPerdata tetapi prosedurnya secara lelang, hanya saja pelaksanaan lelang 

tersebut akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh pihak swasta. Dalam hal 

ini pihak yang melaksanakan lelang tersebut ialah Pejabat Lelang kelas II. 

Mengingat keterbatasan dari Kantor Lelang dalam mengembangkan lelang di 

Indonesia dan upaya pemerintah untuk menghilangkan kesan seolah-olah lelang 

hanya merupakan pelaksanaan suatu eksekusi dan pelaksanaan penjualan barang-

barang pemerintah saja, maka pemerintah melakukan penyempurnaan peraturan 

lelang yang mana dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor : 

47/KMK.01/1996 tanggal 25 Januari 1996 tentang Balai Lelang dan Keputusan 

Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : 1/PN/1996 tanggal 25 

Januari 1996 tentang Balai Lelang dan Kantor Lelang Negara. Dengan demikian, 

lelang dapat diselenggarakan pihak swasta dengan mendirikan Balai Lelang 

berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Selanjutnya pengaturan Balai Lelang yang 

terbaru diatur dalam PMK Nomor : 176/PMK.06/2010 tanggal 30 September 

2010. 

Pelaksanaan lelang baik yang diselenggarakan melalui KPKNL maupun Balai 

Lelang Swasta prosedurnya adalah sama, yaitu sesuai dengan prosedur dalam 

PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. PMK 

Nomor : 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang kelas I mengatur kewenangan 

Pejabat Lelang kelas I untuk melaksanakan berbagai jenis lelang yaitu lelang 

eksekusi, lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela, sedangkan 

Pejabat Lelang kelas II diatur dalam PMK Nomor : 175/PMK.06/2010 dan 

                                                           
2
 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Pengetahuan Lelang : 

Penghapusan BMN, (Jakarta : Pusdiklat Depkeu RI, 2007), hal. 1. 
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kewenangannya terbatas pada lelang non eksekusi sukarela termasuk tapi tidak 

terbatas pada : 

1. Lelang barang milik BUMN/D berbentuk persero; 

2. Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan 

perundang-undangan; 

3. Lelang barang milik perwakilan negara asing; dan 

4. Lelang barang milik swasta. 

Prosedur persiapan lelang merupakan rangkaian-rangkaian kegiatan yang 

dilakukan sebelum lelang dilaksanakan, yaitu merupakan tahap persiapan lelang / 

pra lelang, mulai dari permohonan lelang, penentuan tempat dan waktu 

pelaksanaan lelang, penentuan syarat lelang, pelaksanaan pengumuman lelang, 

melakukan permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan 

penyetoran uang jaminan.  

Menurut Pasal 11 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang menyatakan suatu permohonan lelang harus diajukan secara 

tertulis kepada pemimpin Balai Lelang / Pejabat Lelang kelas II dan permohonan 

lelang tersebut harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan lelang sesuai 

dengan jenis lelangnya. Lebih lanjut dalam Pasal 12 PMK tersebut menyatakan 

Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya 

sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi 

legalitas formal subjek dan objek lelang.  

 

Dalam suatu permohonan lelang, penjual pada umumnya bukan perorangan, 

kecuali lelang sukarela yang diajukan oleh perseorangan. Penjual yang 

merupakan instansi pemerintah, BUMN melakukan penunjukan pada 

seseorang yang berwenang mewakili penjual yang disebut “Pejabat Penjual” 

dengan menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Penjual. Demikian 

juga, “Daftar Barang” merupakan dokumen persyaratan lelang yang bersifat 

umum, karena setiap permohonan lelang harus jelas barang yang dimintakan 

untuk dilelang dalam daftar barang.
3
 

 

 

                                                           
3
 Purnama Tioria Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan 

Tidak Bergerak Melalui Lelang, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), hal. 85. 
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Setelah permohonan lelang diteliti kelengkapan dokumen dan keabsahannya, 

kemudian ditetapkan tempat dan waktu pelaksanaan lelang. Menurut Pasal 19 

PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

menyebutkan bahwa tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja 

KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang kelas II tempat barang itu berada. 

Selanjunya dalam Pasal 21 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang menyatakan lelang dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan 

oleh kepala KPKNL atau Pejabat Lelang kelas II. Waktu pelaksanaan lelang 

dilakukan pada jam dan hari kerja KPKNL, kecuali untuk lelang non eksekusi 

sukarela yang dapat dilaksanakan di luar jam dan hari kerja dengan persetujuan 

tertulis Kepala Kantor Wilayah setempat. 

Agar masyarakat mengetahui akan diadakannya lelang dan dalam rangka 

mengumpulkan calon peserta lelang, maka penjual wajib melakukan pengumuman 

lelang terlebih dahulu dan bukti sudah dilakukannya pengumuman lelang oleh 

penjual harus diserahkan kepada Pejabat Lelang. Dalam pengumuman lelang 

tersebut, minimal hal-hal yang harus dicantumkan oleh penjual yaitu; identitas 

penjual, waktu dan tempat pelaksanaan lelang, jenis dan jumlah barang, lokasi 

barang jika barang yang dilelang barang tidak bergerak, spesifikasi barang untuk 

barang bergerak, waktu dan tempat untuk melihat barang yang dilelang, besarnya 

uang jaminan penawaran lelang, nilai limit, cara penawaran lelang dan jangka 

waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli. 

Uang jaminan penawaran lelang adalah uang yang disetor terlebih dahulu 

sebagai syarat sahnya menjadi peserta lelang, bagi lelang yang dipersyaratkan 

adanya uang jaminan. Menurut Pasal 29 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan : 

 

1. Setiap lelang diisyaratkan adanya uang jaminan penawaran lelang. 

2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak diberlakukan 

pada lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan lelang 

non eksekusi sukarela.  

 

 

Pasal 30 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang menyatakan, untuk jenis lelang non eksekusi sukarela, penyetoran uang 
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jaminan penawaran lelang dilakukan melalui rekening Balai Lelang atau langsung 

ke Balai Lelang atau melalui rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang 

kelas II atau langsung ke Pejabat Lelang kelas II. Dalam setiap pelaksanaan 

lelang, 1 (satu) penyetoran uang jaminan penawaran lelang hanya berlaku untuk 1 

(satu) barang atau paket barang yang ditawarkan. 

Pasal 28 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang menegaskan bahwa dalam hal terjadi pembatalan sebelum pelaksanaan 

lelang atas permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari 

lembaga peradilan umum, peserta lelang yang telah menyetorkan uang jaminan 

penawaran lelang tidak berhak menuntut ganti rugi. Selanjutnya dalam Pasal 33 

ayat (1) PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, 

disebutkan bahwa uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan, 

dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada peserta lelang yang tidak 

disahkan sebagai pembeli. Ayat (2) Pasal 33 tersebut juga menegaskan bahwa 

pengembalian uang jaminan penawaran lelang tersebut dilakukan paling lama 1 

(hari) kerja sejak permintaan pengembalian dari peserta lelang diterima. 

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, jelas bahwa diatur mengenai resiko 

uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan apabila lelang batal 

dilaksanakan.  

Penyetoran uang jaminan penawaran lelang ini selain menjadi suatu ketentuan 

yang ditegaskan dalam peraturan juga sebagai syarat menjadi peserta lelang. 

Selain itu, maksud diadakannya uang jaminan penawaran lelang adalah sebagai 

salah satu cara untuk menyeleksi peserta lelang yang benar-benar berminat untuk 

mengikuti lelang serta untuk menjamin agar uang lelang dibayar tepat pada 

waktunya oleh pemenang lelang. Apabila dalam proses pelelangan telah 

ditentukan pembelinya, maka uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang 

yang disahkan sebagai pembeli, akan diperhitungkan dengan pelunasan seluruh 

kewajibannya sesuai dengan ketentuan lelang. Kepada peserta lelang yang tidak 

disahkan sebagai pembeli, uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan 

dikembalikan seluruhnya tanpa potongan. Namun, yang terjadi terkadang 

pengembalian uang jaminan penawaran lelang tidak dilakukan sebagaimana 

mestinya. Seperti yang terjadi dalam kasus antara PT. Konrat Marbella sebagai 
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peserta lelang yang telah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang terhadap 

lelang yang akan dilaksanakan oleh PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana terhadap 

aset dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yaitu tanah yang terletak di Jalan 

Dago Pakar Timur dan Jalan Dago Pakar Barat Kelurahan Ciburial Kecamatan 

Cimenyan Kabupaten Bandung.  

PT. Konrat Marbella bermaksud untuk ikut serta dalam pelelangan yang akan 

berlangsung pada tanggal 21 Maret 2005 dengan menyetor uang jaminan sebesar 

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening PT. Balai Lelang Mandiri 

Prasarana, ternyata pada tanggal tersebut lelang ditunda dengan alasan bahwa ada 

hal-hal yang belum lengkap, sehingga diundur menjadi tanggal 8 April 2005 dan 

pengunduran tersebut diumumkan melalui koran. Namun, pada tanggal yang telah 

ditentukan tersebut pelelangan kembali ditunda menjadi tanggal 18 April 2005. 

Akan tetapi pada tanggal 18 April 2005, pelaksanaan lelang mundur lagi untuk 

waktu yang tidak ditentukan. Hal ini membuat pihak PT. Konrat Marbella merasa 

keberatan dan meminta pengembalian uang jaminan penawaran lelangnya sebesar 

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Ternyata diketahui bahwa pembatalan 

lelang tersebut dikarenakan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap 

aset PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang akan dilelang belum ada.           

PT. Konrat Marbella kemudian mengajukan keberatan dan meminta uang 

penawaran lelangnya dikembalikan. Namun, dari pihak PT. Balai Lelang Mandiri 

Prasarana tidak segera mengembalikannya, sehingga kasus ini mendapat 

penyelesaian di pengadilan. 

Atas dasar latar belakang tersebut, penulis menganggap apabila terjadi 

pembatalan sebelum lelang dilaksanakan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak 

penyelenggara lelang tentunya akan sangat merugikan peserta lelang. Hal ini 

dikarenakan selain merugikan peserta lelang yang telah mengeluarkan banyak 

biaya untuk mengikuti lelang, juga tidak dapat dipungkiri proses pengembalian 

uang jaminan penawaran lelang oleh Balai Lelang sungguh sulit dilakukan. Oleh 

karena itu, bagaimana perlindungan hukum terhadap peserta lelang bila hal ini 

terjadi dan bagaimana tanggung jawab Balai Lelang untuk mengatasi masalah 

tersebut. Persoalan ini menarik untuk dibahas, sehingga penulis mencoba 

merumuskan masalah ini dalam judul yaitu “Analisa Tentang Uang Jaminan 
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Penawaran Lelang Dalam Hal Terjadi Pembatalan Sebelum Pelaksanaan 

Lelang (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 2836 K/Pdt/2009)”.  

 

1.2 Pokok Permasalahan 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum peserta lelang yang telah menyetorkan uang 

jaminan penawaran lelang apabila terjadi pembatalan sebelum pelaksanaan 

lelang berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2836 K/Pdt/2009? 

2. Bagaimana tanggung jawab Balai Lelang terhadap gugatan uang jaminan 

penawaran lelang oleh peserta lelang dalam hal terjadi pembatalan sebelum 

pelaksanaan lelang berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2836 

K/Pdt/2009? 

 

1.3 Metode Penelitian 

Penulisan ini disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian. 

“Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian 

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodelogis dan 

konsisten”
4
. 

1. Metode Penelitian 

Dalam usaha mengumpulkan data guna membahas masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian hukum ini digunakan metode penelitian 

Normatif yaitu penelitian dengan mempergunakan data sekunder, yakni 

mempergunakan bahan pustaka sebagai dasar penelitian yang diperoleh 

melalui studi kepustakaan.  

 

 

 

                                                           
4
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta : Rajawali Press, 1995), hal. 1. 
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2. Tipe Penelitian 

Dilihat dari sudut tujuannya, maka tipe penelitian ini adalah “suatu 

penelitian yang bertujuan untuk menemukan permasalahan sebagai akibat dari 

suatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan (problem finding)”
5
. 

Apabila dipandang dari sudut bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian 

preskriptif, yaitu “suatu penelitian yang bertujuan memberikan jalan keluar 

atau saran untuk mengatasi permasalahan”.
6
 

3. Jenis Data 

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar 

yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. “Data Sekunder 

bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier”.
7
 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang merupakan peraturan 

perundang-undangan. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari: 

1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2836 K/Pdt/2009; 

2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 

1919/Pid.B/2005/PN.JKT.PST; 

3) Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 

1941:3; 

4) Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85; 

5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 

April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 

6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 174/PMK.06/2010 tanggal 30 

September 2010 tentang Pejabat Lelang kelas I; 

 

                                                           
5
 Sri Mamudji, et. al.,  Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4. 
6
 Ibid. 

7
 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1994), hal. 24. 
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7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 175/PMK.06/2010 tanggal 30 

September 2010 tentang Pejabat Lelang kelas II; 

8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.06/2010 tanggal 30 

September 2010 tentang Balai Lelang. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan kepustakaan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku hukum 

perdata, hukum perjanjian, hukum lelang, tentang perlindungan pembeli 

benda tidak bergerak melalui lelang dan makalah-makalah yang 

menunjang penulisan tesis ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

4. Alat Pengumpulan Data  

Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan alat pengumpulan data 

yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis 

yaitu “teknik untuk membuat kesimpulan dengan objektif dan sistematis untuk 

mengetahui karakter khusus dari pesan-pesan”.
8
 

Untuk menunjang data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, 

penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan 

penulisan tesis ini, yakni ; 

a. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia Up. Direktorat Lelang; 

b. Kementerian Keuangan RI, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara Jakarta VII; 

c. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V; 

d. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung – Jawa Barat;  

e. PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana; 

f. PT. Balai Lelang Royal. 

                                                           
8
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 1986), hlm. 22. 
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Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan 

dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah 

yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah dan 

disusun secara sistematis untuk disajikan dalam bentuk deskriptif yang 

kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini 

adalah metode interpretasi yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian 

dideskripsikan secara kualitatif. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab yaitu : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab awal dari tesis ini, terdiri atas empat sub 

bab yang meliputi latar belakang, pokok permasalahan, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :  UANG   JAMINAN  PENAWARAN  LELANG  DALAM  HAL   

                           TERJADI    PEMBATALAN    SEBELUM    PELAKSANAAN  

                           LELANG   

Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian sub-

bab, yaitu: 

1. Tinjauan Umum tentang Lelang 

Sub bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai lelang 

mulai dari pengertian lelang, dasar hukum lelang, asas-asas 

lelang, fungsi lelang, jenis-jenis lelang, pihak-pihak dalam 

lelang, persyaratan lelang dan prosedur (tata cara) lelang. 

2. Pelaksanaan Lelang oleh Balai Lelang 

Menguraikan pengertian Balai lelang, ijin operasional Balai 

Lelang, kegiatan usaha Balai Lelang, hak dan kewajiban 

Balai Lelang serta prosedur lelang melalui Balai Lelang. 

3. Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2836 

K/PDT/2009 
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Menguraikan kasus posisi, pertimbangan hukum dan putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan Pengadilan Tinggi 

DKI Jakarta serta putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. 

4. Analisa Hukum 

Menganalisis pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor : 2836 K/Pdt/2009 menurut peraturan 

perundang-undangan tentang lelang dan pelaksanaan lelang 

oleh Balai Lelang. 

 

BAB III :  PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil 

dari penulisan tesis ini dan menguraikan tentang kesimpulan 

yang menjawab permasalahan dan saran-saran yang sekiranya 

bermanfaat. 

Selain hal-hal yang terdapat dalam bab-bab tersebut di atas, dimuat pula 

daftar pustaka yang digunakan sebagai bahan rujukan penulis dan terakhir adalah 

lampiran yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. 
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BAB II 

UANG JAMINAN PENAWARAN LELANG DALAM HAL TERJADI 

PEMBATALAN SEBELUM PELAKSANAAN LELANG 

 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Lelang 

2.1.1 Pengertian Lelang 

Menurut Pasal 1 angka 1 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan Lelang adalah penjualan barang 

yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau 

lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, 

yang didahului dengan pengumuman lelang.  

Penjualan lelang tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdata tetapi 

termasuk perjanjian bernama di luar KUHPerdata. Pasal 1319 KUHPerdata 

berbunyi, semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang 

tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum. Pasal 

1319 KUHPerdata membedakan perjanjian atas perjanjian bernama 

(nominaat) dan perjanjian tidak bernama (innominaat). Pasal 1457 

KUHPerdata, merumuskan jual beli adalah “suatu persetujuan, dengan mana 

pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan 

pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Perjanjian jual beli adalah 

suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam 

perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli 

kepada pembeli dan berhak menerima harga, sedangkan pembeli berkewajiban 

untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. 

Lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam definisi jual 

beli seperti subjek hukum, yaitu; penjual dan pembeli; adanya kesepakatan 

antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; adanya hak dan 

kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli. Esensi dari lelang 

dan jual beli adalah penyerahan barang dan pembayaran harga. Namun, 

Penjualan lelang memiliki identitas dan karakteristik sendiri yang berbeda dari 

prosedur jual beli pada umumnya yaitu dengan adanya pengaturan khusus 
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dalam Vendu Reglement yang mengatur penjualan secara lelang yang sifatnya 

lex specialis seperti pembentukan harga yang kompetitif dan proses penjualan 

yang mewajibkan dipimpin oleh Pejabat Lelang sebagai syarat mutlak 

pelaksanaan lelang. Akan tetapi, dasar penjualan lelang sebagian masih 

mengacu pada ketentuan KUHPerdata mengenai jual beli, sehingga penjualan 

lelang tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat 

dalam hukum perdata, seperti ditegaskan dalam Pasal 1319 KUHPerdata. 

Vendu Reglement (Stbl. Tahun 1908 Nomor 189) yang masih berlaku 

sebagai dasar hukum lelang, menyatakan:  

 

Penjualan umum adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang 

dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat 

atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, 

atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu 

mengenai pelelangan atau penjualan itu atau diizinkan untuk ikut serta 

dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang 

ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.
9
 

 

 

Pengertian lelang menurut pendapat Polderman, sebagaimana dikutip 

Rochmat Soemitro, menyatakan : 

 

Penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau 

persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara 

menghimpun para peminat”. Polderman selanjutnya mengatakan, 

bahwa syarat utama lelang adalah menghimpun para peminat untuk 

mengadakaan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si 

penjual. Dengan demikian syaratnya ada 3, yaitu: 1) Penjualan umum 

harus selengkap mungkin (volledigheid). 2) Ada kehendak untuk 

mengikat diri. 3) Bahwa pihak lainnya yang akan mengadakan 

perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya.
10

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, (Jakarta: PT 

Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1992), hal. 931. 
10

 Rochmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang, Edisi Kedua, (Bandung : PT. 

Eresco, 1987), hal. 106. 
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Menurut Roell sebagaimana dikutip Rochmat Soemitro menyatakan: 

 

 

Penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara 

saat mana seseorang hendak menjual sesuatu atau lebih dari satu 

barang, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya, 

memberikan kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan 

penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai 

kepada saat di mana kesempatan lenyap.
11

 

 

 

Menurut Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat 

Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal 

Departemen Keuangan: 

 

Pengertian lelang adalah cara penjualan barang yang terbuka untuk 

umum dengan penawaran secara kompetisi yang didahului dengan 

pengumuman lelang dan/atau upaya mengumpulkan peminat. Unsur-

unsur yang terkandung dalam pengertian lelang adalah: 

1. cara penjualan barang; 

2. terbuka untuk umum; 

3. penawaran dilakukan secara kompetisi; 

4. pengumuman lelang dan/atau adanya upaya mengumpulkan 

peminat; 

5. cara penjualan barang yang memenuhi unsur-unsur tersebut di atas 

harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang.
12

 

 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya 

pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan/atau 

dihadapan Pejabat Lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara 

penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan/atau tertulis. Pengertian lelang 

harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
11

 Ibid, hal. 107. 
12

 Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan 

Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, Reformasi Undang-

Undang Lelang di Indonesia (Makalah disampaikan dalam Sosialisasi RUU Lelang, Medan 9 

Desember 2004), hal.15. 
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1. Penjualan barang dimuka umum; 

2. Didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman; 

3. Dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang; 

4. Harga terbentuk dengan cara penawaran lisan naik-naik atau turun-

turun dan/atau tertulis. 

 

2.1.2 Dasar Hukum Lelang 

Existensi lembaga lelang sebagai bentuk khusus dari penjualan barang 

telah diakui dalam banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu 

terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan umum dan peraturan 

perundang-undangan khusus. Peraturan perundang-undangan yang secara 

khusus mengatur tentang lelang yaitu; 

1. Vendu Reglement (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam Staatsblaad 

Nomor 189 Tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Staatsblaad Tahun 1941 Nomor 3. Vendu Reglement mulai berlaku 

pada tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-

prinsip pokok tentang lelang; 

2. Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Staatsblaad Tahun 1908 Nomor 190 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblaad 

Tahun 1930 Nomor 85. Vendu Instructie merupakan ketentuan-ketentuan 

yang melaksanakan Vendu Reglement; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 

2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 174/PMK.06/2010 tanggal 30 

September 2010 tentang Pejabat Lelang kelas I; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 175/PMK.06/2010 tanggal 30 

September 2010 tentang Pejabat Lelang kelas II; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.06/2010 tanggal 30 

September 2010 tentang Balai Lelang. 

Peraturan perundang-undangan yang tidak secara khusus mengatur 

tentang lelang tetapi ada pasal-pasal di dalamnya yang menggunakan lelang 

sebagai subsistemnya, yaitu; 
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1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

3. Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglement Indonesia yang 

diperbaharui Staatsblaad Tahun 1848 Nomor 57; 

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 

tentang Panitia Urusan Piutang Negara;  

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 

Tanah Beserta Benda-benda yang Berada Diatasnya; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang  Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;  

8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa; 

10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang; 

 

2.1.3 Asas-asas Lelang 

Sebagai suatu proses penjualan umum, lelang memiliki kelebihan jika 

dibandingkan dengan penjualan biasa. Hal ini antara lain karena lelang 

berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut :
13

 

1. Asas keterbukaan/transparansi 

Transparansi yang tertumpu pada penyebaran informasi yang luas dan 

seimbang, yang direalisasikan melalui pengumuman lelang yang 

mengakomodir kontrol sosial dan sekaligus memobilisasikan peminat 

lelang   (alat  pemasaran).  Asas  ini   sangat   penting   untuk   membentuk  

 

                                                           
13

 F.X Sutardjo, “Penjualan Secara Lelang : Perjalanannya Saat Ini, Tantangan dan 

Prospeknya ke Depan” dalam Bab Reformasi Undang-undang Lelang di Indonesia (Kumpulan 

Beberapa Paper oleh Sutardjo) (Jakarta : Tanpa Penerbit, 2007), hal. 8-9.  
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karakter lelang sebagai penjualan yang bersifat transparan yang 

dilaksanakan secara terbuka dan tidak ada prioritas di antara peserta 

lelang. 

2. Asas imparsial 

Sering disebut juga dengan asas independen karena Pejabat Lelang 

dimaksud tidak memihak. Asas yang dimaksudkan untuk mencegah 

terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses lelang. Asas 

ini seyogyanya juga bisa menangkal kemungkinan para peminat / peserta 

lelang melakukan konspirasi yang dapat merugikan pihak terkait. Dengan 

demikian, melalui asas ini juga terjadi keadilan bagi mereka yang bersaing 

membeli barang yang dilelang. 

3. Asas akuntabilitas 

Pelaksanaan lelang dapat dipertanggungjawabkan karena pemerintah 

melalui Pejabat Lelang berperan untuk mengawasi jalannya lelang dan 

membuat Risalah Lelang. Risalah lelang merupakan akta otentik yang 

berfungsi sebagai akta van transport. Pemenang / pembeli lelang dapat 

mempergunakan Risalah Lelang tersebut untuk mempertahankan haknya 

dan menggunakan salinan resminya untuk proses pengajuan balik nama. 

Sedangkan bagi pemohon lelang, Risalah Lelang dipergunakan sebagai 

bukti telah dilaksanakannya penjualan yang sesuai dengan prosedur. 

4. Asas kompetisi 

Asas kompetisi dalam pembentukan harganya. Asas ini akan tercermin 

pada sistem penawaran yang mengakomodir persaingan suatu harga yang 

diinginkan pemilik barang dengan penawaran harga dari seorang atau 

lebih peserta lelang. Dalam hal ini yang terpenting adalah terbentuknya 

harga yang telah mencapai / melebihi harga limit yang diinginkan pemilik 

barang. Disini perlu ada penegasan bahwa lelang adalah sah meskipun 

hanya dihadiri oleh satu orang peminat karena yang terpenting adalah 

price discover. 

5. Asas efisiensi 

Asas ini juga tercermin pada prosedur lelang. Lelang dilaksanakan 

pada saat dan tempat yang telah ditentukan dan transaksi dilakukan pada 

Analisis tentang..., Shinta Tri Lestari, FH UI, 2012.



20 
 

Universitas Indonesia 

 

saat itu dengan pembayaran secara tunai. Hal inilah yang menyebabkan 

adanya efisiensi waktu dan biaya, sehingga barang yang berhasil dilelang 

dapat segera dikonversi menjadi uang. 

Berdasarkan asas-asas lelang yang diuraikan di atas, menimbulkan 

beberapa kebaikan lelang. Kebaikan lelang antara lain yaitu : 

1. Adil. Lelang dilaksanakan secara terbuka (transparan), sehingga tidak ada 

prioritas diantara peserta lelang. Kesamaan hak dan kewajiban antara 

peserta akan menghasilkan pelaksanaan lelang yang objektif. 

2. Aman. Lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang 

selaku pejabat umum yang bersifat independen. Oleh karena itu, pembeli 

lelang pada dasarnya cukup terlindungi. Sistem lelang mengharuskan 

Pejabat Lelang meneliti terlebih dulu secara formal tentang keabsahan 

penjual dan barang yang akan dijual (subjek dan objek lelang). Bahkan 

pelaksanaan lelang harus lebih dahulu diumumkan, sehingga memberikan 

kesempatan apabila ada pihak-pihak yang ingin mengajukan keberatan 

atas penjualan tersebut. Dengan demikian penjualan secara lelang adalah 

penjualan yang aman.    

3. Cepat dan efisien. Lelang didahului dengan pengumuman lelang, sehingga 

peserta lelang dapat terkumpul pada saat hari lelang dan pada saat itu pula 

ditentukan pembelinya serta pembayarannya secara tunai. 

4. Mewujudkan harga yang wajar. Pembentukan harga lelang pada dasarnya 

menggunakan sistem penawaran yang bersifat kompetitif dan transparan. 

5. Memberikan kepastian. Setiap pelaksanaan lelang diterbitkan Risalah 

Lelang yang merupakan akta otentik yang mempunyai pembuktian 

sempurna. 

 

2.1.4 Fungsi Lelang 

Lelang sebagai sarana penjualan barang yang khusus, sejak semula 

dimaksudkan sebagai pelayanan umum. Artinya siapapun dapat 

memanfaatkan pelayanan jasa Unit Lelang Negara untuk menjual barang 

secara lelang. Namun demikian, lelang sebenarnya mempunyai fungsi privat 

dan fungsi publik. 
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Fungsi privat lelang terletak pada hakekat lelang dilihat dari tinjauan 

perdagangan karena lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan 

penjual dan pembeli. Lelang dapat dikatakan berfungsi sebagai sarana 

transaksi jual beli barang yang dapat memperlancar arus lalu lintas 

perdagangan barang. Fungsi ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan 

penjualan barang kepada masyarakat / pengusaha yang menginginkan 

barangnya dilelang maupun kepada peserta lelang. 

Lelang juga mempunyai fungsi publik dalam pelaksanaannya. Fungsi 

publik lelang antara lain; 

1. Mengamankan aset yang dimiliki / dikuasai negara untuk meningkatkan 

efisiensi dan tertib administrasi dari pengelolaan aset yang dimiliki / 

dikuasai negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

2. Pelayanan penjualan barang yang mencerminkan keadilan, keamanan dan 

kepastian hukum dari barang eksekusi, sita pengadilan sebagai bagian dari 

sistem hukum secara perdata, pajak dan pegadaian. 

3. Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang, biaya 

administrasi, pajak PPH Pasal 25 dan BPHTB (Bea Penerimaan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan). 

Fungsi publik lelang yang pertama berkaitan dengan kedudukan lelang 

dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Lelang sebagai sarana penjualan 

barang diperlukan guna melengkapi sistem hukum yang telah dibuat terlebih 

dahulu (BW, HIR dan Rbg). Selain itu, untuk mendukung law enforcement 

dibidang hukum perdata, hukum pidana, hukum perpajakan dan hukum 

lainnya. Penjualan barang secara lelang dirasakan sebagai alternatif yang tepat 

karena yang diperlukan adalah suatu sistem penjualan yang selain harus 

menguntungkan pihak penjual, juga harus memenuhi rasa keadilan, keamanan, 

kecepatan dan diharapkan dapat mewujudkan harga wajar serta menjamin 

adanya kepastian hukum. 
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2.1.5 Jenis-jenis Lelang 

Jenis-jenis lelang dan pelaksanaan atau mekanisme lelang bisa berbeda 

antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kategori lelang itu sendiri. 

secara garis besar lelang dapat dikategorikan sebagai berikut : 

1. Jenis lelang dilihat dari latar belakang dasar terlaksananya lelang dan 

sebab barang dijual secara lelang, dapat dibedakan atas: 

a. Lelang eksekusi 

Lelang untuk melaksanakan putusan / penetapan pengadilan atau 

dokumen yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 5 PMK Nomor : 

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan, 

bahwa lelang eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada : 

1) Lelang eksekusi panitia urusan piutang negara (PUPN) 

Lelang eksekusi panitia urusan piutang negara (PUPN) adalah 

pelayanan lelang yang diberikan kepada panitia pengurusan 

piutang negara / badan urusan piutang dan lelang negara dalam 

rangka proses penyelesaian pengurusan piutang negara atas barang 

jaminan atau sitaan milik penanggung utang, dimana debitor tidak 

membayar utangnya kepada negara. Dasar hukumnya adalah 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 

1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. 

2) Lelang eksekusi Pengadilan Negeri (PN) / Pengadilan Agama (PA)  

Lelang eksekusi Pengadilan Negeri (PN) / Pengadilan Agama 

(PA) adalah lelang yang diminta oleh panitera PN / PA untuk 

melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap, khususnya dalam rangka perdata termasuk lelang hak 

tanggungan yang oleh pemegang hak tanggungan telah diminta fiat 

eksekusi kepada Ketua Pengadilan. 

3) Lelang eksekusi pajak 

Lelang eksekusi pajak adalah lelang atas sitaan pajak sebagai 

tindak lanjut penagihan piutang pajak kepada negara baik pajak 

pusat maupun pajak daerah. Dasar hukum dari pelaksanaan lelang 
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ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

4) Lelang eksekusi harta pailit 

Lelang eksekusi harta pailit adalah penjualan aset-aset baik 

milik perorangan maupun perusahaan yang telah dinyatakan pailit 

oleh Pengadilan Niaga. 

5) Lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan 

(UUHT) 

Lelang eksekusi yang dilakukan berdasarkan Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 

Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) yang 

memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk 

menjual sendiri secara lelang terhadap objek hak tanggungan 

didasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. 

6) Lelang eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

Lelang yang dilaksanakan terhadap barang temuan dan lelang 

dalam rangka acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang antara lain meliputi 

lelang eksekusi barang yang telah diputus dan dirampas untuk 

negara, termasuk dalam kaitan itu lelang eksekusi Pasal 45 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu lelang barang bukti 

yang mudah rusak, busuk dan memerlukan biaya penyimpanan 

yang tinggi. 

7) Lelang eksekusi barang rampasan 

Penjualan terhadap barang-barang rampasan yang oleh putusan 

Pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara. 

8) Lelang eksekusi fidusia 

Lelang terhadap objek fidusia karena debitor cidera janji, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang jaminan Fidusia. Parate eksekusi fidusia, kreditor tidak 
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perlu meminta fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri apabila 

akan menjual secara lelang barang agunan kredit yang diikat 

fidusia jika debitor cidera janji. 

10) Lelang eksekusi barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (barang 

tak bertuan) 

Lelang ini dapat diadakan terhadap barang yang dinyatakan 

tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang 

menjadi milik negara. Direktorat Bea dan Cukai telah 

mengelompokkan barang menjadi tiga, yaitu barang yang 

dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang 

yang menjadi milik negara. Lelang barang tak bertuan 

dimaksudkan untuk menyebut lelang yang dilakukan terhadap 

barang yang dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dibayar bea 

masuknya. 

11) Lelang eksekusi barang temuan 

Lelang terhadap objek yang ditemukan oleh aparatur negara 

seperti lelang temuan kayu dan sebagainya. 

12) Lelang eksekusi gadai 

13) Lelang eksekusi benda sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

 

b. Lelang non eksekusi 

Lelang selain lelang eksekusi yang meliputi lelang non eksekusi 

wajib dan lelang noneksekusi sukarela. Lelang non eksekusi wajib 

yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan 

perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Berdasarkan 

Pasal 6 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang, menyatakan bahwa lelang non eksekusi wajib termasuk tetapi 

tidak terbatas pada : 
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1) Lelang Barang Milik Negara/Daerah; 

2) Lelang Barang Milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah 

(BUMN/D); 

3) Lelang Barang yang Menjadi Milik Negara-Bea Cukai; 

4) Lelang Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam 

(BMKT); 

5) Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama. 

Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik 

swasta, orang atau badan hukum / badan usaha yang dilelang secara 

sukarela. Berdasarkan Pasal 7 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan bahwa lelang non eksekusi 

sukarela termasuk tetapi tidak terbatas pada:  

1) Lelang Barang Milik BUMN/D berbentuk Persero; 

2) Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain 

oleh peraturan perundang-undangan; 

3) Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing dan Lelang Barang 

Milik Swasta. 

 

2. Dilihat dari cara penawarannya lelang dapat dibedakan sebagai : 

a. Lelang terbuka / lisan 

Lelang yang dilakukan secara lisan dengan penawaran harga 

meningkat (naik-naik) atau menurun (turun-turun). 

b. Lelang tertutup / tertulis 

Lelang dilakukan secara tertulis dengan penawaran dalam amplop 

tertutup. Lelang tertutup / tertulis dapat dilanjutkan dengan lelang 

terbuka / lisan bila terdapat dua atau lebih penawaran tertinggi belum 

mencapai limit yang dikehendaki. 

 

3. Dilihat dari pembebanan lelang, dapat dibedakan antara lain : 

a. Lelang eksklusif  

Dalam harga penawaran yang diajukan peserta / peminat lelang 

belum terhitung pungutan-pungutan lelang (bea lelang dan uang 
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miskin). Pada umumnya, lelang yang dilakukan adalah lelang 

eksklusif. 

b. Lelang Inklusif 

Dalam harga penawaran yang diajukan peserta / pemenang lelang 

sudah terhitung pungutan-pungutan lelang (bea lelang dan uang 

miskin). Lelang inklusif dilakukan apabila ada permintaan tertulis dari 

penjual.  

 

4. Dilihat dari penetapan pemenang ketika penawaran telah mencapai harga 

tertinggi, lelang dapat dibedakan menjadi: 

a. Lelang with reserved price 

Pejabat Lelang menetapkan penawar tertinggi sebagai pemenang 

lelang apabila penawarannya sudah mencapai / melampai reserved 

price yang dikehendaki penjual. 

b. Lelang without reserved price 

Pejabat lelang menetapkan penawar tinggi berapa pun besarnya 

penawar yang diajukan, diputuskan sebagai pemenang lelang. 

Penetapan pemenang dalam lelang without reserved price belum lazim 

dilakukan di Indonesia. 

 

2.1.6 Pihak-pihak dalam Lelang 

Pihak-pihak atau subjek dalam proses lelang adalah Pejabat Lelang, 

Penjual dan Pembeli (Peserta Lelang). Subyek-subyek ini memiliki peranan 

yang sangat dominan. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang 

berbeda tetapi saling berkaitan, sehingga ketiga subjek lelang tersebut dituntut 

untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan lelang. 

1. Pejabat Lelang 

Menurut Pasal 1 angka 14 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang adalah orang yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus 

untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. 

Berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang dibedakan menjadi : 
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a. Pejabat Lelang kelas I yang berwenang melaksanakan lelang untuk 

semua jenis lelang atas permohonan penjual / pemilik barang. 

b. Pejabat Lelang kelas II berwenang melaksanakan lelang non eksekusi 

sukarela atas permohonan Balai Lelang atau penjual / pemilik barang. 

Secara umum Pejabat Lelang berperan dalam menjalankan tugasnya 

sebagai : 

 

a. Pemimpin lelang yang menjamin ketertiban, keamanan dan 

kelancaran serta mewujudkan pelaksanaan lelang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Dalam memimpin lelang, Pejabat Lelang 

dituntut untuk bersikap komunikatif, tegas dan berwibawa; 

b. Perantara antara penjual yang ingin menjual barang secara lelang 

dan peserta lelang yang bermaksud membeli barang yang dilelang; 

c. Hakim dalam pelaksanaan lelang yang menetapkan seorang peserta 

lelang menjadi pemenang lelang; dan 

d. Pejabat Umum yang membuat akta otentik sebagai bukti 

pelaksanaan lelang berupa Risalah Lelang.
14

 

 

 

Pejabat Lelang dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang, 

kewajiban dan larangan. Berdasarkan PMK Nomor : 174/PMK.06/2010 

tentang Pejabat Lelang kelas I Jo. PMK Nomor : 175/PMK.06/2010 

tentang Pejabat Lelang kelas II, Pejabat Lelang berwenang : 

 

a. Menolak melaksanakan lelang dalam hal tidak yakin akan 

kebenaran formal berkas persyaratan lelang; 

b. Melihat barang yang akan dilelang; 

c. Menegur dan/atau mengeluarkan peserta dan/atau pengunjung 

lelang jika menggangu jalannya pelaksanaan lelang dan/atau 

melanggar tata tertib pelaksanaan lelang; 

d. Menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu, apabila 

diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban pelaksanaan lelang; 

e. Meminta bantuan aparat keamanan dalam hal diperlukan; 

f. Mengesahkan pembeli lelang; dan/atau 

g. Membatalkan pengesahan pembeli lelang yang wanprestasi.  

 

                                                           
14

 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Pengetahuan Lelang : 

Penghapusan BMN, (Jakarta : Pusdiklat Depkeu RI, 2007), hal. 21. 
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Berdasarkan Pasal 13 PMK Nomor : 174/PMK.06/2010 Pejabat 

Lelang kelas I dalam melaksanakan jabatannya berkewajiban : 

 

a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait; 

b. Meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang; 

c. Membuat bagian kepala Risalah Lelang sebelum pelaksanaan 

lelang; 

d. Membacakan bagian kepala Risalah Lelang di hadapan peserta 

lelang pada saat pelaksanaan lelang, kecuali dalam lelang non 

eksekusi sukarela melalui internet; 

e. Menjaga ketertiban pelaksanaan lelang; 

f. Membuat Minuta Risalah Lelang; 

g. Membuat Salinan Risalah Lelang, Kutipan Risalah Lelang atau 

Grosse Risalah Lelang sesuai peraturan perundang-undangan; dan 

h. Meminta dan meneliti keabsahan bukti pelunasan harga lelang, Bea 

Lelang, Pajak Penghasilan Final, Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan dan pungutan-pungutan lain yang diatur sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

Berdasarkan Pasal 14 PMK Nomor : 175/PMK.06/2010 Pejabat 

Lelang kelas II dalam melaksanakan jabatannya berkewajiban : 

 

a. Memiliki rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang kelas 

II; 

b. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait; 

c. Mengadakan perikatan perdata dengan Balai Lelang atau penjual / 

pemilik barang mengenai pelaksanaan lelang; 

d. Meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang; 

e. Melaksanakan lelang dalam hal yakin akan legalitas formal subjek 

dan objek lelang; 

f. Membuat bagian kepala Risalah Lelang sebelum pelaksanaan 

lelang; 

g. Membacakan bagian kepala Risalah Lelang di hadapan peserta 

lelang pada saat pelaksanaan lelang, kecuali dalam lelang non 

eksekusi sukarela melalui internet; 

h. Menjaga ketertiban pelaksanaan lelang;  

i. Membuat Minuta Risalah Lelang dan menyimpannya sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

j. Membuat Salinan Risalah Lelang, Kutipan Risalah Lelang dan 

Grosse Risalah Lelang sesuai peraturan perundang-undangan; 
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k. Menyelenggarakan pembukuan, administrasi perkantoran dan 

membuat laporan pelaksanaan lelang, sebagaimana format yang 

diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal. 

 

 

Berdasarkan PMK Nomor : 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang 

kelas I Jo. PMK Nomor : 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang kelas 

II, Pejabat Lelang dilarang : 

 

a. Melayani permohonan lelang di luar kewenangannya; 

b. Dengan sengaja tidak hadir dalam pelaksanaan lelang yang telah 

dijadwalkan; 

c. Membeli barang yang dilelang dihadapannya secara langsung 

maupun tidak langsung; 

d. Menerima uang jaminan penawaran lelang dan kewajiban 

pembayaran lelang dari pembeli, dalam hal Balai Lelang sebagai 

pemohon lelang; 

e. Melakukan pungutan lain di luar yang telah ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan sebagai 

Pejabat Lelang; 

g. Menolak permohonan lelang, sepanjang dokumen persyaratan 

lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek 

dan objek lelang; 

h. Merangkap jabatan atau profesi sebagai Pejabat Negara, Kurator, 

Penilai, Pengacara / Advokat; 

i. Merangkap sebagai Komisaris, Direksi, Pemimpin dan pegawai 

Balai Lelang; 

j. Menerima / menetapkan permohonan lelang dalam masa cuti; 

dan/atau 

k. Melibatkan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke 

bawah derajat pertama, suami / isteri serta saudara sekandung 

Pejabat Lelang dalam pelaksanaan lelang yang dipimpinnya. 

 

 

2. Penjual 

Pengertian penjual berdasarkan PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 angka 19 adalah “orang, 

badan hukum / usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang”. 

Sedangkan Pasal 1 angka 20 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pemilik barang adalah orang atau badan 
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hukum / usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang 

dilelang. 

 

Penjual dapat berstatus pemilik barang, kuasa pemilik barang atau 

orang / badan yang oleh Undang-Undang atau peraturan yang berlaku 

diberi wewenang untuk menjual barang secara lelang. Sebenarnya 

kunci kesuksesan dari lelang sehingga terciptanya harga lelang yang 

optimal berada ditangan penjual. Pelaksanaan pengumuman lelang dan 

pemberian kesempatan yang sama dan kemudahan kepada para 

peminat lelang untuk menjadi peserta lelang serta pilihan tempat lelang 

yang baik, (mudah dijangkau oleh peserta lelang) adalah beberapa hal 

penting yang harus dilakukan oleh penjual dengan sebaik-baiknya 

sesuai dengan esensi dari tahapan tersebut.
15

 

 

 

Berdasarkan PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang Pasal 16, penjual / pemilik barang bertanggung jawab 

terhadap keabsahan kepemilikan barang, keabsahan dokumen persyaratan 

lelang serta bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan 

pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-

undangan di bidang lelang.  

Penjual lelang / pemilik barang memiliki hak dan kewajiban dalam 

pelaksanaan lelang. 

 

a. Hak penjual lelang / pemilik barang : 

1) Memilih cara penawaran lelang; 

2) Menetapkan syarat-syarat lelang (bila dianggap perlu); 

3) Menerima uang hasil lelang; 

4) Menerima Salinan Risalah Lelang. 

b. Kewajiban penjual lelang / pemilik barang: 

1) Mengajukan permohonan lelang secara tertulis; 

2) Melengkapi syarat-syarat / dokumen-dokumen yang 

diperlukan; 

3) Melaksanakan pengumuman lelang; 

4) Menetapkan harga / harga limit yang wajar atas barang yang 

dilelang; 
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 Ibid., hal. 23. 
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5) Membayar Bea Lelang, Biaya Administrasi dan Pajak / 

Pungutan lainnya (misalnya : PPh Pasal 25); 

6) Menyerahkan barang dan dokumen-dokumennya kepada 

pembeli lelang; dan 

7) Menaati tata tertib lelang.
16

 

 

 

3. Pembeli 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 PMK Nomor: 93/PMK.06/2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pembeli adalah orang atau badan 

hukum / badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan 

sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. Sebelum disahkan sebagai 

pembeli lelang, orang atau badan hukum tersebut menjadi peserta lelang 

terlebih dahulu. Peserta lelang mempunyai hak dan kewajiban.  

 

Hak peserta lelang, yaitu: 

a. Melihat dan meminta keterangan atas dokumen-dokumen barang 

yang akan dilelang; 

b. Melihat dan memeriksa barang yang akan dilelang; 

c. Meminta kembali uang jaminan bila tidak ditunjuk sebagai pembeli 

lelang; 

d. Meminta Kutipan Risalah Lelang / Grosse dan kwitansi lelang bila 

ditunjuk sebagai pembeli lelang; 

e. Mendapatkan barang beserta dokumen-dokumennya bila ditunjuk 

sebagai pembeli lelang. 

Sedangkan kewajiban peserta lelang yaitu : 

a. Menyetor uang jaminan kepada Pejabat Lelang, bila disyaratkan 

demikian; 

b. Peserta / kuasanya hadir dalam pelaksanaan lelang; 

c. Mengisi Surat Penawaran dengan baik dan benar dalam hal lelang 

tertutup / tertulis; 

d. Membayar Pokok Lelang, Bea Lelang, dan Pajak/pungutan lainnya 

(misalnya : BPHTP) bila ditunjuk jadi pembeli lelang; 

e. Menaati tata tertib pelaksanaan lelang.
17

 

 

 

Peserta lelang yang melakukan penawaran tertinggi di atas harga limit 

ditetapkan  oleh   Pejabat   Lelang   sebagai   pembeli.  Setelah   ditetapkan 

 

                                                           
16

 Ibid. 
17

 Ibid., hal. 24-25. 
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menjadi pembeli, kewajiban yang utama adalah membayar harga lelang, 

Bea Lelang dan pungutan lainnya yang dapat dilakukan secara tunai / cash 

atau dengan  menggunakan cek / giro paling lama 3 (tiga) hari kerja 

setelah pelaksanaan lelang. Apabila pembeli tidak memenuhi 

kewajibannya tersebut, Pejabat Lelang membatalkan penetapannya 

sebagai pembeli. 

 

2.1.7 Persyaratan Lelang 

Dalam persiapan lelang terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan 

guna kelancaran pelaksanaan lelangnya. Persiapan lelang itu diantaranya, 

kelengkapan dokumen, jadwal waktu pengumuman dan persyaratan-

persyaratan hukum sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang itu sendiri.  

Syarat-syarat umum dalam setiap pelaksanaan lelang pada prinsipnya 

yaitu: 

 

1. Dilakukan di hadapan Pejabat Lelang atau ditutup dan disahkan 

oleh Pejabat Lelang dalam hal lelang internet; 

2. Terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penjual dan 1 (satu) orang 

peserta lelang atau lebih; 

3. Pengumuman lelang; 

4. Harga lelang dibayar secara tunai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari 

kerja setelah pelaksanaan lelang.
18

 

 

 

Sedangkan syarat lainnya yang harus dipenuhi dalam setiap 

pelaksanaan lelang yaitu : 

1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)  

Kelengkapan dokumen atas objek yang akan dilelang adalah kewajiban 

penjual  atau  pemohon  lelang.  Untuk  lelang  yang  berupa  tanah 

dan/atau bangunan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) adalah 

dokumen  penting  yang  harus  dilengkapi  oleh  penjual  / pemilik barang. 

 

                                                           
18

 FX. Ngadijarno, Nunung Eko Laksito dan Isti Indri Listiani, Teori dan Praktek Lelang, 

(Jakarta : BPPK Departemen Keuangan RI), hal. 275-276. 
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Permintaan penerbitan SKPT kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat 

diajukan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. SKPT tersebut 

dapat dipergunakan berkali-kali apabila tidak ada perubahan data fisik atau 

data yuridis dari tanah dan/atau bangunan yang akan dilelang, sepanjang 

dokumen kepemilikan dikuasai oleh penjual.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PMK Nomor : 

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan, 

bahwa pelaksanaan lelang atas tanah dan/atau bangunan wajib dilengkapi 

dengan SKPT dari Kantor Pertanahan setempat. Oleh karena itu, Kantor 

Lelang atau Balai Lelang tidak dapat melaksanakan lelang tanah dan/atau 

bangunan apabila tidak ada SKPT atas tanah dan/atau bangunan dari 

Kantor Pertanahan setempat. Selain itu, Kantor Lelang atau Balai Lelang 

dapat menunda pelaksanaan lelang tanah dan/atau bangunan apabila 

terdapat perbedaan data pada SKPT dengan data pada sertifikat hak atas 

tanah dan/atau bangunan yang akan dilelang atau data pada putusan / 

penetapan Pengadilan Negeri / PUPN / Pengadilan Pajak untuk kemudian 

diumumkan kepada peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang. 

2. Pengumuman Lelang 

Setelah melengkapi dokumen persyaratan lelang, penjual wajib 

melakukan pengumuman lelang. Pada prinsipnya, pengumuman lelang 

harus dilakukan melalui surat kabar harian, selebaran atau tempelan yang 

mudah dibaca oleh umum dan/atau melalui media eletronik termasuk 

internet di wilayah kerja KPKNL / wilayah jabatan Pejabat Lelang kelas II 

tempat barang akan dijual. Dalam hal tidak ada surat kabar harian yang 

terbit di tempat barang akan dijual, maka pengumuman lelang diumumkan 

dalam surat kabar harian yang terbit ditempat yang terdekat dan beredar di 

wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang kelas II tempat 

barang akan dijual. 

 

 

 

 

Analisis tentang..., Shinta Tri Lestari, FH UI, 2012.



34 
 

Universitas Indonesia 

 

Maksud diadakannya pengumuman lelang ini yaitu: 

a. Agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga bagi yang 

berminat dapat menghadiri pelaksanaan lelang (menghimpun 

peminat lelang / aspek publikasi); 

b. Memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang merasa 

dirugikan untuk mengajukan sanggahan / verzet (aspek legalitas); 

c. Sebagai shock therapy bagi masyarakat agar menimbulkan efek 

jera, sehingga diharapkan debitur yang tadinya bermalas-malasan 

memenuhi kewajibannya akan timbul kesadaran untuk melunasi 

kewajiban-kewajibannya karena takut barang miliknya bisa saja 

dilelang sebagai bagian pelunasan hutang-hutangnya.
19

 

 

 

Dalam Pasal 42 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang, mengatur mengenai hal-hal yang dimuat dalam 

pengumuman lelang. Diantaranya; identitas penjual, waktu dan tempat 

pelaksanaan lelang, jenis dan jumlah barang, lokasi tanah dan/atau 

bangunan, jenis hak atas tanah khusus untuk barang tidak bergerak berupa 

tanah dan/atau bangunan, spesifikasi barang untuk barang bergerak, waktu 

dan tempat melihat barang yang akan dilelang, nilai limit kecuali lelang 

tertentu, cara penawaran lelang dan uang jaminan penawaran lelang yang 

meliputi besaran dan jangka waktu. 

3. Uang jaminan penawaran lelang 

Bagi calon peserta lelang, untuk dapat menjadi peserta lelang harus 

memenuhi syarat yaitu melakukan penyetoran uang jaminan penawaran 

lelang. Uang jaminan penawaran lelang ini sebagai jaminan kesungguhan 

peminat dalam penawarannya. Uang jaminan penawaran lelang adalah 

uang yang disetor terlebih dahulu sebagai syarat sahnya menjadi peserta 

lelang bagi lelang yang dipersyaratkan adanya uang jaminan. Besarnya 

uang jaminan ini ditentukan oleh penjual dengan memperhatikan saran 

dari KPKNL.  

 

Tenggang waktu antara penyetoran uang jaminan dengan tanggal 

pelaksanaan lelang tidak boleh terlalu lama karena bertentangan 

dengan ketentuan umum lelang (Vide Surat Edaran Kepala BUPLN 

                                                           
19

 Ibid., hal. 277. 
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No. SE-22/PN/1993 tanggal 21 Juli 1993 tentang syarat-syarat lelang 

dari penjual).
20

 

 

 

Maksud diadakannya uang jaminan penawaran lelang yaitu sebagai 

salah satu cara untuk menyeleksi peserta lelang yang mempunyai 

kemampuan membeli dan benar-benar berminat untuk mengikuti lelang 

serta untuk menjamin agar lelang dibayar tepat pada waktunya oleh 

pemenang lelang. Disamping itu, uang jaminan juga untuk menjadi uang 

muka bagi pemenang lelang. 

Tata cara penyetoran uang jaminan penawaran lelang diatur dalam 

Pasal 30, 31, 32, PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang sebagai berikut : 

 

Pasal 30 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang :  

a. Penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang dilakukan: 

1) melalui rekening KPKNL atau langsung ke Bendahara 

Penerimaan KPKNL atau Pejabat Lelang kelas I untuk lelang 

yang diselenggarakan oleh KPKNL;  

2) melalui rekening Balai Lelang atau langsung ke Balai Lelang 

untuk jenis lelang non eksekusi sukarela yang diselenggarakan 

oleh Balai Lelang dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang kelas I 

atau Pejabat Lelang kelas II; atau 

3) melalui rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang 

kelas II atau langsung ke Pejabat Lelang kelas II untuk lelang 

yang diselenggarakan oleh Pejabat Lelang kelas II. 

b. Dalam setiap pelaksanaan Lelang, 1 (satu) penyetoran uang 

jaminan penawaran lelang hanya berlaku untuk 1 (satu) barang 

atau paket barang yang ditawar. 

 

 

Pasal 31 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang : 

a. Uang jaminan penawaran lelang dengan jumlah paling banyak     

Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat disetorkan secara 

langsung kepada Bendahara Penerimaan KPKNL, Pejabat Lelang 

kelas I, Balai Lelang atau Pejabat Lelang kelas II paling lama 

sebelum lelang dimulai; 
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b. Lelang dengan uang jaminan penawaran lelang di atas                

Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) harus disetorkan melalui 

rekening Bendahara Penerimaan KPKNL, rekening Balai Lelang 

atau rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang kelas II 

paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang harus 

sudah efektif pada rekening tersebut. 

 

 

Pasal 32 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang, besarnya uang jaminan penawaran lelang 

ditentukan oleh penjual/pemilik barang paling sedikit 20% (dua puluh 

persen) dari nilai limit dan paling banyak sama dengan nilai limit. 

 

 

Pasal 32 tersebut menegaskan jumlah uang jaminan penawaran lelang 

minimal yang harus disetorkan yaitu 20% dari nilai limit dan paling 

banyak sama dengan nilai limit. Nilai limit adalah nilai minimal barang 

yang dilelang dan ditetapkan oleh penjual / pemilik barang untuk dicapai 

dalam suatu pelelangan. Penjual menentukan nilai limit barang yang akan 

dilelang secara tertulis untuk masing-masing barang atau paket barang 

yang akan dilelang kepada Pejabat Lelang paling lambat sebelum lelang 

dimulai. Penjual / pemilik barang menetapkan nilai limit berdasarkan 

penilaian oleh Penilai yaitu pihak yang melakukan penilaian secara 

independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya dan berdasarkan 

penaksiran oleh Penaksir / Tim Penaksir yaitu merupakan pihak yang 

berasal dari instansi atau perusahaan penjual yang melakukan penaksiran 

berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk Kurator 

untuk benda seni dan benda antik / kuno. Misalnya, barang yang dilelang 

berupa barang tidak bergerak yaitu apartemen yang oleh Tim Penilai dan 

Tim Penaksir dinilai dan ditaksir seharga Rp. 4.000.000.000,- (empat 

milyar rupiah). Besarnya uang jaminan penawaran lelang adalah minimal 

atau paling sedikit 20 % dari nilai limit dan paling banyak sama dengan 

nilai limit, sehingga perhitungan besarnya uang jaminan penawaran lelang 

terhadap apartemen tersebut sebesar : 20 % x Rp. 4.000.000.000,- =      

Rp. 800.000.000,- Jadi paling sedikit Rp. 800.000.000,- hingga paling 

tinggi Rp. 4.000.000.000,- 

Analisis tentang..., Shinta Tri Lestari, FH UI, 2012.



37 
 

Universitas Indonesia 

 

Nilai limit bersifat tidak rahasia. Untuk lelang eksekusi, lelang non 

eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela atas barang tidak 

bergerak, nilai limit harus dicantumkan dalam pengumuman lelang. 

Sedangkan untuk lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama 

serta lelang non eksekusi sukarela barang bergerak, nilai limit dapat tidak 

dicantumkan dalam pengumuman lelang. 

Dalam persyaratan kewajiban bagi penawar untuk menyetorkan uang 

jaminan dalam jumlah tertentu tersebut, juga ditentukan ketentuan-

ketentuan tentang uang jaminan, yaitu; 

 

Pasal 33 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang menegaskan, yaitu: 

a. Uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan, 

dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada peserta lelang 

yang tidak disahkan sebagai pembeli. 

b. Pengembalian uang jaminan penawaran lelang paling lama 1 (satu) 

hari kerja sejak permintaan pengembalian dari peserta lelang 

diterima. 

c. Permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disertai penyerahan asli bukti setor dan fotokopi identitas dengan 

menunjukkan aslinya serta dokumen pendukung lainnya. 

d. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang disahkan 

sebagai pembeli, akan diperhitungkan dengan pelunasan seluruh 

kewajibannya sesuai dengan ketentuan lelang. 

 

 

Pasal 34 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang menjelaskan, yaitu: 

a. Dalam pelaksanaan lelang eksekusi dan lelang non eksekusi wajib, 

jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai 

ketentuan (wanprestasi), uang jaminan penawaran lelang 

disetorkan seluruhnya ke kas negara dalam waktu 1 (satu) hari 

kerja setelah pembatalan penunjukan pembeli oleh Pejabat Lelang. 

b. Dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela yang 

diselenggarakan oleh KPKNL, jika pembeli tidak melunasi 

kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), uang 

jaminan penawaran lelang disetorkan sebesar 50% (lima puluh 

persen) ke kas negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah 

pembatalan penunjukan pembeli oleh Pejabat Lelang dan sebesar 

50% (lima puluh persen) menjadi milik pemilik barang. 

c. Dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela yang 

diselenggarakan oleh Balai Lelang bekerjasama dengan Pejabat 

Lelang kelas I, jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran 
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lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), uang jaminan penawaran 

lelang disetorkan sebesar 50% (lima puluh persen) ke kas negara 

dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan 

pembeli oleh Pejabat Lelang dan sebesar 50% (lima puluh persen) 

menjadi milik pemilik barang dan/atau Balai Lelang sesuai 

kesepakatan antara pemilik barang dan Balai Lelang. 

d. Dalam pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang 

bekerjasama dengan Pejabat Lelang kelas II, jika pembeli tidak 

melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan 

(wanprestasi), uang jaminan penawaran lelang menjadi milik 

pemilik barang dan/atau Balai Lelang sesuai kesepakatan antara 

pemilik barang dan Balai Lelang. 

e. Dalam pelaksanaan lelang yang diselenggarakan Pejabat Lelang 

Kelas II, jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang 

sesuai ketentuan (wanprestasi), uang jaminan penawaran lelang 

menjadi milik pemilik barang dan/atau Pejabat Lelang kelas II 

sesuai kesepakatan antara pemilik barang dan Pejabat Lelang kelas 

II. 

 

2.1.8 Prosedur (tata cara) Lelang 

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan lelang harus melalui berbagai 

tahapan dan harus dipenuhi oleh Pejabat Lelang, penjual maupun oleh peserta 

lelang. Keberhasilan suatu pelaksanaan lelang sangat ditentukan kolaborasi 

antara Pejabat Lelang dan penjual. Lelang telah diatur dalam Vendu 

Reglement dan peraturan pelaksanaanya, sehingga diharapkan rule of the game 

lelang benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa ada yang 

ditutupi, sehingga tujuan utama penjualan secara lelang untuk menciptakan 

harga yang optimal dapat dicapai dalam setiap pelaksanaan lelang. 
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Prosedur lelang secara umum tergambar dalam skema sebagai 

berikut:
21

 

 

                       

 

 

                                  

 

 

 

                                                             

 

 

 

Keterangan : 

Persiapan lelang (1a, 1b, 2, 3) 

1a     Penjual mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL 

Pemohon lelang mengajukan permohonan lelang secara tertulis 

kepada KPKNL di tempat benda tersebut berada disertai dengan 

dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. 
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1b     Kepala KPKNL menetapkan jadwal lelang. 

Apabila dokumen persyaratan lelang telah memenuhi syarat, maka 

Kepala KPKNL menetapkan tempat, tanggal dan waktu lelang. 

Penjual berhak mengusulkan tempat dan waktu lelang. Penetapan 

hari dan tanggal lelang memperhatikan jadwal dari KPKNL dan 

keinginan penjual. 

2) Pengumuman lelang oleh penjual 

Pada prinsipnya, pengumuman lelang harus dilakukan melalui surat 

kabar harian yang terbit di Kota / Kabupaten tempat barang berada. 

Dalam hal tidak ada surat kabar harian, maka pengumuman lelang 

diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di Kota / Kabupaten 

terdekat atau di Ibukota Provinsi atau Ibukota Negara dan beredar di 

wilayah kerja KPKNL tempat barang akan dilelang. Sejauh mungkin 

pengumuman lelang tersebut dimuat di surat kabar harian yang 

memiliki peredaran luas dan diperkirakan dibaca oleh kalangan 

bisnis. 

3) Peminat menyetor uang jaminan sesuai yang tercantum dalam 

pengumuman lelang. 

Untuk dapat menjadi peserta lelang, setiap peserta harus menyetor 

uang jaminan penawaran lelang.  

 

Pelaksanaan Lelang 

4) Pelaksanaan Lelang 

Penawaran lelang dilakukan oleh peserta lelang atau kuasanya 

pada saat pelaksanaan lelang. Cara penawaran lelang dapat diusulkan 

secara tertulis oleh penjual kepada Kepala Kantor Lelang sebelum 

pengumuman lelang. Dalam hal penjual tidak mengusulkan cara 

penawaran lelang, Kepala Kantor Lelang menentukan cara 

penawaran lelang. Penjual tidak diperkenankan mengusulkan cara 

penawaran lisan untuk sebagian barang dan cara penawaran tertulis 

untuk sebagian barang lainnya dalam satu pelaksanaan lelang. Harga 

penawaran yang telah disampaikan oleh peserta lelang dan dicatat 

oleh Pejabat Lelang, tidak dapat dibatalkan oleh peserta lelang yang 

bersangkutan. Dalam hal pelaksanaan lelang dilakukan secara 

tertulis, surat penawaran dimasukkan dalam amplop tertutup dan 

dimasukkan ke kotak transparan. 

Dalam penawaran tertulis, apabila tidak mencapai harga limit, 

maka biasanya penawaran dilanjutkan dengan penawaran lisan. 

Namun demikian, tidak setiap kegagalan dalam penawaran tertulis 

langsung dapat dilanjutkan seketika dengan penawaran terbuka 

secara lisan. Hal ini tergantung pada syarat lelang yang ditetapkan 

oleh penjual. Jika syarat lelang tidak menetapkan bahwa penawaran 

tertulis akan dilanjutkan dengan penawaran lisan apabila belum 

mencapai harga limit, maka penawaran tertulis tidak boleh 

dilanjutkan dengan penawaran lisan. Namun, apabila memang 

penjual menghendaki penawaran tertulis dilanjutkan dengan 

penawaran lisan, maka penjual dapat saja menambah syarat tersebut 

dalam syarat-syarat lelang yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Penawar yang tertinggi dan telah mencapai atau melampaui nilai 

limit disahkan sebagai pemenang lelang / pembeli. Pejabat lelang 

membuat Minuta Risalah Lelang dan melakukan tindakan 

administrasi yang berkaitan dengan proses pembayaran / pungutan 

harga lelang, Bea Lelang, PPh Final, BPHTB dan pungutan sah 

lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Untuk pelaksanaan lelang yang tidak ada penawaran, dinyatakan 

oleh Pejabat Lelang sebagai Lelang Tidak Ada Penawaran dan 

Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang Tidak Ada Penawaran. 

Sedangkan untuk lelang yang harga penawaran tertinggi belum 

mencapai harga limit, dinyatakan sebagai lelang ditahan dan Pejabat 

Lelang membuat Risalah Lelang ditahan. 

 

Purna Lelang (5a, 5b, 5c) 

5a     Peserta    lelang     yang     disahkan     sebagai    pemenang    lelang,   

wajib membayar harga lelang dan pungutan lain sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran harga lelang 

dilakukan secara tunai / cash atau cek / giro paling lambat 3 (tiga) 

hari kerja setelah pelaksanaan lelang kecuali mendapat dispensasi 

pembayaran harga lelang secara tertulis dari Direktur Jenderal atas 

nama Menteri Keuangan.  

5b     KPKNL    menyerahkan    kutipan    Risalah   Lelang   sebagai   akta   

jual beli untuk balik nama, kuitansi atau tanda bukti pembayaran 

serta dokumen kepemilikan barang yang dilelang kepada pemenang 

lelang.  

5c     KPKNL   menyetor   hasil   bersih   lelang   kepada  pemohon  lelang   

dan menyetor Bea Lelang sebagai PNBP dan PPh final sebagai 

penerimaan negara (dalam hal objek lelang berupa benda tetap) ke 

kas negara. 

 

2.2 Pelaksanaan Lelang Melalui Balai Lelang 

2.2.1 Pengertian Balai Lelang 

Pada awalnya sekitar tahun 1964 pelaksanaan lelang aset instansi 

pemerintah yang belum dapat diurusi oleh Kantor Lelang Negara dapat 

dilakukan melalui komisioner lelang. Komisioner lelang secara tegas tidak 

diatur dalam Vendu Reglement maupun Vendu Instructie, tetapi hanya diatur 

secara eksplisit pada Pasal 76 KUHD. Komisioner dalam KUHD adalah 

seseorang yang dengan mendapat provisi melakukan usahanya untuk 

mengadakan persetujuan atas nama sendiri atau atas nama perusahaan sendiri 

akan tetapi atas perintah dan tanggung jawab orang lain.  

Komisioner ini dibedakan antara komisioner penjual dan komisioner 

pembeli, secara tidak langsung timbul komisioner lelang. Komisioner lelang 
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merupakan orang atau badan yang diberikan kuasa untuk menjual atau 

membeli dalam lelang karena masyarakat belum begitu mengenal lelang dan 

prosedur menjual melalui lelang. Perkembangan komisioner lelang 

menunjukkan kemajuan, sehingga saat itu diartikan sebagai kuasa menjual 

melalui lelang. 

Dalam perkembangannya komisioner lelang berganti istilah menjadi 

Balai Lelang. Namun, pada perkembangannya Balai Lelang tersebut pernah 

dibubarkan / dihapus oleh Menteri Keuangan sesuai Surat Keputusan Nomor : 

D.15/D.1/16-2 tanggal 2 Mei 1972 dengan pertimbangan bahwa pelelangan-

pelelangan telah dapat dilaksanakan dan diselesaikan oleh Kantor Lelang 

Negara dan Kantor-Kantor Lelang kelas II. Selain itu, berdasarkan catatan 

administrasi Subdirektorat Lelang sampai sekitar tahun 1978, masih banyak 

terdapat tunggakan-tunggakan yang berasal dari Balai Lelang yang belum 

terselesaikan. Pembubaran tersebut tidak serta merta mengurangi kebebasan 

Balai Lelang untuk meneruskan perdagangan sebagai Balai Lelang biasa 

dengan mengindahkan peraturan-peraturan dalam Vendu Reglement. 

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 

47/KMK.01/1996 tanggal 25 Januari 1996 dan Keputusan Kepala Badan 

Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Nomor : 1/PN/1996, telah 

melakukan deregulasi di bidang lelang. Dengan deregulasi tersebut 

pemerintah telah membuka peluang usaha baru bagi dunia usaha untuk 

mendirikan Balai Lelang, guna menyelenggarakan jasa penjualan barang 

secara profesional. 

Balai Lelang yang di luar negeri disebut sebagai Action House adalah 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa lelang yaitu jasa menjualkan barang 

orang lain dengan cara lelang. Perusahaan tersebut menerima order dari 

pemilik barang, kemudian setelah mempersiapkan dan memasarkan agar 

barang tersebut layak dijual, maka dilakukanlah penjualan secara lelang yang 

hasilnya kemudian diteruskan kepada pemilik barang. Sementara itu Balai 

Lelang berdasarkan perikatan perdata dengan pemilik barang akan menerima 

sejumlah honorarium atau fee yang disepakati kedua belah pihak dan 

sekurang-kurangnya memuat antara lain : 
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1. Besaran imbalan jasa dari penjual / pemilik barang kepada Balai Lelang; 

2. Cara pembayaran imbalan jasa; 

3. Pembagian uang jaminan wanprestasi; dan 

4. Jangka waktu penyetoran hasil bersih lelang dari Balai Lelang kepada 

pemilik barang. 

Peraturan yang mengatur tentang Balai Lelang saat ini adalah PMK 

Nomor : 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang. Menurut PMK tersebut, 

Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas 

(PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.  

Pendirian Balai Lelang swasta ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

pendayagunaan lelang sebagai salah satu sarana perekonomian yang bersifat 

terbuka dan objektif, sehingga diharapkan dapat diperoleh harga yang wajar. 

Hal ini merupakan peluang usaha baru bagi sektor swasta yang pada akhirnya 

akan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat. Selain itu, dengan 

dibukanya peluang usaha baru di bidang jasa lelang tersebut diharapkan akan 

membawa dampak bagi perkembangan lelang di Indonesia. Penyelenggaraan 

lelang akan terselenggara dan dapat dilaksanakan secara lebih profesional 

dengan adanya peran swasta, sehingga lelang dapat berkembang menjadi salah 

satu sarana perekonomian yang semakin diminati oleh masyarakat. 

Balai Lelang sebagai badan usaha mengandalkan kepercayaan dari 

masyarakat. Kegiatan usahanya berkaitan erat dengan kemampuan lobbying 

serta profesional dalam memberikan jasa layanan. Oleh karena itu, Balai 

Lelang harus benar-benar melakukan kegiatan pemasaran yang luas, efektif 

dan terarah. Balai Lelang dituntut untuk mampu membuat planning pemasaran 

yang baik, dituntut juga untuk mempunyai komunitas pembeli lelang yang 

potensial. Tanpa kegiatan ini, maka Balai Lelang akan sulit mengumpulkan 

peserta atau pembeli yang banyak dan potensial. Akibatnya, lelang akan tidak 

laku atau harga menjadi tidak optimal.
22

 

 

 

                                                           
22

 I Made Soewandi, Kewenangan Balai Lelang Dalam Kredit Macet, (Yogyakarta : 

Yayasan Gloria, 2005), hal. 27. 
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Dengan demikian, diharapkan Balai Lelang swasta mampu 

menciptakan citra positif dan professional serta membuktikan kepada 

masyarakat, bahwa penjualan barang dengan cara lelang merupakan salah satu 

alternatif terbaik dalam mendapatkan harga yang optimal.  

 

2.2.2 Ijin Operasional Balai Lelang  

Permohonan ijin operasional Balai Lelang diajukan secara tertulis 

kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Menurut ketentuan Pasal 

4 PMK Nomor : 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang, permohonan ijin 

operasional Balai Lelang ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen, 

yaitu : 

 

1. Akta pendirian Balai Lelang, yang dibuat di hadapan Notaris dan 

telah disahkan oleh instansi yang berwenang; 

2. Bukti modal disetor paling kurang Rp. 2.500.000.000,00 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah); 

3. Rekening koran atas nama Balai Lelang yang bersangkutan; 

4. Proposal pendirian Balai Lelang memuat antara lain: 

a. Ruang lingkup kegiatan Balai Lelang; 

b. Struktur organisasi berikut personil, termasuk tenaga penilai, 

tenaga hukum, apabila tenaga penilai dan tenaga hukum 

bekerja sebagai karyawan Balai Lelang yang bersangkutan; dan 

c. Rencana kegiatan lelang selama 1 (satu) tahun; 

5. Neraca awal Balai Lelang yang bersangkutan; 

6. Sertifikat atau tanda bukti kepemilikan atau surat perjanjian sewa 

dengan jangka waktu sewa paling singkat 2 (dua) tahun serta foto 

sebagai data pendukung tersedianya fasilitas kantor dengan luas 

paling kurang 60 m
2
 dan gudang / tempat penyimpanan barang 

dengan luas paling kurang 100 m
2
; 

7. Fotokopi identitas para Pemegang Saham dan Direksi Balai Lelang 

dengan menunjukkan aslinya; 

8. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Balai Lelang, para 

pemegang saham dan direksi dengan menunjukkan aslinya, khusus 

untuk pemegang saham berkewarganegaraan asing tunduk pada 

ketentuan perpajakan yang berlaku; 

9. Surat Pernyataan dari para pemegang saham dan direksi Balai 

Lelang bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kredit macet di 

bank pemerintah / swasta dan tidak termasuk dalam Daftar Orang 

Tercela (DOT) dengan format sebagaimana ditetapkan dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri Keuangan ini; 
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10. Surat Keterangan Domisili kantor Balai Lelang dari kelurahan 

setempat;  

11. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat izin / keterangan 

sejenis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 

12. Bukti tersedianya tenaga penilai berupa ijazah / sertifikat penilai 

dan surat perjanjian kerja, apabila tenaga penilai yang 

bersangkutan berasal dari luar Balai Lelang; dan 

13. Bukti tersedianya tenaga hukum berupa ijazah sarjana hukum dan 

surat perjanjian kerja, apabila tenaga hukum yang bersangkutan 

berasal dari luar Balai Lelang. 

 

 

2.2.3 Kegiatan Usaha Balai Lelang  

Kegiatan usaha Balai Lelang meliputi kegiatan jasa pralelang dan jasa 

pasca lelang untuk semua jenis lelang. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, 

Balai Lelang harus melaksanakan kegiatan jasa pralelang dan jasa pasca 

lelang. Pasal 17 PMK Nomor : 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang, yang 

termasuk pengertian jasa pralelang oleh Balai Lelang tetapi tidak terbatas 

pada: 

 

1. Meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan dokumen 

barang yang akan dilelang; 

2. Meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang; 

3. Menerima, mengumpulkan, memilah, memberikan label dan 

menyimpan barang yang akan dilelang;   

4. Menguji kualitas dan menilai harga barang; 

5. Meningkatkan kualitas barang yang akan dilelang; 

6. Mengatur asuransi barang yang akan dilelang;  

7. Memasarkan barang dengan cara-cara efektif, menarik dan terarah, 

baik dengan pengumuman, brosur, katalog maupun cara pemasaran 

lainnya; dan/atau 

8. Menyiapkan / menyediakan sarana dan prasarana dalam 

pelaksanaan lelang. 

 

 

Pemberian jasa pralelang oleh Balai Lelang ini didasarkan pada 

perjanjian antara Balai Lelang dengan pemilik barang, yang termasuk tetapi 

tidak terbatas pada : 

1. Besaran imbalan jasa dari pemilik barang kepada Balai Lelang; 

2. Cara pembayaran imbalan jasa; dan 

3. Pembagian uang jaminan wanprestasi. 
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Selain jasa pralelang Balai Lelang, kegiatan usaha Balai lelang juga 

meliputi jasa pasca lelang yang diatur dalam Pasal 19 PMK Nomor 

176/PMK.06/2010 termasuk, tetapi tidak terbatas pada: 

 

1. Pengaturan pengiriman barang; 

2. Pengurusan balik nama barang yang dibeli atas nama pembeli; 

dan/atau 

3. Jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

Dalam memberikan jasa pasca lelang tersebut, Balai Lelang dapat 

memperoleh imbalan jasa dari pembeli yang menginginkan pelayanan jasa 

pasca lelang sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dengan Balai Lelang. 

 

2.2.4 Hak dan Kewajiban Balai Lelang 

Dalam ketentuan Pasal 22 dan 23 PMK Nomor : 176/PMK.06/2010 

tentang Balai Lelang diatur mengenai hak dan kewajiban Balai Lelang. Bahwa 

dalam melakukan kegiatan usahanya, Balai Lelang berhak:  

 

1. Mengadakan perjanjian dengan pemilik barang untuk 

melaksanakan jasa pralelang; 

2. Mengadakan kesepakatan dengan pembeli barang untuk 

melaksanakan jasa pasca lelang; 

3. Menerima imbalan jasa pralelang dan/atau pasca lelang yang 

diperjanjikan / disepakati; 

4. Mengadakan perjanjian perdata dengan Pejabat Lelang kelas II 

untuk melaksanakan jasa pelaksanaan lelang; 

5. Menentukan cara penawaran lelang; 

6. Menerima salinan Risalah Lelang dari KPKNL / Pejabat Lelang 

kelas II; dan 

7. Mengusulkan Pemandu Lelang. 

 

 

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Balai Lelang 

sebagaimana diatur dalam Pasal 23 PMK Nomor : 176/PMK.06/2010 tentang 

Balai Lelang, yaitu: 
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1. Membayar imbalan jasa Pejabat Lelang kelas II sesuai ketentuan; 

2. Menyerahkan bukti pembayaran uang jaminan penawaran lelang 

dari peserta lelang dan salinan rekening koran Balai Lelang yang 

mencantumkan data penyetoran uang jaminan penawaran lelang 

sesuai dengan ketentuan kepada Pejabat Lelang yang 

melaksanakan lelang; 

3. Mengembalikan uang jaminan penawaran lelang tanpa potongan 

kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; 

4. Menyetorkan Bea Lelang ke kas negara paling lama 1 (satu) hari 

kerja setelah harga lelang dibayar oleh pembeli; 

5. Menyetorkan uang jaminan penawaran lelang dari pembeli yang 

wanprestasi kepada yang berhak sesuai dengan perjanjian, dalam 

hal lelang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang kelas II; 

6. Menyetorkan uang jaminan penawaran lelang dari pembeli yang 

wanprestasi sebesar 50% (lima puluh persen) ke kas negara dalam 

waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan pembeli 

oleh Pejabat Lelang dan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada 

yang berhak sesuai dengan perjanjian, dalam hal lelang 

dilaksanakan oleh Pejabat Lelang kelas I; 

7. Menyerahkan bukti pelunasan harga lelang berupa kuitansi, bukti 

setor / transfer, salinan rekening koran Balai Lelang yang 

mencantumkan data pelunasan harga lelang, bukti setor Bea 

Lelang, PPh Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau 

Bangunan, kepada Pejabat Lelang pada saat meminta salinan 

Risalah Lelang; 

8. Menyerahkan kutipan Risalah Lelang dan kuitansi pembayaran 

lelang kepada pembeli setelah kewajiban pembeli dipenuhi; 

9. Menyerahkan barang dan dokumen kepemilikan objek lelang 

kepada pembeli setelah kewajiban pembeli dipenuhi;  

10. Menyerahkan hasil bersih lelang kepada pemilik barang paling 

lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima; dan 

11. Menyelenggarakan administrasi perkantoran dan pelaporan.  

 

 

Selain hak dan kewajiban yang diatur dalam PMK Nomor : 

176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang tersebut, diatur pula mengenai 

larangan dan sanksi terhadap Balai Lelang. Pada Pasal 29 PMK tersebut 

dikatakan dalam melakukan kegiatan usahanya Balai Lelang dilarang: 

 

1. Memungut biaya apapun dari pembeli dan penjual di luar 

ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada buyers premium; 

2. Berperan serta secara langsung dalam kegiatan pelaksanaan lelang 

eksekusi dan/atau lelang noneksekusi wajib; 

3. Bertindak selaku pengacara dan/atau menjadi kuasa sebagai 

penjual dari pemegang Hak Tanggungan;  
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4. Menjual selain dengan cara lelang terhadap barang yang 

dikuasakan kepadanya untuk dijual secara lelang;  

5. Melaksanakan lelang tidak di hadapan Pejabat Lelang; 

6. Melaksanakan lelang eksekusi dan/atau lelang noneksekusi wajib; 

7. Melakukan kegiatan usaha di luar izin yang diberikan, termasuk 

tetapi tidak terbatas pada melakukan tindakan pemanggilan kepada 

debitor, penagihan piutang (debt collector); dan/atau 

8. Membeli sendiri baik langsung maupun tidak langsung barang 

yang dikuasakan kepadanya yang dijual secara lelang. 

 

 

Sanksi atas pelanggaran ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor : 

176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang yaitu berupa surat peringatan, surat 

peringatan terakhir, pembekuan ijin operasional dan pencabutan ijin 

operasional serta denda. 

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam 

Peraturan Menteri Keuangan tersebut, perlu dilakukan suatu pembinaan dan 

pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap Balai Lelang dilakukan 

oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Pembinaan dan 

pengawasan Balai Lelang tersebut sebagian didelegasikan kepada Kepala 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.  

Pembinaan dan pengawasan Balai Lelang dilakukan secara langsung 

dan tidak langsung. Pembinaan dan pengawasan secara langsung meliputi tapi 

tidak terbatas pada pembinaan sosialisasi, pengarahan, pemeriksaan dan 

pengawasan pada pemeriksaan catatan / administrasi perkantoran / kinerja 

perusahaan dan laporan atau pengaduan dari sumber-sumber lainnya. 

Sedangkan pembinaan dan pengawasan secara tidak langsung meliputi tetapi 

tidak terbatas pada pembinaan untuk memberikan himbauan dan tanggapan 

secara tertulis serta pengawasan secara tidak langsung yang meliputi tetapi 

tidak terbatas pada melakukan verifikasi dan evaluasi laporan-laporan Balai 

Lelang. 

 
 

2.2.5 Prosedur Lelang Melalui Balai Lelang 

Prosedur lelang melalui Balai Lelang dengan prosedur lelang melalui 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada dasarnya 

adalah sama. Berikut adalah prosedur lelang melalui Balai Lelang: 
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Keterangan : 

1. Penjual mengajukan permohonan lelang kepada Balai Lelang. Pemohon 

lelang mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada pemimpin 

Balai Lelang / Pejabat Lelang kelas II disertai dengan dokumen 

persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya (Pasal 11 (1) PMK 

Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang). 

2. Dalam hal legalitas formal subjek dan objek lelang telah dipenuhi dan 

penjual telah memberikan kuasa kepada Balai Lelang untuk menjual 

secara lelang, pemimpin Balai Lelang mengajukan surat permohonan 

lelang kepada Kepala KPKNL / Pejabat Lelang kelas II untuk dimintakan 

 1  9 

6  8 

 4 

 3 

 2 

 7 

Penjual 

KPKNL 

Kas Negara 

Rekening Balai Lelang Peserta Lelang 

5 
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jadwal pelaksanaan lelang (Pasal 11 (1) PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang). 

3. Pengumuman lelang oleh penjual.  

Pengumuman lelang diatur dalam Pasal 41 PMK Nomor : 

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa setelah 

ditetapkan jadwal lelangnya oleh KPKNL, maka penjual melaksanakan 

pengumuman lelang sesuai dengan jenis lelangnya. 

4. Peminat menyetor uang jaminan sesuai yang tercantum dalam 

pengumuman lelang. Untuk dapat menjadi peserta lelang, setiap peserta 

harus menyetor uang jaminan penawaran lelang (Pasal 29 PMK Nomor : 

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang).  

Dalam hal penjual / pemilik barang menentukan adanya uang jaminan 

penawaran lelang, maka pengaturan uang jaminan penawaran lelang 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang / Pejabat Lelang 

kelas II, penyetoran uang jaminan penawaran lelang melalui rekening 

Balai Lelang atau langsung ke Balai Lelang (Pasal 30 ayat (1) huruf b 

dan c PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang). 

b. Besarnya uang jaminan penawaran lelang ditentukan oleh Penjual / 

Pemilik barang paling sedikit 20% dari nilai limit dan paling banyak 

sama dengan nilai limit (Pasal 32 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang). 

5. Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang 

Penawaran lelang dilakukan oleh peserta lelang atau kuasanya pada saat 

pelaksanaan lelang. Sebelum pelaksanaan lelang, peserta lelang dapat 

memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengikuti lelang / 

mengajukan penawaran lelang dengan bukti surat kuasa yang bermeterai 

cukup dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat 

Izin Mengemudi (SIM) / Paspor pemberi kuasa dan penerima kuasa. 

Penerima kuasa tidak boleh menerima lebih dari satu kuasa untuk barang 

yang sama. Penawaran lelang dapat dilakukan secara langsung atau tidak 

langsung. Berdasarkan Pasal 54 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, penawaran lelang langsung dan/atau 

penawaran lelang tidak langsung dilakukan dengan cara : 

a. Lisan, semakin meningkat atau semakin menurun 

Dalam penawaran lisan, Pejabat Lelang biasanya memakai cara 

penawaran yang makin meningkat (Bij opbod) sampai mencapai harga 

limit yang dikehendaki oleh penjual. Penjual dapat menentukan 

besarnya tawaran pertama sama dengan jumlah harga limit dari barang 

yang dilelang. 

b. Tertulis 

Penjual mempunyai hak untuk menentukan syarat penawaran lelang. 

Hal ini tercantum dalam alinea kedua Pasal 9 Vendu Reglement. Jika 

pendaftaran dijadikan sebagai syarat oleh penjual, maka para peminat 

harus mendaftarkan penawaran secara tertulis ke Kantor Lelang 

setempat. Pada alinea kedua Pasal 9 Vendu Reglement tersebut telah 

ditentukan bagaimana cara dan bentuk penawaran tertulis, antara lain: 
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1) Penawaran ditulis dengan bahasa Indonesia dan huruf latin. 

Penawaran yang ditulis dengan bahasa asing dianggap tidak sah. 

2) Surat penawaran memuat dengan jelas identitas orang yang 

menawar, yaitu mengenai nama, pekerjaan, tempat tinggal dan lain 

sebagainya. 

3) Surat penawaran ditandatangani oleh si penawar di atas meterai. 

Dalam pelaksanaan lelang secara tertulis, Pejabat Lelang 

mengumpulkan surat penawaran yang telah diisi secara benar. 

Selanjutnya surat penawaran di buka dengan disaksikan oleh salah 

seorang peserta lelang. Penawar yang paling tinggi tawarannya 

akan ditunjuk sebagai pemenang apabila telah mencapai harga 

limit.  

c. Tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum 

mencapai nilai limit. 

6. Pembayaran hasil lelang oleh pemenang lelang kepada Balai Lelang. 

Peserta lelang yang disahkan sebagai  pemenang  lelang, wajib  membayar 

harga lelang dan pungutan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang (Pasal 71 

ayat (1) PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang). 

Setiap pembayaran harga lelang yang dilakukan oleh pembeli wajib 

dibuatkan kuitansi atau tanda bukti pembayaran harga lelang oleh Balai 

Lelang atau Pejabat Lelang (Pasal 72 ayat (3) PMK Nomor : 

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang). 

Pembeli yang tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai jangka waktu 

yang telah ditetapkan, pada hari kerja berikutnya Pejabat Lelang 

membatalkan pengesahannya sebagai pembeli. Pembeli yang wanprestasi 

tidak boleh mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 

(enam) bulan (Pasal 73 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang). 

7. Menyetorkan Bea Lelang ke kas negara paling lama 1 (satu) hari kerja 

setelah harga lelang dibayar oleh pembeli (Pasal 23 huruf d PMK Nomor : 

176/PMK/06/2010 tentang Balai Lelang). 

8. Balai Lelang menyerahkan kutipan Risalah Lelang sebagai akta jual beli 

untuk balik nama, kuitansi atau tanda bukti pembayaran serta dokumen 

kepemilikan barang yang dilelang kepada pemenang lelang (Pasal 23 

huruf h dan i PMK Nomor : 176/PMK/06/2010 tentang Balai Lelang). 

9. Balai Lelang menyerahkan hasil bersih lelang kepada pemilik barang 

paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima (Pasal 23 huruf 

j PMK Nomor : 176/PMK/06/2010 tentang Balai Lelang). 
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2.3 Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2836 K/PDT/2009 

2.3.1 Posisi Kasus 

PT. Bank Tabungan Negara (persero) adalah Bank yang sahamnya 

100% dimiliki oleh pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar No. 25 Tahun 

1998 Jo. Pasal 26 Anggaran Dasar No. 97 Tahun 2002 dengan perubahan 

terakhir Anggaran Dasar No. 29 tanggal 27 Oktober 2004. PT. Bank 

Tabungan Negara (persero) adalah perusahaan Bank yang merupakan Badan 

Usaha Milik Negara, sehingga aset PT. Bank Tabungan Negara (persero) 

apabila dijual dengan jumlah lebih dari nilai rupiah tertentu dapat 

dilaksanakan secara lelang umum melalui KPKNL atau melalui Balai Lelang 

swasta dan dapat dibeli oleh masyarakat umum berdasarkan syarat-syarat 

ketentuan lelang dan harga yang disepakati. Pada tanggal 13 Maret 2005,    

PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana yang bekerja sama dengan PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara 

(KP2LN) Jakarta V, mengadakan pengumuman lelang melalui koran yang 

terbit di Jakarta, tentang pelelangan aset-aset dari PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) yang terletak di Jalan Dago Pakar Timur dan Jalan Dago Pakar Barat 

Kelurahan Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Atas adanya 

pengumuman lelang tersebut, PT. Konrat Marbella kemudian ikut serta dalam 

pelelangan yang akan berlangsung pada tanggal 21 Maret 2005. Sebagai 

jaminan keseriusan PT. Konrat Marbella untuk mengikuti lelang tersebut, 

maka disetorkanlah uang jaminan penawaran lelang ke rekening PT. Balai 

Lelang Mandiri Prasarana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).  

Pada hari yang ditentukan yaitu pada tanggal 21 Maret 2005, 

pelaksanaan lelang ditunda. Menurut PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana dan 

M. Roem Rachman selaku Direktur PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana, 

penundaan lelang tersebut dikarenakan ada hal-hal yang belum lengkap, 

sehingga lelang ditunda menjadi tanggal 8 April 2005. PT. Konrat Marbella 

yang saat itu telah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang tentunya 

sangat keberatan dengan adanya penundaan ini, tetapi PT. Konrat Marbella 

tetap mengikuti lelang tersebut dan tetap hadir pada pelaksanaan lelang 

tanggal 8 April 2005. Ternyata pada tanggal 8 April 2005, lelang ditunda lagi 

Analisis tentang..., Shinta Tri Lestari, FH UI, 2012.



53 
 

Universitas Indonesia 

 

dengan seribu satu alasan. Hal ini membuat PT. Konrat Marbella curiga, 

sehingga PT. Konrat Marbela bermaksud mengundurkan diri dan meminta 

uang jaminan penawaran lelangnya dikembalikan. Akan tetapi, PT. Balai 

Lelang Mandiri Prasarana dan M. Roem Rachman dengan bujuk rayunya 

meyakinkan PT. Konrat Marbella dengan memperlihatkan dokumen-dokumen 

secara detail. Dokumen yang diperlihatkan dari M. Roem Rachman yaitu 

berupa surat kuasa tertanggal 29 Maret 2005 dari PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) kepada M. Roem Rachman selaku Direktur PT. Balai Lelang 

Mandiri Prasarana yang memberikan kuasanya untuk melelang aset-aset      

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan 

Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta V, surat pernyataan tertanggal 

13 Mei 2004 yang dibuat oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang 

menyatakan aset tidak dalam sengketa dan bertanggung jawab penuh atas 

pelelangan tersebut baik secara perdata maupun pidana dan surat dari Kantor 

Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta V tentang 

pengunduran lelang menjadi tanggal 18 April 2005.  

Tanpa curiga dan dengan dasar kepercayaan, PT. Konrat Marbella 

kembali mengikuti lelang tanggal 18 April 2005, tetapi ternyata mundur lagi 

untuk waktu yang tidak ditentukan. Tentu saja PT. Konrat Marbella keberatan 

dan meminta pengembalian uang jaminan penawaran lelangnya sebesar       

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut dan meminta pertanggung-

jawaban dari para penyelenggara lelang tersebut. Berdasarkan surat dari      

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada PT. Balai Lelang Mandiri 

Prasarana tertanggal 27 Juni 2005 terungkap fakta bahwa pelaksanaan lelang 

dibatalkan karena persyaratan lelang yaitu Surat Keterangan Pendaftaran 

Tanah (SKPT) belum diterbitkan. Tentunya hal ini sangat merugikan            

PT. Konrat Marbella, sebab bagaimana mungkin tanah yang surat-suratnya 

belum lengkap tetapi sudah meminta pelaksanaan lelang, bahkan uang 

jaminan sebagai syarat peserta lelang diizinkan PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) untuk disetor ke rekening PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana dan 

M. Roem Rachman.  
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Akibat dari semua itu, PT. Konrat Marbella kemudian melaporkan    

M. Roem Rachman ke Polda Metro Jaya sebagai perbuatan penipuan dan 

penggelapan dan atas laporan ini M. Roem Rachman telah dihukum. Selama 

M. Roem Rachman diproses di Kepolisian sampai ke Pengadilan, PT. Konrat 

Marbella juga telah meminta pertanggungjawaban dari PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero). Dalam pertemuan yang berlangsung berkali-kali (gentle 

agreement) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) berjanji bahwa pihaknya 

menyatakan ikut membantu menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan 

memberikan kredit kepada M. Roem Rachman asalkan M. Roem Rachman 

menyerahkan asetnya sebagai jaminan pemberian kredit tersebut. Dikarenakan 

aset-aset M. Roem Rachman diatasnamakan  Nani Taifur selaku istri M. Roem 

Rachman, maka pada tanggal 13 Oktober 2005 di hadapan Fransiscus 

Xaverius Arsin, SH, Notaris di Jakarta, Nani Taifur dengan persetujuan        

M. Roem Rachman menandatangani surat pengakuan hutang nomor 8 sebesar 

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan cara pembayaran : 

1. Setiap tanggal 15 mulai bulan November 2005, M. Roem Rachman dan 

Nani Taifur akan membayar secara angsuran kepada PT. Konrat Marbella 

sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) selama 23 (dua 

puluh tiga) bulan; 

2. Pada bulan ke 24 akan dibayar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta 

rupiah); 

3. Jumlah kewajiban M. Roem Rachman dan Nani Taifur adalah sebesar   

Rp. 2.045.000.000,- (dua milyar empat puluh lima juta rupiah) sudah 

termasuk provisi dan biaya notaris yang PT. Konrat Marbella dahulukan; 

4. PT. Konrat Marbella berhak menagih kepada M. Roem Rachman dan  

Nani Taifur dengan seketika dan sekaligus jika M. Roem Rachman dan 

Nani Taifur tidak menepati janjinya berturut-turut ataupun tidak berturut-

turut dua kali gagal di bayar; 

5. Sebagai jaminan atas pengakuan hutang tersebut adalah : 

a. SHM No. 2818 seluas 251 m
2
 yang terletak di Jl. AP. Pattirani III, 

Makasar Sulawesi Selatan atas nama Nani Taifur. 
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b. SHM No. 3720 seluas 210 m
2
 yang terletak di Jl. Kasuari III No. 178 

Jati Waringin, Pondok Gede, Bekasi Jawa Barat atas nama             

Nani Taifur. 

Kenyataannya sampai gugatan diajukan, M. Roem Rachman dan   

Nani Taifur baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 44.000.000,- (empat 

puluh empat juta rupiah) dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) baru 

memberikan kredit kepada M. Roem Rachman sebesar Rp. 400.000.000,- 

(empat ratus juta rupiah) dengan mengambil over jaminan dari SHM No. 2818 

senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Jika dihitung secara 

keseluruhan pembayaran yang baru diterima PT. Konrat Marbella dari          

M. Roem Rachman dan Nani Taifur sebesar Rp. 407.966.775 (empat ratus 

tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima 

rupiah), sehingga PT. Konrat Marbella masih mempunyai hak tuntutan sebesar                        

Rp. 1.637.033.225 (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh tiga 

ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Kewajiban M. Roem Rachman dan 

Nani Taifur sampai gugatan diajukan juga belum dilaksanakan sebagaimana 

mestinya dan PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana, M. Roem Rachman,     

Nani Taifur serta PT. Bank Tabungan Negara (Persero) hanya memberikan 

janji-janji tapi tidak ada realisasinya dan oleh karenanya timbullah gugatan 

ini. 
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PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) 

PT. Balai Lelang 

Mandiri Prasarana 

13 Maret 2005 

    

21 Maret 2005 

Pelaksanaan 

lelang ditunda 

8 April 2005 

Pelaksanaan 

lelang ditunda 

18 April 2005 

Pelaksanaan 

lelang batal 

16 & 17 Maret 2005 

PT. Konrat Marbella 

menyetorkan uang 

jaminan penawaran 

lelang 

27 Juni 2005 

Surat dari PT. Bank 

Tabungan Negara 

(Persero) kepada PT. 

Balai Lelang Mandiri 

menyatakan Surat 

Keterangan Pendaftaran 

Tanah (SKPT) belum 

diterbitkan 

Agustus 2005 

M. Roem Rachman 

dilaporkan ke polisi atas 

dugaan penggelapan karena 

tidak mengembalikan uang 

jaminan penawaran lelang 

13 Oktober 2005 

Penandatanganan Akta 

pengakuan hutang nomor 8 

di hadapan notaris di Jkt 

13 Desember 2005 

M. Roem Rachman 

divonis 10 bulan 

penjara oleh PN Jakpus 

1 Mei 2007 

PT. Konrat Marbella 

mengajukan gugatan 

lagi secara perdata 

21 Februari 2008 

PN Jakpus 

mengabulkan gugatan 

PT. Konrat Marbella 

03 Maret 2008 

M. Roem Rachman 

mengajukan banding 

 

22 Januari 2009 

PT. DKI membatalkan 

putusan PN Jakpus dan 

menerima permohonan 

banding M. Roem 

Rachman 

27 Maret 2009 

PT. Konrat Marbella 

mengajukan 

permohonan kasasi 

26 April 2010 

MA mengabulkan 

permohonan kasasi PT. 

Konrat Marbella 

10 Mei 2006 

PT. Konrat Marbella 

mengajukan gugatan 

PMH 

21 September 2006 

Gugatan dicabut 

karena ada 

perdamaian 

Alur Proses Penyelesaian Sengketa Lelang antara PT. Konrat Marbella 

dengan PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana 
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2.3.2 Para Pihak yang Berperkara 

Para pihak yang berperkara dalam kasus ini yaitu; 

1. PT. Konrat Marbella, Beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 126 

Jakarta Pusat, dalam hal memberikan kuasa kepada H. Syahrizal EFF 

Damanik, SH, MH., Gusti MS., SH., M.Kn., Irfan Mozad SH, MH. Para 

Advokat dari kantor hukum Rizal Damanik, SH, MH & Rekan, beralamat 

dijalan K.H Hasyim Ashari Komplek Roxy Mas Blok E1 Nomor 30 

Jakarta, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2007, sebagai 

Penggugat. 

2. PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana, alamat dahulu Cik’s Building lt. 1 

Jalan Cikini Raya Nomor 84/86 Jakarta Pusat, sekarang beralamat 

dikomplek ruko Atrium Blok B Nomor 1 Senen Jakarta Pusat, sebagai 

Tergugat I. 

3. M. Roem Rachman, beralamat Jalan Kasuari III/178 RT. 007/012 

Kelurahan Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi 

Jawa Barat, sebagai Tergugat II. 

4. Nani Taifur, beralamat Jalan Kasuari III/178 RT. 007/012 Kelurahan Jati 

Waringin, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, 

sebagai Tergugat III. 

5. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Alamat Jalan Gajah Mada Nomor 1 

Jakarta Pusat, sebagai Tergugat IV. 

6. Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI cq. Direktur Jenderal Piutang dan 

Lelang Negara Kanwil III Cq. Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan 

Lelang Negara Jakarta V, Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta Pusat, sebagai 

Turut Tergugat. 

 

2.3.3 Gugatan 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mengajukan 

gugatan antara lain sebagai berikut: 

1. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 

2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara 

tanggung renteng untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar           

Analisis tentang..., Shinta Tri Lestari, FH UI, 2012.



58 
 

Universitas Indonesia 

 

Rp. 1.637.033.225,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga 

puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), berikut bunga 5% 

perbulan terhitung dari sejak gugatan ini diajukan sampai dibayar lunas; 

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang 

diletakkan dalam perkara ini atas harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, 

Tergugat III dan Tergugat IV yang diajukan dalam permohonan tersendiri; 

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat, II, Tergugat III dan Tergugat IV secara 

tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat atas biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan oleh Penggugat untuk penagihan, operasional, biaya 

pengacara dan biaya-biaya dalam mengajukan gugatan ini; 

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tegugat IV secara 

tanggung renteng dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar                 

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari atas keterlambatannya 

melaksanakan isi putusan ini; 

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini; 

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada 

banding, kasasi dan verzet (Uit Voorbaar Bij Vooraad); 

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul 

dalam perkara ini. 

 

2.3.4 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

2.3.4.1 Pertimbangan Hukum 

Esensi pokok gugatan Penggugat ialah bahwa para Tergugat 

telah melakukan perbuatan melawan hukum. 

Tergugat I 

Menurut versi Penggugat, Tergugat I bertanggung jawab atas 

batalnya pelaksanaan lelang yaitu karena melakukan penundaan 

pelaksanaan lelang sebanyak 3 kali diakibatkan persyaratan lelang 

yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas aset yang akan 

di lelang belum diterbitkan dan pada akhirnya terjadilah pembatalan 

sebelum pelaksanaan lelang. Sementara itu, Tergugat I sudah 
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menerima setoran uang jaminan penawaran lelang Penggugat sebesar 

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Tergugat I, pada saat 

terjadinya pembatalan sebelum pelaksanaan lelang tidak segera 

mengembalikan uang jaminan penawaran lelang milik Penggugat, 

sehingga Penggugat menganggap bahwa perbuatan Tergugat I 

merupakan perbuatan melawan hukum. Selain itu, ada kecurigaan 

Penggugat bahwa perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan 

terencana dan terakumulasi sedemikian rupa dengan Tergugat lainnya.  

Tergugat I harus bertanggung jawab atas pengembalian sisa uang 

jaminan penawaran lelang Penggugat yaitu sebesar                           

Rp. 1.637.033.335,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga 

puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) secara tanggung 

renteng dengan Tergugat II, III dan Tergugat IV secara tunai. 

Sedangkan menurut versi Tergugat I, posisi Tergugat I hanya 

bertindak selaku badan hukum (institusi) penyelenggara lelang atas 

objek milik Tergugat IV yang pelaksanaan lelangnya berkoordinasi 

dengan Turut Tergugat. Sedangkan pihak pelaksana yang sangat 

bertanggung jawab secara personal terhadap operasional dan 

administrasi sesuai anggaran dasar adalah Tergugat II dan Tergugat III 

yang berkapasitas sebagai Direktur dan Komisaris pada pelaksanaan 

lelang saat itu.  

Dalam rangka prosedur pelaksanaan jenis lelang sukarela (non 

eksekusi) oleh Tergugat I selaku penyelenggara yang berkoordinasi 

dengan Tergugat IV serta Turut Tergugat selaku pejabat yang 

mengesahkan penjualan lelang, sebagai salah satu syarat sahnya 

pelaksanaan lelang tersebut harus mengadakan pengumuman lelang di 

media masa dan tentang tempat rekening penampungan pembayaran 

uang jaminan penawaran lelang dapat dilakukan sesuai kesepakatan 

yang dipilih antara Tergugat IV selaku pemilik barang yang akan 

dilelang dengan Tergugat I selaku penyelenggara lelang dan dalam 

perkara ini tidak ada sedikit pun indikasi Tergugat I selaku institusi / 
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badan hukum ingin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan 

aturan yang ada. 

Bahwa tanggung jawab kepada Tergugat I mengenai pengembalian 

sisa uang jaminan penawaran lelang Penggugat yang sebesar            

Rp. 1.637.033.335,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga 

puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) tidak relevan dan 

tidak beralasan karena perbuatan melawan hukum tersebut jelas-jelas 

dilakukan oleh Tergugat II dalam jabatannya selaku Direktur dari 

Tergugat I. Pada tanggal 24 Januari 2006 melalui harian Bisnis 

Indonesia Tergugat II selaku Direksi dari Tergugat I telah menerbitkan 

pengumuman yang pada pokoknya berisikan “rencana pengalihan 

seluruh saham perseroan kepada pihak lain dan apabila ada pihak yang 

keberatan agar menghubungi pengurus perseroan dalam jangka waktu 

7 hari sejak pengumuman dikeluarkan”. Berdasarkan akta nomor 7 

tanggal 6 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Hestyani Hassan, SH., 

M.Kn sebagai Notaris di Jakarta tentang Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana (Tergugat I) 

jelas dinyatakan kepemilikan saham Tergugat II dan Tergugat III pada 

Tergugat I telah dialihkan kepada pemilik yang baru dengan susunan 

pengurus perseroan antara lain: 

Komisaris utama : Khairul Anhar 

Komisaris   : Asweti 

Direktur Utama : Efri Jhonly 

Direktur  : Syamsu, SH 

Direktur  : Relita Handayani 

Selanjutnya berdasarkan akta nomor 7 tanggal 06 Februari 2006 

yang dibuat dihadapan Hestyani Hassan, SH., Mkn sebagai Notaris di 

Jakarta tentang Pernyataan Pemegang Saham Tergugat I tegas 

dinyatakan pada halaman 4 butir 1 dan 6 “Bahwa seluruh piutang yang 

telah ada sebelum dilaksanakannya jual beli saham dengan para 

pembeli saham sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pemegang 

saham lama dan bilamana dikemudian hari terdapat gugatan di depan 
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Pengadilan atas tanggung jawab perseroan dalam menjalankan 

fungsinya sebagai Balai Lelang sebelum terjadinya jual beli saham 

tetap menjadi tanggung jawab para pemegang saham lama”. Dalam hal 

ini notabene jelas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat II 

dan Tergugat III yang menjadi pengurus perseroan pada waktu kasus 

dimaksud terjadi. 

 

 Tergugat II dan III 

Menurut versi Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III berturut-

turut merupakan Direktur dan Komisaris dari Tergugat I. Tergugat II 

menerima kuasa dari Tergugat IV untuk melelang aset miliknya 

berdasarkan surat kuasa Tergugat IV tanggal 29 Maret 2005, sehingga 

Tergugat II ikut bertanggung jawab atas penyelenggaraan lelang 

tersebut. Pada saat batalnya pelaksanaan lelang, Tergugat II tidak 

seketika mengembalikan uang jaminan penawaran lelang Penggugat, 

sehingga Penggugat merasa dirugikan. Atas perbuatan tersebut, 

Penggugat melaporkan Tergugat II ke Polda Metro Jaya sebagai 

perbuatan penipuan dan penggelapan dan atas laporan ini Tergugat II 

telah diproses ke Pengadilan dan terbukti telah melakukan perbuatan 

penggelapan yang melanggar Pasal 372 KUHP serta atas perbuatannya 

ini Tergugat II telah dihukum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat Nomor : 1919/Pid.B/2005/PN.JKT.PST dengan dijatuhi 

hukuman penjara selama 10 bulan. Selama proses pidana berlangsung, 

Penggugat terus meminta pertanggung jawaban dari Tergugat IV dan 

Turut Tergugat dan kemudian Tergugat IV menyatakan dalam 

pertemuan yang berlangsung berkali-kali berjanji (gentle agreement) 

menyatakan ikut bertanggung jawab asalkan seluruh aset-aset Tergugat 

I dan II diserahkan terlebih dahulu kepada Penggugat. Kemudian 

karena aset-aset Tergugat II diatasnamakan Tergugat III selaku istri 

Tergugat II, maka pada tanggal 13 Oktober 2005 dihadapan Notaris di 

Jakarta, Tergugat III dengan persetujuan Tergugat II menandatangani 

surat pengakuan hutang nomor 8 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua 
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milyar rupiah) dengan cara pembayaran : Setiap tanggal 15 mulai 

bulan November 2005 Tergugat II dan III akan membayar secara 

angsuran kepada Penggugat sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh 

empat juta rupiah) selama 23 (dua puluh tiga) bulan. Pada bulan ke-24 

akan dibayar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), 

sehingga jumlah kewajiban Tergugat II dan Tergugat III adalah 

sebesar Rp. 2.045.000.000,- ( dua milyar empat puluh lima juta rupiah) 

sudah termasuk provisi dan biaya Notaris yang Penggugat dahulukan. 

Sebagai jaminan atas pengakuan hutang tersebut adalah SHM No. 

2818 dan SHM No. 3720 atas nama Tergugat III. 

Sampai gugatan perdata diajukan, Tergugat II dan III baru 

melakukan pembayaran sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat 

juta rupiah) dan Tergugat IV baru memberikan kredit kepada tergugat 

II sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan 

mengambil over jaminan SHM No. 2818 senilai Rp. 400.000.000,- 

(empat ratus juta rupiah) dan dihitung secara keseluruhan pembayaran 

yang baru diterima Penggugat dari Tergugat II dan III sebesar          

Rp. 407.966.775 (empat ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh 

enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga Penggugat 

masih mempunyai hak tuntutan sebesar Rp. 1.637.033.225,- (satu 

milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu dua ratus 

dua puluh lima rupiah). Kewajiban Tergugat II dan III untuk melunasi 

sisa pengembalian belum juga dilaksanakan sebagaimana mestinya dan 

hanya janji-janji yang tidak ada realisasinya. Sesuai dengan akta 

pengakuan hutang, adanya keterlambatan dua kali berturut-turut 

ataupun tidak berturut-turut telah memberikan hak kepada Penggugat 

menagih seketika dan sekaligus, namun pada kenyataannya 

pembayaran yang dilakukan sangat tidak sesuai. 

Menurut versi Tergugat II dan III, perlu dijelaskan pada tahun 

2004 pernah diadakan lelang atas aset yang sama dengan uang jaminan 

penawaran lelang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang 

diajukan oleh Penggugat, namun karena tidak mencapai limit, maka 
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uang jaminan tersebut dikembalikan kepada Penggugat pada tanggal 

18 November 2004 melalui rekening Penggugat pada Bank Mandiri, 

barulah kemudian diadakan lelang lagi dan tidak jadi dilaksanakan 

karena belum adanya perpanjangan SKPT dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bandung. Berdasarkan lelang sebelumnya tersebut, uang 

jaminannya dikembalikan kepada Penggugat, maka sebenarnya 

Tergugat II punya itikad baik dan tidak pernah berniat untuk 

melakukan penipuan dan penggelapan. Akan tetapi, bukti 

pengembalian uang jaminan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) pada waktu persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat tidak diajukan oleh Tergugat II karena bukti tersebut belum 

diketemukan sebab terselip dalam berkas-berkas Tergugat II.  

Kewajiban Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar 

pengembalian uang jaminan penawaran lelang kepada Penggugat 

sudah dipenuhi untuk beberapa bagian yaitu dengan telah membayar 

kepada Penggugat sejumlah Rp. 407.966.775,- (empat ratus tujuh juta 

sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima 

rupiah). Dengan demikian, perbuatan Tergugat II dan Tergugat III 

jelas bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang 

didalilkan oleh Penggugat, melainkan wanprestasi.  

Selain itu, sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat haruslah 

ditolak, karena tidak jelas barang-barang Tergugat II dan Tergugat III 

yang mana akan disita. Apalagi sita tersebut berkaitan dengan 

perbuatan melawan hukum yang katanya dilakukan oleh Tergugat II 

dan Tergugat III, padahal Tergugat II dan Tergugat III sudah 

membayar sebagian dari kewajibannya yang diakui sendiri oleh 

Penggugat. 

   

 Tergugat IV 

Menurut versi Penggugat, Tergugat IV merupakan penjual dan 

dalam pelelangan ini yang memberikan kuasanya kepada Tergugat II 

selaku Direktur Tergugat I untuk melelang aset-aset Tergugat IV 
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melalui Turut Tergugat berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Maret 

2005. Tergugat IV juga membuat surat pernyataan tertanggal 13 Mei 

2004 yang menyatakan aset atau objek lelang tidak dalam sengketa dan 

bertanggung jawab penuh atas pelelangan tersebut baik secara perdata 

maupun pidana. Hal ini menegaskan bahwa Tergugat IV ikut 

bertanggung jawab atas pembatalan pelaksanaan lelang yang 

terungkap dari surat Tergugat IV kepada Tergugat I tertanggal 27 Juni 

2005 yang dengan tegas menyatakan pelaksanaan lelang dibatalkan 

karena persyaratan lelang yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 

(SKPT) belum diterbitkan dan Tergugat IV secara tanggung renteng 

bersama Tergugat I, II dan III bertanggung jawab terhadap 

pengembalian uang jaminan penawaran lelang Penggugat. 

Bahwa Tergugat IV harus ikut bertanggung jawab terhadap sisa 

pengembalian uang jaminan penawaran lelang Penggugat yang sebesar 

Rp. 1.637.033.225,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga 

puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), sebab jaminan 

Tergugat II dan Tergugat III yang tersisa sebagaimana SHM No. 3720 

atas nama Tergugat III sesuai dengan Laporan Penilaian Aktiva yang 

dilakukan oleh PT. Bonsal A&E tanggal 7 September 2005 adalah 

sebesar Rp. 686.450.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta empat 

ratus lima puluh ribu rupiah). Jika jaminan tersebut di jual, Penggugat 

masih dirugikan sebesar Rp. 950.583.225,- (Sembilan ratus lima puluh 

juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima 

rupiah). Untuk menjamin pelunasan atas pengembalian uang jaminan 

penawaran lelang milik Penggugat, agar diletakkan sita jaminan atas 

harta kekayaan Tergugat IV yang diajukan dalam permohonan 

tersendiri. 

Menurut Tergugat IV, bahwa proses lelang yang dilakukan oleh 

Tergugat I dan Tergugat II adalah sudah menjadi tugas Tergugat I 

karena merupakan Kantor / Badan lelang yang secara sah berdiri dan 

bertugas, sehingga ditunjuk untuk membantu dalam melelang aset 

Tergugat IV. Penyetoran uang muka untuk mengikuti lelang kepada 
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Tergugat I adalah memang sudah sesuai dengan prosedur pelelangan 

dan uang jaminan penawaran lelang tidak sedikit pun diterima oleh 

Tergugat IV, sehingga hal tersebut bukan tanggung jawab dari 

Tergugat IV. Dalam proses lelang yang pada kenyataannya tertunda 

atau mundur, hal ini merupakan wewenang Tergugat I apabila terdapat 

syarat-syarat yang belum lengkap dalam proses lelang seperti surat-

surat dan bukan menjadi penghalang proses lelang karena dapat 

dilakukan secara bersamaan, seperti Surat Keterangan Pendaftaran 

Tanah (SKPT) yang belum diterbitkan. Dengan demikian, Tergugat IV 

menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat IV ikut 

bertanggung jawab atas kerugian akibat tindakan yang dilakukan 

Tergugat I dan Tergugat II karena perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada hubungannya 

dengan Tergugat IV. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, proses lelang batal bukan 

disebabkan kesalahan atau kelalaian Tergugat IV, sehingga tuntutan 

pengembalian uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan 

kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak serta merta 

menjadi tanggung jawab Tergugat IV karena dalam hal ini tidak sedikit 

pun Tergugat IV menikmati dan menerima uang jaminan tersebut. 

Segala perbuatan Tergugat I, II dan III tidak menjadi tanggung 

renteng dengan Tergugat IV karena Tergugat IV tidak berhubungan 

langsung dengan perbuatan hukum Tergugat I, II dan III justru 

Tergugat IV dengan itikad baiknya membantu menyelesaikan dengan 

mengingatkan ke Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. 

Tuntutan Penggugat dalam meletakkan sita jaminan terhadap 

kekayaan Tergugat IV merupakan hal yang tidak dapat dilaksanakan 

karena diajukan tidak secara rinci karena permohonan sita akan 

dinyatakan sah jika surat gugatan dirinci secara jelas dan terperinci 

dengan menyebut ciri-cirinya sesuai pasal 226 / 227 HIR jo SE No. 

89/K/1018/M/1962 tertanggal 25 April 1962 serta hal di atas bukan 

kesalahan dan bukan perbuatan Tergugat IV. Oleh karena itu, aset 
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Tergugat IV tidak dapat diletakkan sita jaminan karena Tergugat IV 

adalah perusahaan Bank Persero milik negara yang dilindungi 

berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku di Negara 

RI. 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim 

mempertimbangkan terlebih dahulu pengertian dan unsur-unsur 

perbuatan melawan hukum dalam perbuatan hukum perdata sebelum 

menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. 

Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang 

tidak sesuai dan/atau berlawanan dengan hukum yang berlaku baik 

bersifat hukum positif (Perundang-undangan) atau berlawanan dengan 

norma-norma, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang dibatasi 

dengan asas-asas kepantasan dan kepatutan. Perbuatan melawan 

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata berkaitan 

dengan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang 

berlaku, adanya kerugian yang timbul, adanya kesalahan atau kelalaian 

dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan, kesalahan atau 

kelalaian dengan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. 

Terhadap kasus tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim 

memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa telah ada kuasa dari Tergugat IV kepada Tergugat I melalui 

Tergugat II untuk melaksanakan lelang benda tidak bergerak milik 

Tergugat IV dan Penggugat telah menyetor dana sebesar             

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Tergugat II 

sebagai uang jaminan penawaran lelang atas nama Penggugat 

tersebut. 

2. Lelang tidak jadi dilaksanakan dan Penggugat menarik diri selaku 

peserta lelang dan mohon uang jaminan tersebut dikembalikan oleh 

Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. 

3. Tergugat IV sebagai pemilik objek yang akan dilelang tersebut 

seharusnya sesuai dengan Surat Edaran Direksi melakukan 
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persiapan-persiapan pelelangan termasuk melengkapi dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan objek yang akan di lelang, 

sehingga pelaksanaan lelang berjalan lancar. 

4. Ternyata Tergugat IV tidak melakukan hal tersebut, sehingga 

pelaksanaan lelang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tidak 

terlaksana. 

5. Tergugat II dan Tergugat III adalah pemegang saham Tergugat I 

sebelumnya dan meskipun kepemilikan saham telah beralih akan 

tetapi pertanggungjawaban terhadap tindakan perusahaan tidak 

dapat dilepaskan begitu saja oleh Tergugat I. 

Berdasarkan dengan pertimbangan hukum di atas, ternyata telah 

terjadi perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat sebagaimana 

dalil gugatan Penggugat.  

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan seberapa besar 

uang jaminan milik Penggugat (kerugian) yang belum dikembalikan 

oleh para Tergugat kepada Penggugat: 

1. Tergugat II dan Tergugat III pernah melakukan pembayaran 

kepada Penggugat sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat 

juta rupiah). 

2. Tergugat II dan Tergugat III telah pula menyerahkan sebagai 

jaminan kepada Tergugat IV yang dijadikan jaminan pembayaran 

sisa uang jaminan penawaran lelang Penggugat yaitu berupa: 

bangunan rumah tinggal serta prasarana lainnya di 2 (dua) lokasi 

masing-masing berupa sebidang tanah seluas 251 m
2
 SHM 2818 

yang berada di Jl. AP. Pattirani III Ujung Pandang Sulawesi 

Selatan dan tanah seluas 210 m
2
 SHM 3720 yang berada di Jl. 

Kasuari III Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi. Keseluruhannya 

senilai Rp. 1.417.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh belas 

juta rupiah). 

3. Tergugat IV telah pula melakukan pemberian kredit kepada 

Tergugat II dengan jaminan tanah milik Tergugat II dan Tergugat 

III yang ada pada Penggugat yaitu berupa sebidang tanah SHM 
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2818 untuk pembayaran cicilan utang Tergugat II kepada 

Penggugat senilai Rp. 363.966.775,- (tiga ratus enam puluh tiga 

juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh 

lima rupiah). 

4. Terbukti bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan 

pengembalian uang milik Penggugat tersebut sebesar                  

Rp. 363.966.775,- (tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus 

enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan  

Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), sehingga total 

pengembalian uang jaminan penawaran lelang milik Penggugat 

sebesar Rp. 407.966.775,- (empat ratus tujuh juta sembilan ratus 

enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). 

5. Jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Tergugat II 

dan Tergugat III kepada Penggugat yaitu Rp. 990.966.000,- 

(Sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh 

enam ribu rupiah). Nilai tersebut dihitung dari jumlah uang 

jaminan penawaran lelang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar 

rupiah) dikurangi Rp. 1.009.034.000,- (satu milyar sembilan juta 

tiga puluh empat ribu rupiah). 

  

2.3.4.2 Putusan 

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, maka 

Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 

2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah melakukan 

perbuatan melawan hukum; 

3. Menyatakan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara bersama-

sama dan tanggung renteng mengembalikan uang Penggugat sebesar 

Rp. 990.966.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta 

sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah); 

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV 

untuk membayar bunga sebesar 5% dari jumlah pengembalian uang 
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Penggugat untuk setiap bulan keterlambatannya terhitung sejak 

putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap; 

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan 

ini; 

6. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara ini sebesar 

Rp. 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah). 

 

2.3.5 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 

2.3.5.1 Pertimbangan Hukum 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menyatakan 

pertimbangan hukumnya sebagai berikut : 

1. Permohonan banding dari Pembanding I (Tergugat II), 

Pembanding II (Tergugat III), Pembanding III (Tergugat I) dan 

Pembanding IV (Tergugat IV) terhadap putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat Nomor : 166/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 21 

Februari 2008 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut 

cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-

Undang. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara 

formal dapat diterima. 

2. Pembanding I (Tergugat II), Pembanding II (Tergugat III), 

Pembanding III (Tergugat I) dan Pembanding IV (Tergugat IV) 

masing-masing dalam memori bandingnya menyatakan 

berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Nomor : 166/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2008 

tersebut baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar 

putusannya. 

3. Terbanding (Penggugat) melalui Kontra Memori Bandingnya 

menyatakan menerima seluruh pertimbangan hukum dan Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 

166/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2008, tapi dengan 

permintaan agar Majelis Hakim Tingkat Banding dalam 

putusannya mempertegas tentang jaminan yang disebut dalam akta 
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perdamaian dan akta pengakuan hutang yang sampai dengan 

sekarang belum direalisasikan sebagaimana mestinya / objek 

jaminan tersebut sampai dengan sekarang belum diserahkan secara 

baik-baik oleh Pembanding I (Tergugat II) dan Pembanding II 

(Tergugat III) kepada Terbanding (Penggugat). 

4. Bahwa gugatan dalam perkara ini didasarkan atas perbuatan 

melawan hukum dan wanprestasi. Perbuatan melawan hukum 

ditujukan terhadap Pembanding I (Tergugat II), Pembanding II 

(Tergugat III), Pembanding III (Tergugat I) dan Pembanding IV 

(Tergugat IV) karena lelang aset milik Pembanding IV (Tergugat 

IV) gagal dilaksanakan. 

5. Atas dasar alasan gagal melaksanakan lelang, Terbanding  

(Penggugat) dalam petitum gugatan menuntut agar Pembanding I  

(Tergugat II), Pembanding II (Tergugat III), Pembanding III 

(Tergugat I) dan Pembanding IV (Tergugat IV) dinyatakan telah 

melakukan perbuatan melawan hukum. 

6. Terbanding (Penggugat) tidak menjelaskan dalam posita 

gugatannya mengapa Pembanding I (Tergugat II) dan Pembanding 

II (Tergugat III) masing-masing secara pribadi dituntut melakukan 

perbuatan melawan hukum. Padahal dalam posita gugatan 

menyebutkan, Pembanding I (Tergugat II) melaksanakan lelang 

aset milik Pembanding IV (Tergugat IV) bukan dalam statusnya 

sebagai pribadi, melainkan selaku Direktur dari Pembanding III 

(Tergugat I) yang memperoleh kuasa dari Pembanding IV  

(Tergugat IV) dan berdasarkan atas pemberian kuasa tersebut 

Pembanding I (Tergugat II) bertindak untuk dan atas nama 

Pembanding III  (Tergugat I). 

7. Pembanding III (Tergugat I) dan Pembanding IV (Tergugat IV) 

masing-masing membenarkan adanya pemberian kuasa seperti 

tersebut di atas dan juga menyatakan pemberian kuasa seperti 

demikian itu telah sesuai dengan Anggaran Dasar dari Perseroan 

Terbatas tersebut. 
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8. Berdasarkan pemberian kuasa tersebut di atas Majelis Hakim 

tingkat banding berpendapat, secara hukum Pembanding I  

(Tergugat II) dalam melaksanakan lelang aset Pembanding IV 

(Tergugat IV), bertindak untuk dan atas nama Pembanding III 

(Tergugat I) bukan untuk dirinya sendiri (pemberian kuasa ini 

sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas). 

9. Fakta yang dikemukakan dalam pertimbangan tersebut di atas 

membuktikan bahwa tuntutan Terbanding (Penggugat) dalam 

petitum gugatan tidak sesuai dengan hal-hal yang diuraikan dalam 

posita gugatan, Terbanding (Penggugat) menggugat Pembanding I 

(Tergugat II) sebagai diri pribadi yang telah melakukan perbuatan 

melawan hukum. Akan tetapi, posita gugatan menyebutkan 

Pembanding I (Tergugat II) melakukan lelang aset Pembanding IV 

(Tergugat IV) adalah dalam kapasitasnya sebagai Direktur 

Pembanding III (Tergugat I) atas dasar pemberian kuasa dari 

Pembanding IV (Tergugat IV) untuk bertindak untuk dan atas 

nama Pembanding III (Tergugat I). 

10. Dalam posita gugatan, Terbanding (Penggugat) tidak menyebutkan 

kapasitas Pembanding II (Tergugat III) dan juga tidak menguraikan 

perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Pembanding II (Tergugat 

III) tapi dalam petitum Pembanding II (Tergugat III) juga dituntut 

telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selain perbuatan 

melawan hukum, dasar tuntutan Terbanding (Penggugat) dalam 

perkara ini adalah wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding I 

(Tergugat II) dan Pembanding II (Tergugat III) karena telah tidak 

memenuhi seluruh isi dari 2 (dua) akta Notaris yaitu akta 

perdamaian dan akta pengakuan hutang. 

11. Berdasarkan atas akta-akta Notaris tersebut di atas yang berjanji 

akan mengembalikan uang jaminan penawaran lelang milik 

Terbanding (Penggugat) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar 
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rupiah) yang sebelumnya telah disetorkan oleh Terbanding 

(Penggugat) ke rekening atas nama Pembanding III (Tergugat I), 

tapi yang dituntut untuk memenuhi isi akta Notaris tersebut di atas 

dalam petitum gugatan tidak hanya Pembanding II (Tergugat III), 

melainkan juga Pembanding III (Tergugat I), Pembanding I 

(Tergugat II) dan Pembanding IV (Tergugat IV). 

12. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis 

Hakim tingkat Banding berpendapat, tuntutan Terbanding 

(Penggugat) dalam perkara ini tidak berdasar posita yang jelas atau 

kabur. Antara posita dan petitum tidak saling mendukung termasuk 

subjek hukumnya. Terbanding (Penggugat) juga telah mencampur 

adukkan gugatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi 

dalam perkara ini. 

13. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Terbanding 

(Penggugat) seperti tersebut di atas telah tidak mematuhi 

persyaratan yang ditetapkan oleh Hukum Acara Perdata untuk 

suatu gugatan yang baik agar mudah dipahami oleh pihak lawan 

untuk keperluan pembelaan. Akan tetapi, Majelis Hakim tingkat 

pertama tetap memeriksa materi pokok gugatan tersebut dan telah 

mempertimbangkannya secara salah / keliru dalam Putusan 

Nomor: 166/PDT.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 21 Februari 2008. 

Oleh karena itu, pertimbangan tersebut tidak dapat dipertahankan. 

14. Demi tegaknya tertib beracara di persidangan Pengadilan, Majelis 

Hakim tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat Nomor : 166/PDT.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 21 

Februari 2008 dan mengadili sendiri perkara ini tanpa memasuki 

pokok perkara dengan menyatakan, gugatan Terbanding 

(Penggugat) tidak dapat diterima atas dasar hal-hal yang telah 

dipertimbangkan tersebut di atas. 

15. Bahwa karena gugatan Terbanding (Penggugat) dinyatakan tidak 

dapat diterima, maka menurut hukum Terbanding (Penggugat) 

berada pada pihak yang kalah. Oleh karena itu, Terbanding 
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(Penggugat) harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini 

dalam kedua tingkat peradilan. 

 

2.3.5.2 Putusan 

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah disebutkan di 

atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan 

putusannya sebagai berikut : 

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I (Tergugat II), 

Pembanding II (Tergugat III), Pembanding III (Tergugat I) dan 

Pembanding IV (Tergugat IV); 

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 

166/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 21 Februari 2008 yang 

dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding; 

3. Menyatakan gugatan Terbanding (Penggugat) tidak dapat diterima; 

4. Menghukum Terbanding (Penggugat) untuk membayar ongkos 

perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat 

banding sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). 

 

2.3.6 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

2.3.6.1 Pertimbangan Hukum 

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung 

Republik Indonesia, sebagai berikut : 

1. Terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan Pemohon 

Kasasi, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan 

hukum, karena menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur 

libel) dengan alasan telah mencampuradukkan antara dalil-dalil 

perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. 

2. Pendapat Pengadilan Tinggi adalah terlalu formalitas dan kaku, 

karena perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan 

wanprestasi hanyalah bersifat graduil. 
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3. Asas hukum perdata adalah kewajiban para pihak untuk 

menyampaikan fakta-fakta hukum kepada Hakim, namun yang 

menentukan hukum mengenai fakta-fakta tersebut adalah Hakim. 

4. Tergugat II sebagai Direktur Utama Tergugat I, ikut bertanggung 

jawab atas pelelangan yang tidak terlaksana karena syarat lelang 

tidak terpenuhi. 

5. Penggugat telah terbukti menitipkan uang jaminan penawaran 

lelang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk ikut 

lelang aset Tergugat IV. 

6. Bahwa karena pelaksanaan lelang tertunda beberapa kali karena 

syarat lelang tidak terpenuhi, sehingga Penggugat dirugikan. Atas 

kerugian yang dialami Penggugat, maka Tergugat I, II, III dan IV 

harus ikut bertanggung jawab mengembalikan uang Penggugat. 

7. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa perlu 

mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, menurut pendapat 

Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan 

permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi 

(Penggugat). 

 

2.3.6.2 Putusan 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan, 

sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 

(Penggugat); 

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 

515/Pdt/2008/PT.DKI, tanggal 22 Januari 2009 yang telah 

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 

166/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2008; 

3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV 

telah melakukan perbuatan melawan hukum; 
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5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV 

secara bersama-sama dan tanggung renteng mengembalikan uang 

Penggugat sebesar Rp. 990.966.000,- (sembilan ratus sembilan 

puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah). 

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan 

ini; 

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; 

8. Menghukum para Termohon Kasasi (para Tergugat) untuk 

membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam 

tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu 

rupiah). 

 

2.4 Analisa Hukum 

2.4.1 Perlindungan Hukum Kepada Peserta Lelang Terhadap Uang 

Jaminan Penawaran Lelang Dalam Hal Terjadi Pembatalan 

Sebelum Pelaksanaan Lelang. 

Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum 

dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau 

harga yang semakin menurun dan/atau dengan penawaran harga secara tertulis 

yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.  

Tidak sedikit masyarakat atau perusahaan memilih membeli barang 

melalui lelang. Tentunya hal ini dikarenakan ada kelebihan lelang itu sendiri. 

Sebagai suatu proses penjualan umum, lelang memiliki kelebihan jika 

dibandingkan dengan penjualan biasa. Kelebihan lelang tercermin dalam asas 

lelang yaitu Asas transparansi / publisitas yang diwujudkan dalam 

pelaksanaan pengumuman lelang oleh penjual, selain berfungsi sebagai media 

pemasaran dalam memobilisasikan peminat lelang, juga berfungsi sebagai 

kontrol sosial dari masyarakat agar pelaksanaan lelang dimaksud tidak 

dilakukan dengan sewenang-wenang, sehingga menjamin perlindungan 

hukum bagi para pihak yang berkepentingan termasuk pembeli lelang.  

Asas imparsial juga digunakan dalam lelang yang sering disebut 

dengan asas independen, yang mengharuskan lelang tersebut dipimpin oleh 
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Pejabat Lelang yang tidak memihak (independen). Ini dimaksudkan untuk 

mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses lelang, 

sehingga dapat mencegah kemungkinan para peminat / peserta lelang 

melakukan konspirasi yang dapat merugikan pihak terkait lainnya.  

Lelang juga didasari dengan asas akuntabilitas yang tercermin dari 

adanya pengaturan dalam Undang-Undang mengenai prosedur lelang, 

sehingga pelaksanaan lelang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. 

Asas penting lain yang membedakan lelang dengan jual beli biasa adalah asas 

kompetisi dalam pembentukan harganya yang tercermin pada sistem 

penawaran yang mengakomodir persaingan suatu harga yang diinginkan 

penjual dengan penawaran harga dari seorang atau lebih peserta / peminat 

lelang. Disini perlu ada penegasan bahwa lelang adalah sah meskipun hanya 

dihadiri oleh satu orang peminat karena kompetisi dalam lelang itu sendiri 

tetap terjadi walaupun lelang tersebut dihadiri oleh satu orang peserta yaitu 

kompetisi antara peserta lelang dengan harga yang diinginkan penjual. Dengan 

demikian, dapat ditegaskan bahwa asas kompetisi dalam lelang tidak dilanggar 

(lelang sah) bilamana peserta / peminat lelang hanya satu orang / badan 

hukum, karena meskipun hanya dihadiri oleh satu peserta lelang, kompetisi 

tetap terjadi yaitu kompetisi antara harga yang diinginkan penjual dengan 

penawaran harga dari peserta lelang tersebut.  

Asas efisiensi juga digunakan dalam lelang yang tercermin pada 

prosedur lelang dimana lelang dilakukan pada saat-saat dan tempat tertentu, 

sehingga transaksi dapat segera terjadi. Sementara itu cara pembayarannya 

juga bersifat tunai. Itu sebabnya ada efisiensi waktu dan biaya. Barang dapat 

segera dikonversi menjadi uang.  

Terselenggaranya lelang selain karena ada pihak penjual yaitu orang 

atau badan hukum / usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan atau 

perjanjian yang berwenang untuk menjual barang secara lelang juga ada para 

peserta lelang sebagai calon pembeli barang tersebut. Peserta lelang adalah 

orang atau badan hukum / usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti 

lelang. Selain itu, lelang terselenggara karena adanya Pejabat Lelang yaitu 

orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang 
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khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Keberadaan 

Pejabat Lelang ini merupakan hal wajib bagi suatu sistem lelang dan inilah 

yang membedakan antara jual beli secara lelang dengan jual beli pada 

umumnya. Seperti halnya keberadaan Pejabat Lelang yang wajib ada pada 

proses lelang, keikutsertaan peserta lelang dalam proses lelang pun merupakan 

hal yang mempengaruhi lelang itu sendiri. Keikutsertaan peserta lelang 

tentunya tidak terlepas dari keinginan para peserta menjadi bagian dalam 

sistem pelelangan karena peserta lelang beranggapan bahwa lelang memiliki 

kebaikan dibandingkan dengan jual beli pada umumnya.  

Sistem hukum lelang meliputi kegiatan pralelang, pelaksanaan lelang 

dan pasca lelang serta melindungi kepentingan semua pihak dalam tiap 

tahapan lelang tersebut. Salah satu tahapan lelang adalah dalam hal 

pengembalian uang jaminan penawaran lelang dikarenakan lelang batal 

dilaksanakan sebagai bagian dalam pelaksanaan lelang. Pasal 1 angka 25 

PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

menyebutkan, uang jaminan penawaran lelang adalah uang yang disetor 

kepada Kantor Lelang / Balai Lelang atau Pejabat Lelang oleh calon peserta 

lelang sebelum pelaksanaan lelang sebagai syarat menjadi peserta lelang. 

Mengenai uang jaminan ini diatur dalam Pasal 29 PMK Nomor : 

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yaitu dalam 

pelaksanaan lelang disyaratkan adanya uang jaminan penawaran lelang 

kecuali pada lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan 

lelang non eksekusi sukarela. Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang atas 

barang milik swasta, orang atau badan hukum / badan usaha yang dilelang 

secara sukarela. Jadi untuk lelang jenis ini, tidak diwajibkan adanya uang 

jaminan penawaran lelang. Namun, demi kepastian dan untuk melihat 

keseriusan para peserta lelang biasanya pihak penyelenggara lelang baik itu 

lelang melalui Kantor Lelang maupun Balai Lelang mensyaratkan adanya 

uang jaminan penawaran lelang. Uang jaminan tersebut kemudian di setorkan 

melalui rekening KPKNL atau langsung ke Bendahara Penerimaan KPKNL 

atau Pejabat Lelang kelas I untuk lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL 

dan melalui rekening Balai Lelang atau langsung ke Balai Lelang untuk jenis 
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lelang non eksekusi sukarela, yang diselenggarakan oleh Balai Lelang dan 

dilaksanakan oleh Pejabat Lelang kelas I / Pejabat Lelang kelas II. 

Berdasarkan Pasal 32 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang, menegaskan jumlah uang jaminan penawaran lelang 

minimal harus disetorkan yaitu 20% dari nilai limit dan paling banyak sama 

dengan nilai limit. Nilai limit sendiri ditentukan oleh penjual / pemilik barang. 

Pengembalian uang jaminan penawaran lelang ketika peserta lelang 

tidak disahkan jadi pembeli atau lelang batal dilaksanakan selalu diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, 

diantaranya dalam KMK Nomor : 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang Pasal 12 ayat (2), dalam PMK Nomor : 40/PMK.07/2006 

Pasal 16 ayat (2) dan dalam PMK yang terbaru tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang Nomor : 93/PMK.06/2010 Pasal 33 yaitu dilakukan paling lama 1 hari 

sejak permintaan pengembalian dari peserta lelang. Dari tiap-tiap Peraturan 

Menteri Keuangan tersebut, ditegaskan bahwa pengembalian uang jaminan 

penawaran lelang akibat lelang batal dilaksanakan atau peserta lelang yang 

tidak di sahkan sebagai pembeli dilakukan paling lama 1 hari sejak permintaan 

pengembalian dari peserta lelang.  

Dalam kasus di atas, pengembalian uang jaminan penawaran lelang 

setelah lelang dinyatakan batal dilaksanakan ternyata sulit dilakukan meskipun 

telah ada permintaan dari peserta lelang yaitu PT. Konrat Marbella. Lelang 

dalam kasus tersebut merupakan lelang non eksekusi sukarela yaitu lelang atas 

barang milik swasta, orang atau badan hukum / badan usaha yang dilelang 

secara sukarela. Selain itu, dalam posisi kasus yang diuraikan dalam Putusan 

Pengadilannya dijelaskan bahwa lelang yang dilaksanakan adalah jenis lelang 

Sukarela. Objek lelang adalah aset non produktif dari PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) yaitu tanah yang terletak di Jalan Dago Pakar Timur dan 

Jalan Dago Pakar Barat Kelurahan Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten 

Bandung.  

Lelang atas tanah dan/atau bangunan adalah merupakan bentuk 

pelelangan terhadap tanah dan/atau bangunan sebagai objeknya yang 

dikategorikan sebagai barang tidak bergerak. Lelang terhadap aset dari PT. 
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Bank Tabungan Negara (Persero) yang terletak di Jalan Dago Pakar Timur 

dan Jalan Dago Pakar Barat Kelurahan Ciburial Kecamatan Cimenyan 

Kabupaten Bandung adalah lelang yang objeknya barang tidak bergerak. 

Terhadap barang tidak bergerak ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis 

lelang salah satunya lelang non eksekusi sukarela. Di dalam PMK Nomor : 

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang non eksekusi 

sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum / 

badan usaha yang dilelang secara sukarela. Lelang non eksekusi sukarela ini 

dilaksanakan karena adanya inisiatif dari pemilik barang dengan pertimbangan 

dari pemilik barang bahwa akan ada peningkatan harga secara bertahap 

apabila dijual melalui proses lelang. Prosedur lelang non eksekusi sukarela 

pada dasarnya sama dengan lelang pada umumnya. Hanya saja yang 

membedakan prosedurnya tergantung dari institusi pelaksana lelang tersebut. 

Lelang non eksekusi sukarela terutama lelang terhadap aset BUMN berbentuk 

persero dapat diselenggarakan oleh Balai Lelang sebagai institusi pelaksana 

lelang oleh swasta dan dalam hal ini atas aset milik PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) dilelang melalui PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana. 

Berdasarkan kasus posisi, pelaksanaan lelang direncanakan akan 

dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2005, kemudian ditunda menjadi tanggal 

8 April 2005 dan ditunda lagi menjadi tanggal 18 April 2005 sampai akhirnya 

lelang batal dilaksanakan karena ternyata Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 

(SKPT) belum ada.  

Mengenai pembatalan lelangnya, dalam Pasal 24 PMK Nomor : 

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menjelaskan bahwa 

lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan 

penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan 

umum, sedangkan dalam Pasal 27 huruf a PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 

menyebutkan bahwa pembatalan sebelum pelaksanaan lelang dapat dilakukan 

oleh Pejabat Lelang salah satunya dalam hal SKPT tanah dan/atau bangunan 

belum ada. 

Memang untuk lelang tanah dan/atau bangunan, Pejabat Lelang wajib 

melengkapi SKPT. Permintaan penerbitan SKPT kepada Kepala Kantor 
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Pertanahan diajukan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang kelas II 

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. 

Ketentuan ini diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah Pasal 41 ayat (2) dan (3), yang berbunyi sebagai 

berikut: 

 

(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum suatu bidang 

tanah atau satuan rumah susun dilelang baik dalam rangka lelang 

eksekusi maupun lelang non eksekusi, Kepala Kantor Lelang wajib 

meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

kepada Kantor Pertanahan mengenai bidang tanah atau satuan 

rumah susun yang akan dilelang. 

(3) Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan keterangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja 

setelah diterimanya permintaan dari Kepala Kantor Lelang. 

 

 

Namun, pada kenyataannya apa yang diatur pada ayat (3) pasal di atas 

yaitu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, Kepala Kantor Pertanahan 

seharusnya mengeluarkan SKPT yang dimaksud, tidak dapat terealisasikan 

karena banyak kendala teknis mengenai proses mengeluarkan SKPT. 

Mengenai SKPT ini, menurut pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jakarta V menyatakan; 

 

Mengenai tidak diterbitkannya SKPT memang diluar control dari 

KPKNL. Sebenarnya pada saat adanya permohonan lelang dari penjual 

atau pemohon lelang, KPKNL harus menetapkan waktu dan tanggal 

lelang, sebelum ada penetapan waktu dan tanggal, KPKNL 

memverifikasi mengenai syarat-syaratnya apakah sudah sesuai dan 

terpenuhi atau belum. Misalnya verifikasi sudah lengkap, sudah sesuai 

dengan peraturan yang ada, otomatis KPKNL melakukan penetapan 

waktu dan tanggal lelang. Kalau lelang itu terkait dengan benda tetap 

berupa tanah dan/atau bangunan, otomatis Kepala KPKNL 

mengajukan SKPT ke kantor pertanahan setempat dimana objek lelang 

itu berada. Sebenarnya disini sudah uncontrol, yang penting KPKNL 

sudah mengajukan permohonan. Terkait dengan kondisi tanah apakah 

masih ada gugatan, diblokir pihak lain atau ada sita, itu diluar 

kekuasaan KPKNL. Jadi dengan adanya SKPT itu, dapat diketahui 

kondisi tanah yang terakhir. Seandainya itu clear otomatis KPKNL 

akan melakukan lelang. Jadi dalam hal ini, tidak tersedianya SKPT 

dalam pelaksanaan lelang itu diluar control KPKNL yang penting dari 
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pihak KPKNL sudah mengajukan permohonan SKPT mengenai objek 

yang akan dilelang.  

Untuk mengetahui penerbitan SKPT, pihak KPKNL biasanya 

mendatangi Kantor Pertanahan tersebut menanyakan secara lisan atau 

konfirmasi secara call, mengenai ada atau tidak adanya penerbitan 

SKPT yang diajukan. Ada tidaknya SKPT yang diterbitkan tidak 

secara tertulis diberitahukan dan mengenai tidak diterbitkannya 

tersebut pihak Kantor Pertanahan juga tidak memberikan keterangan 

apa-apa baik tertulis atau lisan hanya memberitahukan bahwa SKPT 

tersebut tidak bisa diterbitkan. Jadi, apabila SKPT tidak ada otomatis 

lelang dibatalkan pada saat dibukanya pelaksanaan lelang. Pejabat 

Lelang dalam hal itu kemudian mengumumkan “terhadap objek lelang 

ini tidak ada SKPT-nya, sehingga lelang tidak bisa dilakukan” 

pengumuman pembatalan ini dapat dilakukan secara lisan maupun 

tertulis.
23

 

 

 

Jadi, pembatalan lelang bila SKPT tidak diterbitkan wajib dilakukan 

oleh Pejabat Lelang, karena bila lelang tetap dilaksanakan dapat melanggar 

ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 huruf a PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa pembatalan 

sebelum pelaksanaan lelang dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal SKPT 

untuk pelaksanaan lelang tanah dan/atau bangunan belum ada. Lalu mengenai 

uang jaminan penawaran lelang apabila lelang batal dilaksanakan, Bapak 

Agus Rodani, SH lebih lanjut menjelaskan, “uang jaminan ini akan 

dikembalikan tentunya setelah adanya permintaan dari peserta lelang dengan 

melampirkan form bukti pendaftaran menjadi peserta lelang dan bukti 

penyetoran uang jaminan penawaran lelang”.  

Namun, pernyataan yang berbeda dikemukakan oleh pihak Kantor 

Pertanahan. Dalam kasus ini objek lelang yang terletak di Jalan Dago Pakar 

Timur dan Jalan Dago Pakar Barat Kelurahan Ciburial Kecamatan Cimenyan 

Kabupaten Bandung masuk dalam wilayah administrasi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bandung. Atas pertanyaan penulis mengenai SKPT objek lelang 

dalam kasus ini, Kepala Seksi Pendaftaran Hak-hak dan Pendaftaran Tanah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung menjelaskan; 

 

                                                           
23

 Wawancara dengan Bapak Agus Rodani, SH., Kepala Seksi Hukum dan Informasi 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, Senin 20 Juni 2011. 
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Pada dasarnya setiap permohonan SKPT yang diajukan ke Kantor 

Pertanahan dalam rangka persyaratan lelang pasti akan diberikan 

jawaban.  Atas  permohonan itu,  Kantor  Pertanahan  akan  melakukan 

pengecekan terhadap sertifikatnya. SKPT itu secara garis besarnya 

menjelaskan   isi   data  fisik   dan  data  yuridis  yang  terdapat   dalam 

sertifikat. Termasuk juga bila sertifikat itu sedang dibebani dengan 

Hak Tanggungan, dalam SKPT akan dicantumkan juga mengenai hal 

tersebut. Bila mencermati kronologis dari permasalahan mengenai 

tanah yang terletak di Jalan Dago Pakar Timur dan Jalan Dago Pakar 

Barat Kelurahan Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung 

berdasarkan cerita yang disampaikan kepada kami, maka ada beberapa 

kemungkinan yang dapat kami sampaikan. Bila dinyatakan bahwa 

lelang tersebut batal karena SKPT belum diterbitkan?. Kantor 

Pertanahan pada dasarnya tidak pernah tidak memberikan jawaban 

apapun terhadap setiap permohonan yang diajukan. Apalagi yang 

mengajukan permohonan merupakan institusi penyelenggara lelang 

atau pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut. 

Bila jawaban atas permohonan itu bukan merupakan SKPT yang 

diminta, Kantor Pertanahan akan memberikan jawaban tertulis berupa 

surat dengan perihal “Jawaban atas permohonan SKPT”. Dalam surat 

jawaban tersebut berisi mengenai data fisik dan data yuridis tanah serta 

alasan penerbitan surat jawaban tersebut yang berdasarkan pada 

permohonan dari institusi penyelenggara lelang yang meminta disertai 

pula alasan tidak diterbitkannya SKPT yang dimohonkan. Tetapi satu 

hal yang perlu ditekankan, bahwa SKPT hanya akan diterbitkan 1 

(satu) kali untuk persyaratan lelang. Bila untuk objek lelang yang sama 

telah dimohonkan SKPT-nya dan SKPT sudah diterbitkan, maka bila 

lelang tersebut kemudian batal dengan alasan misalnya tidak mencapai 

harga limit atau tidak ada penawaran dan dilaksanakan lelang lagi 

dikemudian hari dan dimohonkan SKPT untuk kedua kalinya, maka 

yang akan diberikan oleh Kantor Pertanahan hanyalah surat jawaban 

atas permohonan SKPT. Dalam surat jawaban tersebut isinya kurang 

lebih sama dengan SKPT yaitu mengenai data fisik dan data yuridis 

yang ada dalam sertifikat serta keterangan bahwa telah dikeluarkan 

SKPT untuk objek yang bersangkutan. Surat jawaban atas permohonan 

SKPT untuk kedua kalinya ini dapat juga berlaku sebagai SKPT untuk 

objek lelang tersebut.  

Kemungkinan kedua yang dapat kami sampaikan adalah bila SKPT 

yang dimohonkan dikatakan oleh pihak penyelenggara lelang belum 

diterbitkan, maka berdasarkan keterangan di atas yang telah kami 

sampaikan, ada indikasi bahwa SKPT yang dimaksud sebenarnya tidak 

pernah dimohonkan kepada kami. Apalagi dalam putusan Pengadilan 

tersebut, masalah yang di sengketakan adalah tidak dikembalikannya 

uang jaminan penawaran lelang. Ada kecurigaan oknum dalam Balai 

Lelang tersebut sengaja menggunakan uang Peserta Lelang dengan 

itikad tidak baik. Bila terjadi hal seperti ini, maka PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) selaku penjual atau pemohon lelang seharusnya 

mengecek kebenaran bahwa apakah telah ada permohonan SKPT yang 
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diajukan  oleh   PT. Balai  Lelang  Mandiri  Prasarana  terhadap  objek 

lelang atau untuk lebih amannya lagi sebenarnya PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) dapat meminta sendiri SKPT atas tanah miliknya.
24

 

 

 

Dalam hal ini terdapat dua instansi yang berbeda yaitu Kantor 

Pertanahan dan KPKNL atau Balai Lelang dalam melakukan permohonan 

SKPT. Sangat diharapkan koordinasi yang baik agar pelaksanaan lelang dapat 

dijalankan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Apabila SKPT 

sebagai suatu persyaratan untuk dapat dilaksanakannya lelang atas tanah 

ternyata secara sengaja ataupun tidak sengaja tidak dikeluarkan oleh instansi 

yang berhak menerbitkannya yaitu Kantor Pertanahan setempat, maka hal ini 

akan menimbulkan kerugian pada berbagai pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan lelang yaitu penjual / pemohon lelang dan KPKNL atau Balai 

Lelang sebagai institusi pelaksanaan lelang. Kerugian yang dialami oleh 

penjual / pemohon lelang yaitu berupa biaya pengumuman lelang dan biaya-

biaya lain dalam rangka persiapan lelang disamping yang terpenting adalah 

mendapatkan sejumlah uang hasil penjualan barang yang dilelang tersebut 

pada harga penjualan tertinggi yang mencapai harga limit. Sedangkan bagi 

institusi pelaksana lelang yaitu KPKNL atau Balai Lelang akan menambah 

beban baik dari segi biaya maupun segi waktu, karena perencanaan yang 

sudah terjadwal serta target penjualan melalui institusi lelang yang telah 

disusun tidak terpenuhi dan bisa gagal hanya karena masalah yang terkendala 

ini. Persiapan yang telah dibuat akan menjadi sia-sia hanya karena tidak 

terbitnya SKPT tersebut. Apabila proses lelang itu tetap dilaksanakan tanpa 

adanya SKPT akan mengakibatkan hambatan administratif pada waktu objek 

lelang tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Hal ini disebabkan 

proses peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh pembeli 

atau pemenang lelang akan ditolak, sehingga akan merugikan yang 

bersangkutan. 

 

                                                           
24

 Wawancara dengan Bapak Giyanto, Kepala Seksi Pendaftaran Hak-Hak dan 

Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Selasa 15 November 2011. 
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Namun, apabila tidak terbitnya SKPT dikarenakan tidak pernah 

diajukan permohonannya oleh KPKNL, maka hal ini sangat disayangkan. 

Dalam kasus ini yang mempunyai kewajiban mengajukan permohonan 

penerbitan SKPT adalah Kepala KPKNL. Apabila hal ini terjadi berarti 

merupakan suatu kelalaian yang sangat fatal karena mengakibatkan kerugian 

yang tidak sedikit bagi pihak penjual dan tentunya peserta lelang.  

Indikasi tidak dilakukannya permohonan SKPT tersebut sebenarnya 

dapat dibuktikan dengan cara penjual juga ikut serta melakukan pengecekan 

ke Kantor Pertanahan mengenai ada tidaknya permohonan SKPT yang 

diajukan oleh KPKNL atas tanah milik penjual. Apabila ternyata SKPT 

tersebut tidak pernah dimohonkan, maka hal ini patut diwaspadai. Sudah tentu 

lelang tersebut batal dilaksanakan karena SKPT tidak ada. Bila terjadi hal 

yang demikian, pihak yang paling dirugikan adalah peserta lelangnya karena 

sudah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang. Bila uang jaminan 

tersebut dikembalikan segera setelah terjadi pembatalan pelelangan, maka 

tidak menjadi masalah. Tetapi bila tidak dikembalikan sampai menimbulkan 

persoalan adanya perbuatan melawan hukum seperti ini, maka ini yang 

sebenarnya harus dihindari.  

Mengenai nomor hak atas tanah yang terletak di Jalan Dago Pakar 

Timur dan Jalan Dago Pakar Barat Kelurahan Ciburial Kecamatan Cimenyan 

Kabupaten Bandung sebagai objek lelang telah terpecah menjadi 13 (tiga 

belas) SHM, yaitu : 

1. SHM No. 222/Ciburial dengan luas tanah 6.610 m
2
 

2. SHM No. 395/Ciburial dengan luas tanah 2.280 m
2
 

3. SHM No. 396/Ciburial dengan luas tanah 3.590 m
2
 

4. SHM No. 398/Ciburial dengan luas tanah 980 m
2
 

5. SHM No. 401/Ciburial dengan luas tanah 1.025 m
2
 

6. SHM No. 605/Ciburial dengan luas tanah 3.510 m
2
 

7. SHM No. 606/Ciburial dengan luas tanah 2.070 m
2
 

8. SHM No. 607/Ciburial dengan luas tanah 898 m
2
 

9. SHM No. 608/Ciburial dengan luas tanah 1.073 m
2
 

10. SHM No. 646/Ciburial dengan luas tanah 4.000 m
2
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11. SHM No. 894/Ciburial dengan luas tanah 515 m
2
 

12. SHM No. 892/Ciburial dengan luas tanah 1.500 m
2
 

13. SHM No. 900/Ciburial dengan luas tanah 2.234 m
2
 

Total luas tanah tersebut yaitu 30.285 m
2
 dan merupakan milik PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero) yang dibeli pada tahun 1991 oleh PT. Bank 

Tabungan Negara cabang Bandung dari pemilik lama Kemal Guaham 

berdasarkan akta jual beli tanggal 20 Maret 1991 dan telah didaftarkan di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung untuk dibalik nama tanggal 26 

Agustus 1991. 13 (tiga belas) SHM tersebut telah dikeluarkan SKPT lelang 

untuk pertama kali tanggal 19 September 2001 atas permohonan Kantor 

Lelang Negara Jakarta II tanggal 30 Agustus 2001 Nomor : 

S.1231/MPN03/K06/2001. 

Bila mencermati kronologis kasus berdasarkan putusan Pengadilan dan 

fakta yang didapat oleh penulis, pelelangan pada tahun 2005 bukan 

merupakan lelang untuk pertama kali terhadap objek lelang tersebut karena 

pada tahun 2004 pernah dilakukan lelang atas objek yang sama. Dasar 

dilakukannya lelang pada aset milik PT. Bank Tabungan Negara (persero) 

yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN tanggal 19 April 2004 

Nomor : S-201/MBU/2004 perihal Persetujuan Perpanjangan Ijin Penjualan 

Aset Non Produktif Milik PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan ijin 

perpanjangan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal 19 April 2004 serta 

penjualannya dilakukan melalui penawaran umum. Lelang pada tahun 2004 

dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2004 dan telah dilengkapi dengan SKPT. 

Akan tetapi, lelang pada tahun 2004 tersebut tidak berhasil karena menurut 

keterangan M. Roem Rachman, lelang tersebut tidak mencapai harga limit. 

Selain itu, PT. Konrat Marbella yang merupakan peserta lelang pada tahun 

2005, dikatakan oleh M. Roem Rachman juga mengikuti lelang pada tahun 

2004 dengan menyetor uang jaminan penawaran lelang sebesar                    

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai syarat yang dicantumkan 

dalam pengumuman lelangnya. 

Berdasarkan Risalah Lelang tanggal 21 Juni 2004 Nomor : 077/2004, 

bahwa lelang pada tahun 2004 tersebut tidak berhasil karena lelang tidak ada 
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penawaran. Tentunya ini merupakan fakta yang sangat berbeda dengan apa 

yang disampaikan oleh M. Roem Rachman dalam putusan Pengadilan. Lelang 

tidak ada penawaran berarti lelang tersebut tidak ada peminat atau peserta 

lelang. Bila lelang tidak mencapai harga limit, Pejabat Lelang membuat 

Risalah Lelang ditahan. Ini berarti ada kecurigaan bahwa M. Roem Rachman 

menyatakan bahwa lelang tahun 2004 yang tidak mencapai harga limit hanya 

sebagai alasan untuk meringankan dirinya di Pengadilan. Apalagi M. Roem 

Rachman juga mengatakan bahwa PT. Konrat Marbella ikut serta sebagai 

peserta lelang dan dengan tidak tercapainya harga limit, uang jaminan 

penawaran lelang milik PT. Konrat Marbella segera dikembalikan. Pernyataan 

ini menurut penulis hanya sebagai alibi untuk menunjukan bahwa ada itikad 

baik dari M. Roem Rachman sebagai Direktur PT. Balai Lelang Mandiri 

Prasarana saat itu yang telah melakukan pengembalian uang jaminan 

penawaran lelang ketika lelangnya tidak berhasil. 

Dalam Minuta Risalah Lelang Nomor : 077/2004, SKPT yang 

digunakan adalah SKPT yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2001. 

Hal ini berarti bahwa SKPT yang digunakan untuk lelang tahun 2004 adalah 

SKPT yang pertama kali diterbitkan dan bukan SKPT perpanjangan karena 

dalam Minuta Risalah Lelang Nomor : 077/2004 tidak dilampirkan adanya 

permohonon perpanjangan SKPT atas objek lelang yang dimaksud. Dapat 

disimpulkan mengenai kondisi objek lelang ini adalah tidak ada perubahan 

data fisik dan data yuridis sejak SKPT objek lelang dikeluarkan pada tahun 

2001 sampai dengan dilakukan lelang pada tahun 2004.  

Berdasarkan fakta yang penulis sampaikan di atas, penulis berpendapat 

bahwa sebenarnya pelaksanaan lelang pada tahun 2005 merupakan lelang 

ulang dari lelang tahun 2004 yang tidak ada peminat. Lelang tahun 2005 

sebenarnya dapat dilaksanakan tanpa harus terkendala tidak adanya SKPT. 

Tidak adanya SKPT pada lelang tahun 2005 menurut penulis hanya karena 

mengalami hambatan administratif. SKPT untuk lelang tahun 2004 seharusnya 

masih bisa digunakan untuk lelang tahun 2005. Asli SKPT objek lelang 

tersebut semestinya disimpan oleh Balai Lelang sebagai pelaksana jasa pra 

lelang karena di dalam Minuta Risalah Lelang Nomor : 077/2004 hanya 
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diarsipkan fotokopi SKPT. Kewajiban melakukan permohonan SKPT saat itu 

ada pada pihak KPKNL. Permohonan SKPT untuk lelang tahun 2005 ke 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, menurut penulis sebenarnya untuk 

melakukan klarifikasi atas objek lelang yang dimaksud apakah telah ada 

perubahan data fisik dan data yuridis. Akan tetapi, mengingat proses surat 

menyurat antara pihak KPKNL dengan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bandung yang tidak mungkin dapat dijawab dalam waktu cepat serta jawaban 

atas klarifikasi tidak sesuai dengan waktu yang diinginkan KPKNL, maka 

klarifikasi tersebut dapat terjawab namun telah melewati jangka waktu yang 

diinginkan KPKNL. Dengan kata lain, jawaban dari klarifikasi atas SKPT 

tersebut kemungkinan diterima oleh KPKNL setelah lewat dari penetapan 

tanggal lelang.  

Apabila kebutuhan klarifikasi tersebut mendesak, seharusnya pihak 

KPKNL dapat melakukannya dengan mendatangi secara langsung ke Kantor 

Pertanahan. Mengingat proses surat menyurat antar instansi memerlukan 

waktu yang tidak sebentar terlebih lagi jeda waktu antara pengiriman surat 

permohonan klarifikasi SKPT dengan tanggal pelaksanaan lelang yang sangat 

pendek, maka dengan mendatangi Kantor Pertanahan secara langsung 

merupakan cara paling efektif yang dapat dilakukan dalam rangka 

mengklarifikasi SKPT. Lagi pula dengan mendatangi Kantor Pertanahan 

secara langsung akan mendapat prioritas pelayanan untuk segera 

menyelesaikan urusan yang bersifat mendesak, sehingga untuk pengurusan 

klarifikasi SKPT ini tidak memerlukan waktu yang lama. 

Berdasarkan apa yang penulis uraikan sebelumnya, menurut penulis 

belum dikeluarkannya SKPT pada lelang tahun 2005 disebabkan jeda waktu 

pengajuan permohonan SKPT oleh KPKNL kepada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bandung yang sangat dekat, sehingga pada saat lelang terakhir 

dilaksanakan pada tanggal 18 April 2005, SKPT yang diminta belum 

dikeluarkan. Jika melihat kronologis waktu pelaksanaan lelangnya, yaitu 

tanggal 21 Maret 2005 ditunda menjadi tanggal 8 April 2005 dan ditunda lagi 

menjadi tanggal 18 April 2005, apabila SKPT itu telah dimohonkan sekitar 

tanggal 13 Maret 2005 seharusnya pada saat lelang tanggal 18 April 2005, 
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SKPT sudah dikeluarkan karena rentang waktu antara tanggal 13 Maret 2005 

sampai dengan tanggal 18 April 2005 cukup lama yaitu sekitar 1 (satu) bulan. 

Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan karena dari daftar alat bukti dalam 

putusan Pengadilan diungkap mengenai permohonan penetapan tanggal lelang 

oleh Balai Lelang kepada KPNKL dilakukan pada tanggal 8 April 2005 dan 

KPKNL mengeluarkan penetapan tanggal lelangnya untuk tanggal 18 April 

2005. Tidak ada bukti bahwa KPKNL mengeluarkan penetapan tanggal lelang 

untuk lelang tanggal 21 Maret 2005 dan 8 April 2005. Bagaimanapun juga 

KPKNL melakukan pengajuan permohonan SKPT kepada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bandung atas dasar adanya permintaan penetapan tanggal lelang 

disertai dengan permintaan klarifikasi SKPT oleh Balai Lelang. Apabila 

ternyata benar permohonan penetapan tanggal pelaksanaan lelang dilakukan 

hanya untuk tanggal pelaksanaan lelang yang terakhir berarti tanggal 

pelaksanaan lelang sebelumnya yaitu tanggal 21 Maret 2005 dan 8 April 2005 

bukan merupakan penetapan tanggal lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL. 

Hal ini otomatis berpengaruh terhadap rentang waktu KPKNL melakukan 

klarifikasi terhadap SKPT. Jika klarifikasi itu baru dilakukan setelah tanggal 8 

April, tentu saja SKPT tersebut sangat kecil kemungkinan bisa dikeluarkan 

sebelum tanggal 18 April 2005. Jeda waktu antara tanggal 8 April 2005 

sampai tanggal 18 April 2005 sangat pendek. Dengan demikian, muncul 

kecurigaan bahwa lelang tanggal 21 Maret 2005 dan 8 April 2005 merupakan 

pelaksanaan lelang dengan tujuan tidak baik yaitu hanya untuk menjaring 

masyarakat agar berminat menjadi peserta lelang dan menyetorkan uang 

jaminan penawaran lelang. 

Ketentuan mengenai siapa yang berwenang mengajukan permohonan 

SKPT memang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 41 ayat (2) dan (3) yaitu oleh Kepala 

Kantor Lelang dan dalam PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Lelang Pasal 22 ayat (2) yaitu oleh Kepala KPKNL dan 

Pejabat Lelang kelas II. Menurut penulis, untuk menghindari terjadinya 

hambatan adminsitratif seperti di atas sebaiknya ketentuan dalam hal siapa 

yang berwenang mengajukan permohonan SKPT tersebut dapat dirubah 
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dengan menambahkan pihak penjual sebagai pemilik barang / pemohon lelang 

menjadi salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan SKPT kepada 

Kantor Pertanahan. Pihak penjual dalam kasus ini PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) adalah pihak yang mengerti betul tentang kondisi tanahnya, ada atau 

tidak adanya perubahan data fisik dan data yuridis. Jika objek lelang tersebut 

sudah pernah diterbitkan SKPT lelangnya, maka sebelum dilakukan lelang 

ulang terhadap objek tersebut, penjual dapat melakukan klarifikasi mengenai 

SKPT objek yang akan dilelang di Kantor Pertanahan untuk mengetahui 

apakah dapat digunakan lagi SKPT yang pernah diterbitkan sebelumnya 

ataukah ternyata ada perubahan data fisik dan data yuridis pada objek yang 

akan dilelang. Jika belum pernah diterbitkan SKPT terhadap objek lelang, 

maka penjual dapat mengajukan permohonan penerbitan SKPT lelangnya. Hal 

ini seharusnya diperbolehkan apabila dilakukan oleh penjual sebagai pemilik 

barang karena penjual juga mempunyai hubungan hukum dengan objek lelang 

yang berupa tanah dan/atau bangunan.  

Sekalipun terkendala oleh tidak adanya SKPT yang mengakibatkan 

lelang batal dilaksanakan, hal ini bukan berarti menjadi suatu masalah 

dikemudian hari ketika peserta lelang yang telah menyetorkan uang jaminan 

penawaran lelang langsung dikembalikan haknya. Tidak diterbitkannya SKPT 

merupakan salah satu alasan terjadi pembatalan lelang yang memang diatur 

dalam PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

Seharusnya terlepas dari masalah SKPT, proses lelang tersebut semestinya 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar kebaikan lelang 

tercermin dalam setiap tahapan lelang. 

Dalam kasus tersebut, uang jaminan penawaran lelang milik             

PT. Konrat Marbella ternyata tidak dikembalikan oleh PT. Balai Lelang 

Mandiri Prasarana. Uang jaminan penawaran lelang yang lelangnya batal 

dilaksanakan merupakan haknya peserta lelang dan harus segera dikembalikan 

oleh PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana setelah diterimanya permohonan. 

Disini terdapat suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Balai Lelang. 

Padahal dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 

118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang Pasal 28  huruf  b yang berlaku pada 
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saat itu menyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya Balai Lelang 

wajib mengembalikan uang jaminan penawaran lelang seluruhnya tanpa 

potongan kepada peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pembeli. 

Walaupun bunyi ketentuan tersebut tidak menegaskan pengembalian uang 

jaminan penawaran lelang dilakukan atas dasar pembatalan sebelum 

pelaksanaan lelang, akan tetapi menurut penulis Pasal tersebut dapat 

digunakan sebagai dasar hukum mengenai pengembalian uang jaminan 

penawaran lelang. 

Dalam PMK yang terbaru Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang juga ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2) yang 

mengatakan, pengembalian uang jaminan penawaran lelang paling lama 1 hari 

kerja sejak permintaan pengembalian dari peserta lelang diterima. Bila 

dicermati isi dari pasal tersebut, peserta lelang mendapatkan kembali uang 

jaminan penawaran lelangnya paling lama 1 hari setelah peserta lelang 

melakukan permintaan pengembalian dan diterima oleh institusi 

penyelenggara lelang. Menurut pendapat penulis, sebaiknya pengembalian 

uang jaminan penawaran lelang dilakukan bukan atas permintaan peserta 

lelang yang tidak ditunjuk sebagai pembeli atau lelang batal dilaksanakan, 

tetapi haruslah institusi penyelenggara lelang yaitu KPKNL / Balai Lelang 

dengan kewenangannya sendiri berinisiatif untuk mengembalikan kepada 

peserta lelang yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak 

lelang dilaksanakan atau dinyatakan batal dilaksanakan.  

Uang jaminan penawaran lelang milik peserta lelang dalam kasus ini  

ditransfer ke rekening Balai Lelang sebagai penyedia jasa pralelang. Ketika 

lelang dinyatakan batal dilaksanakan seharusnya Balai Lelang telah 

menyiapkan alat pembayaran berupa cek (cheque) sebanyak jumlah peserta 

lelang dan dalam cek tersebut sudah ditandatangani oleh Direksi yang 

berwenang melakukan penandatangan cek. Ketika lelang telah dilaksanakan, 

pasti hanya akan ada 1 (satu) peserta lelang yang disahkan menjadi pembeli 

dan sisanya sudah pasti bukan pembeli. Untuk itu, penyiapan alat pembayaran 

berupa cek itu sendiri untuk memudahkan administrasi Balai Lelang yang 

ketika ada permintaan dari peserta lelang, pihak Balai Lelang dengan mudah 
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mencantumkan nominal uang jaminan penawaran lelang yang dimintakan ke 

dalam cek tersebut. Tidak hanya itu, apabila penyiapan cek tersebut dilakukan 

sebelum lelang dilaksanakan kemudian lelang batal dilaksanakan karena ada 

syarat lelang yang belum terpenuhi akan sangat memudahkan dalam proses 

pengembalian uang jaminan penawaran lelang.  

Mengenai proses pengembalian uang jaminan penawaran lelang, 

penulis mencoba meminta keterangan dari salah satu Balai Lelang di Jakarta 

yaitu PT. Balai Lelang Royal untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh 

pihaknya dalam hal pengembalian uang jaminan penawaran lelang dan 

pernyataannya sebagai berikut: 

 

Ketika suatu pelelangan terdapat 70 (tujuh puluh) peserta lelang, kami 

sudah menyiapkan alat pembayaran berupa cek (cheque) sejumlah 69 

(enam puluh sembilan) lembar yang telah ditandatangani oleh Direksi 

yang berwenang untuk menandatanganinya pada saat lelang akan 

dilaksanakan. Mengapa demikian, karena hal tersebut memudahkan 

bila nantinya terjadi pembatalan sebelum pelaksanaan lelang atau 

setelah lelang dilaksanakan hanya ada satu pemenang dan sisanya 

otomatis haknya kami kembalikan segera setelah ada permintaan, 

sehingga proses pengembalian uang jaminan penawaran lelang kepada 

peserta lelang dapat berjalan sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK 

Nomor : 93/PMK.06/2010 Pasal 33 yakni 1 hari setelah ada 

permintaan.
25

 

 

 

Pernyataan PT. Balai Lelang Royal tersebut ternyata sejalan dengan 

pendapat yang penulis sampaikan di atas dan semestinya cara yang dilakukan 

oleh PT. Balai Lelang Royal tersebut dapat diikuti oleh Balai Lelang yang 

lainnya. Sebenarnya apabila setiap Balai Lelang pada umumnya dan 

khususnya PT. Balai  Lelang  Mandiri  Prasarana  melakukan  hal  yang  sama 

seperti yang dilakukan oleh PT. Balai Lelang Royal, maka tidak akan ada 

masalah mengenai pengembalian uang jaminan penawaran lelang. Bila terjadi 

pelanggaran   atas   pengembalian   uang   jaminan   penawaran   lelang   yang 

 

                                                           
25

 Wawancara dengan Bapak Fauzi Mudaf, Manager PT. Balai Lelang Royal, Rabu 2 

November  2011. 
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dilakukan oleh Balai Lelang tentunya dalam Peraturan Menteri Keuangan 

tentang Balai Lelang diatur mengenai sanksinya. Akan tetapi, pemberian 

sanksi tidak dapat mengembalikan kepada kondisi semula. Inti dari persoalan 

ini sebenarnya adalah bagaimana PT. Konrat Marbella dapat menerima 

kembali uang jaminan penawaran lelangnya yang belum dikembalikan. Oleh 

karena itu, sanksi-sanksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

tentang Balai Lelang tersebut tidak mengurangi kemungkinan adanya gugatan 

perdata dan/atau tuntutan pidana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

Bagaimana pun juga, PT. Konrat Marbella merupakan peserta lelang 

yang harus mendapatkan perlindungan hukum dalam tiap tahapan proses 

lelang. PT. Konrat Marbella merupakan peserta lelang yang menurut peraturan 

memenuhi syarat dan tidak dilarang untuk menjadi peserta lelang sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2) PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyebutkan bahwa : 

 

1. Pejabat Lelang dan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan 

ke bawah derajat pertama, suami / istri serta saudara sekandung 

Pejabat Lelang, Pejabat Penjual, Pemandu Lelang, Hakim, Jaksa, 

Panitera, Juru Sita, Pengacara / Advokat, Notaris, PPAT, Penilai, 

Pegawai DJKN, Pegawai Balai lelang dan Pegawai Kantor Pejabat 

Lelang kelas II yang terkait langsung dengan proses lelang 

dilarang menjadi peserta lelang. 

2. Selain pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (1), pada pelaksanaan 

Lelang Eksekusi, pihak tereksekusi / debitor / tergugat / terpidana 

yang terkait dengan lelang dilarang menjadi peserta lelang. 

 

 

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, PT. Konrat Marbella tidak 

melanggar syarat menjadi peserta lelang dan bukan merupakan pihak-pihak 

yang dilarang menjadi peserta lelang. Selain itu, untuk memenuhi syarat 

sebagai peserta lelang sesuai dengan persyaratan yang ada dalam 

pengumuman lelang, maka PT. Konrat Marbella juga telah melakukan 

penyetoran uang jaminan penawaran lelang. 

Berdasarkan pengumuman lelang yang diterbitkan mulai dari 

pengumuman lelang pertama tanggal 13 Maret 2005, pengumuman lelang 
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kedua tanggal 31 Maret 2005 sampai pengumuman lelang yang ketiga kalinya 

tanggal 11 April 2005, dipersyaratkan kepada peserta lelang untuk menyetor 

uang jaminan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening 

PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana. Berdasarkan kronologis dalam putusan 

pidana, PT. Konrat Marbella yang diwakili oleh Toto Sasetyo Dwi Budi L 

(Komisaris) dan didampingi oleh Adwien Dhanu Suhendro (Direktur) 

mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada 

tanggal 16 Maret 2005. Atas saran dan rayuan yang dilontarkan oleh M. Roem 

Rachman kepada Adwien Dhanu Suhendro agar mengikuti lelang tersebut 

dengan dua nama dan menjanjikan akan memenangkannya serta dengan tidak 

menaruh kecurigaan sedikit pun dan tetap mempunyai itikad baik sebagai 

peserta lelang, sehingga Adwien Dhanu Suhendro bersedia melakukan transfer 

untuk kedua kalinya tetapi sebagai peserta lelang atas nama dirinya. Maka, 

Adwien Dhanu Suhendro mengirimkan lagi uang sejumlah yang sama seperti 

sebelumnya sehingga total uang jaminan yang ditransfer ke rekening PT. Balai 

Lelang Mandiri Prasarana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).  

Apabila mencermati kedudukan peserta lelangnya, PT. Konrat 

Marbella merupakan peserta lelang yang tindakannya diwakili oleh 

Komisarisnya yaitu Toto Sasetyo Dwi Budi L, sedangkan Adwien Dhanu 

Suhendro sebagai peserta lelang bertindak untuk dirinya sendiri terlepas dari 

jabatannya sebagai Direksi PT. Konrat Marbella. Menurut penulis, ini sah-sah 

saja, namun memang hal ini mengganggu corporate culture dalam perusahaan 

tersebut. Terlepas dari urusan internal PT. Konrat Marbella, menurut penulis 

pada intinya baik peserta lelang atas nama PT. Konrat Marbella maupun atas 

nama Adwien Dhanu Suhendro sama-sama mempunyai itikad baik menjadi 

peserta lelang. Dengan mengikuti syarat yang tercantum dalam pengumuman 

lelang mengenai uang jaminan penawaran lelang, sudah menunjukkan bahwa 

PT. Konrat Marbella maupun Adwien Dhanu Suhendro memiliki keseriusan 

untuk mengikuti lelang.  

Itikad baik dalam hal ini berarti keadaan batin peserta lelang dalam 

mengikuti dan melaksanakan persyaratan dalam pengumuman lelang secara 

jujur, terbuka dan saling percaya. Ruang lingkup itikad baik diatur dalam 
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bunyi Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi “suatu perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik”.  

Dengan adanya itikad baik tersebut, PT. Konrat Marbella seharusnya 

mendapat perlindungan hukum dalam sistem hukum lelang. Pasal 28 D ayat 

(1) UUD 1945 menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukum”. Lelang sebagai lembaga hukum harus juga mencerminkan 

bunyi Pasal tersebut di atas, dengan lebih mengutamakan perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaannya maupun dalam penegakan 

akibat hukumnya.  

Dalam usaha memperoleh haknya, PT. Konrat Marbella melakukan 

berbagai upaya untuk meminta pengembalian uang jaminan penawaran lelang 

tersebut. Salah satunya dengan melaporkan M. Roem Rachman selaku 

Direktur PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana ke Polda Metro Jaya sebagai 

perbuatan penggelapan dan melanggar Pasal 372 KUHP dan atas 

perbuatannya ini M. Roem Rachman telah dihukum berdasarkan putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1919/Pid.B/2005/PN.JKT.PST dan 

telah dihukum penjara selama 10 bulan. Upaya lainnya yang dilakukan adalah 

dengan meminta pertanggung jawaban kepada PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) sebagai pemberi kuasa yang menjualkan aset-asetnya kepada        

PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana. PT. Bank Tabungan Negara dalam 

pertemuan yang berlangsung berkali-kali berjanji (gentle agreement) bahwa 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) menyatakan ikut membantu 

menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan memberikan kredit kepada       

M. Roem Rachman asalkan M. Roem Rachman menyerahkan asetnya sebagai 

jaminan pemberian kredit tersebut kepada PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero). M. Roem Rachman, Nani Taifur dan PT Konrat Marbella kemudian 

membuat perjanjian pengakuan hutang nomor 8 tanggal 13 Oktober 2005 

sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dihadapan Notaris dengan 

ketentuan: 

1. Setiap tanggal 15 mulai bulan November 2005, M. Roem Rachman dan 

Nani Taifur akan membayar secara angsuran kepada PT. Konrat Marbella 
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sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) selama 23 

bulan; 

2. Pada bulan ke 24 akan dibayar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta 

rupiah); 

3. Jumlah kewajiban M. Roem Rachman dan Nani Taifur adalah sebesar   

Rp. 2.045.000.000,- (dua milyar empat puluh lima juta rupiah) sudah 

termasuk provisi dan biaya notaris yang PT. Konrat Marbella dahulukan; 

4. PT. Konrat Marbella berhak menagih kepada M. Roem Rachman dan  

Nani Taifur dengan seketika dan sekaligus jika M. Roem Rachman dan 

Nani Taifur tidak menepati janjinya berturut-turut ataupun tidak berturut-

turut dua kali gagal di bayar; 

5. Sebagai jaminan atas pengakuan hutang tersebut adalah : 

a. SHM No. 2818 seluas 251 m
2
 yang terletak di Jl. AP. Pattirani III. 

Makasar Sulawesi Selatan atas nama Nani Taifur. 

b. SHM  No. 3720 seluas 210 m
2
 yang terletak di Jl. Kasuari III No. 178 

Jati Waringin, Pondok Gede, Bekasi Jawa Barat atas nama Nani 

Taifur. 

Akan tetapi hutang yang terbayar sampai gugatan perdata dilayangkan 

pada tanggal 1 Mei 2007 baru sebesar Rp. 407.966.775,- (empat ratus tujuh 

juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). 

Gugatan perdata yang diajukan PT. Konrat Marbella didasari atas perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana,   

M. Roem Rachman, Nani Taifur dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero). 

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan 

hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak sesuai dan/atau 

berlawanan dengan hukum yang berlaku baik bersifat hukum positif atau 

berlawanan dengan norma-norma, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 

yang dibatasi dengan asas-asas kepantasan dan kepatutan. Perbuatan melawan 

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata berkaitan dengan 

adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, adanya 

kerugian yang timbul, adanya kesalahan atau kelalaian dan adanya hubungan 
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sebab akibat antara perbuatan, kesalahan atau kelalaian dengan kerugian yang 

ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pertimbangan dari Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara lain : 

1. Bahwa telah ada kuasa dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada 

PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana melalui M. Roem Rachman untuk 

melaksanakan lelang benda tidak bergerak milik PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) dan PT. Konrat Marbella telah menyetor dana sebesar 

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada M. Roem Rachman 

sebagai jaminan lelang atas nama PT. Konrat Marbella tersebut. 

2. Lelang tidak jadi dilaksanakan dan PT. Konrat Marbella menarik diri 

selaku peserta lelang dan mohon uang jaminan tersebut dikembalikan oleh 

PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana dan M. Roem Rachman kepada      

PT. Konrat Marbella. 

3. PT. Bank Tabungan Negara (persero) sebagai pemilik objek yang akan 

dilelang tersebut seharusnya sesuai dengan surat edaran Direksi 

melakukan persiapan-persiapan pelelangan termasuk melengkapi 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang akan di lelang, 

sehingga pelaksanaan lelang berjalan lancar. 

4. Ternyata PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tidak melakukan hal 

tersebut, sehingga pelaksanaan lelang sebagaimana didalilkan oleh        

PT. Konrat Marbella tidak terlaksana. 

5. M. Roem Rachman dan Nani Taifur adalah pemegang saham PT. Balai 

Lelang Mandiri Prasarana sebelumnya dan meskipun kepemilikan saham 

telah beralih akan tetapi pertanggung jawaban terhadap tindakan 

perusahaan tidak dapat dilepaskan begitu saja oleh PT. Balai Lelang 

Mandiri Prasarana. 

Dari pertimbangan di atas majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat kemudian menjatuhkan putusan menyatakan bahwa PT. Balai Lelang 

Mandiri Prasarana, M.Roem Rachman, Nani Taifur dan PT. Bank Tabungan 

Negara (persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum.  

Namun pada tingkat banding, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 

Nomor : 515/PDT/2008/PT.DKI justru membatalkan putusan Pengadilan 

Analisis tentang..., Shinta Tri Lestari, FH UI, 2012.



97 
 

Universitas Indonesia 

 

Negeri tersebut. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memberikan putusan 

yang pertimbangannya tidak memasuki pokok perkara tetapi berpendapat 

bahwa tuntutan Terbanding (Penggugat) dalam perkara ini tidak berdasar 

posita yang jelas atau kabur. Antara posita dan petitum tidak saling 

mendukung termasuk subjek hukumnya. Terbanding (Penggugat) juga telah 

mencampur adukkan gugatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi 

dalam perkara ini. Selain itu, gugatan Terbanding (Penggugat) seperti tersebut 

di atas telah tidak mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum acara 

perdata untuk suatu gugatan yang baik agar mudah dipahami oleh pihak lawan 

untuk keperluan pembelaan. 

Namun ditingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan putusan 

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan: 

1. Judex Factie (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum karena 

menyatakan gugatan penggugat kabur (obscuur libel), dengan alasan telah 

mencampur adukkan antara dalil-dalil perbuatan melawan hukum dengan 

wanprestasi. 

2. Pendapat Pengadilan Tinggi adalah terlalu formalitas dan kaku, karena 

perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi hanyalah 

bersifat gradual. 

3. Bahwa M. Roem Rachman sebagai Direktur PT. Balai Lelang Mandiri 

Prasarana, ikut bertanggung jawab atas pelelangan yang tidak terlaksana 

karena syarat lelang tidak terpenuhi. 

4. Bahwa PT. Konrat Marbella terbukti menitipkan uang jaminan sebesar  

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk ikut lelang. Oleh karena 

pelaksanaan lelang tertunda beberapa kali karena syarat lelang tidak 

terpenuhi mengakibatkan PT. Konrat Marbella dirugikan. 

5. Atas kerugian yang dialami PT. Konrat Marbella, maka PT. Balai Lelang 

Mandiri Prasarana, M. Roem Rachman, Nani Taifur, PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) harus ikut bertanggung jawab mengembalikan uang    

PT. Konrat Marbella. 

Dari pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, kemudian Mahkamah 

Agung menyatakan bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
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tersebut di atas sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi 

pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dan akhirnya menjatuhkan 

Putusan Kasasi Nomor : 2836 K/Pdt/2009 yang menyatakan bahwa PT. Balai 

Lelang Mandiri Prasarana, M. Roem Rachman, Nani Taifur, PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum.  

Berdasarkan dengan pertimbangan hukum di atas, ternyata telah terjadi 

perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat sebagaimana dalil gugatan 

Penggugat. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan, “Tiap perbuatan melanggar 

hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang 

karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 

Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan orang yang melakukan perbuatan 

melawan hukum dan karena kesalahannya merugikan orang lain, untuk 

memberikan ganti rugi. Apabila permintaan pemberian ganti rugi tidak bisa 

dilakukan karena pihak yang menimbulkan kerugian tidak dengan itikad baik 

membayarnya, maka dapat diajukan melalui gugatan ke Pengadilan. “Untuk 

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, tidak perlu adanya hubungan 

kontraktual antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menimbulkan 

kerugian”
26

. 

Dengan demikian, melalui putusan kasasi oleh Mahkamah Agung, 

Penggugat merasa haknya dapat terlindungi. Perlindungan hukum terhadap 

PT. Konrat Marbella yang telah menyetorkan uang jaminan ketika lelang batal 

dilaksanakan adalah seharusnya PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana sebagai 

institusi pelaksanaan lelang segera mengembalikan uang jaminan penawaran 

lelang tersebut. Bagaimana pun juga PT. Konrat Marbella merupakan calon 

pembeli lelang yang kepentingannya juga harus dilindungi dari sejak awal 

lelang akan dilaksanakan. Apabila itikad baik dari Balai Lelang itu tidak ada, 

maka upaya yang bisa dilakukan peserta lelang untuk menuntut haknya adalah 

dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan sebagai penyelesaian.  

 

                                                           
26

 Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Prenada Media, 

2004), hal. 119. 
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Pembaharuan sistem hukum lelang dilakukan dengan memperhatikan 

kondisi pelaksanaan lelang yang terjadi saat ini. Khususnya mengenai Balai 

Lelang sebagai institusi pelaksanaan lelang oleh swasta. Dalam upaya 

meningkatkan pelayanan penyelenggaraan kegiatan Balai Lelang, dipandang 

perlu untuk melakukan pembaharuan beberapa ketentuan terkait kegiatan 

operasional Balai Lelang dalam Peraturan Menteri Keuangan. Melihat proses 

hukum terhadap kasus di atas, dari awal dilaksanakannya lelang pada tanggal  

21 Maret 2005, ketentuan tentang Balai Lelang yang berlaku saat itu adalah 

KMK Nomor : 306/KMK.01/2002 tentang Balai Lelang. Sampai pada saat ini 

telah dilakukan pembaharuan peraturan tentang Balai Lelang yaitu PMK 

Nomor : 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang yang kemudian dinyatakan 

dicabut dan diganti dengan PMK Nomor : 176/PMK.06/2010 tentang Balai 

Lelang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 PMK Nomor : 

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Ketentuan mengenai 

larangan dan sanksi atas pelanggaran terhadap larangan pada setiap PMK 

semakin diperketat. Hal ini tentunya berkaitan dengan kinerja Balai Lelang 

agar semakin disiplin dalam mentaati peraturan tentang Balai Lelang. Berikut 

ini ketentuan mengenai larangan dan sanksi terhadap Balai Lelang yang diatur 

dalam Peraturan Balai Lelang dari peraturan tahun 2002 sampai dengan 

peraturan yang terbaru. 

 

Pasal-pasal yang mengatur tentang larangan Balai Lelang dan sanksi 

yang diberikan kepada Balai Lelang dalam peraturan tentang Balai Lelang 

tahun 2002, 2005 dan 2010. 

 
KMK Nomor : 

306/KMK.01/2002 

PMK Nomor : 

118/PMK.07/2005 

PMK Nomor : 

176/PMK.06/2010 

Larangan Balai Lelang 

Pasal 18 : 

a. Menjual selain dengan cara 

lelang; 

b. Membeli sendiri baik 

langsung maupun tidak 

langsung barang yang 

diserahkan kepadanya 

untuk dilelang; dan atau 

c. Melakukan kegiatan usaha 

di luar ijin yang diberikan. 

 

Pasal 32 : 

a. Menjual selain dengan cara 

lelang terhadap barang yang 

dikuasakan kepadanya untuk 

dijual secara lelang;  

b. menyelenggarakan lelang 

tidak di hadapan Pejabat 

Lelang;  

c. Menyelenggarakan lelang 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 dengan melalui 

Pejabat Lelang Kelas II;  

Pasal 29 : 

a. Memungut biaya apapun dari 

Pembeli dan Penjual di luar 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan, 

termasuk tetapi tidak terbatas 

pada buyers premium; 

b. Berperan serta secara langsung 

dalam kegiatan pelaksanaan 

Lelang Eksekusi dan/atau 

Lelang Noneksekusi Wajib; 

c. Bertindak selaku pengacara, 
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d. memungut biaya apapun dari 

Pembeli dan Penjual di luar 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

e. melakukan kegiatan usaha 

diluar izin yang diberikan, 

antara lain: melakukan 

tindakan penagihan piutang 

(debt collector), bertindak 

selaku pengacara, menjadi 

kuasa sebagai Penjual dari 

Pemegang Hak Tanggungan; 

dan/atau  

f. membeli sendiri baik 

langsung maupun tidak 

langsung barang yang 

dikuasakan kepadanya untuk 

dijual secara lelang. 

dan/atau menjadi kuasa 

sebagai Penjual dari Pemegang 

Hak Tanggungan; 

d. Menjual selain dengan cara 

lelang terhadap barang yang 

dikuasakan kepadanya untuk 

dijual secara lelang; 

e. Melaksanakan lelang tidak di 

hadapan Pejabat Lelang; 

f. Melaksanakan Lelang 

Eksekusi dan/atau Lelang 

Noneksekusi Wajib; 

g. Melakukan kegiatan usaha di 

luar izin yang diberikan, 

termasuk tetapi tidak terbatas 

pada melakukan tindakan 

pemanggilan kepada debitor, 

penagihan piutang (debt 

collector); dan/atau 

h. Membeli sendiri baik langsung 

maupun tidak langsung barang 

yang dikuasakan kepadanya 

yang dijual secara lelang. 

 

 

Pemberian Sanksi terhadap Balai Lelang 

Pasal 19 (1) : 

Pelanggaran terhadap 

ketentuan yang berlaku 

dikenakan sanksi berupa 

peringatan tertulis, dan atau 

pencabutan ijin operasional 

Balai Lelang. 

Pasal 33 (1) : 

Balai Lelang yang melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan 

yang berlaku dikenakan sanksi 

berupa Surat Peringatan, Surat 

Peringatan Terakhir, Denda, 

atau Pencabutan Izin 

Operasional. 

Pasal 30 (1) : 

Balai Lelang yang melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan 

dalam Peraturan Menteri 

Keuangan ini dikenakan sanksi: 

surat peringatan, surat 

peringatan terakhir, pembekuan 

izin operasional, pencabutan izin 

operasional; dan/atau denda.  

Pasal 21 : 

Peringatan tertulis 
diberikan kepada Balai 

Lelang dalam hal: 

a. melakukan kegiatan usaha 

yang tidak sesuai dengan 

ijin operasional yang 

diperoleh; 

b. melanggar ketentuan 

pembukuan dan pelaporan 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17; 

c. tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12, 

Pasal 15, dan Pasal 20; 

d. melakukan kegiatan usaha 

yang dilarang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18; 

atau 

e. tidak melaksanakan lelang 

dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun. 

Pasal 35 : 

Balai Lelang diberikan Surat 

Peringatan dalam hal 

melakukan pelanggaran, 

sebagai berikut: 

a. tidak memberitahukan 

secara tertulis mengenai 

kepindahan alamat;  

b. tidak memenuhi fasilitas 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf 

e pada saat pindah alamat.  

c. tidak meminta izin atau 

memberitahukan perubahan 

pemegang saham atau 

penggabungan dengan Balai 

Lelang lain;  

d. tidak memberitahukan 

secara tertulis telah 

mengakuisisi Balai Lelang 

lain;  

e. tidak memberitahukan 

secara tertulis pembukaan 

Pasal 31 : 

Balai Lelang diberikan sanksi 

berupa surat peringatan dalam 

hal:  

Tidak memenuhi kewajiban 

sebagai berikut: 

a. tidak memenuhi fasilitas 

kantor dan gudang/tempat 

penyimpanan barang 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2) huruf f pada 

saat pindah alamat atau 

pindah tempat kedudukan; 

b. tidak memberitahukan secara 

tertulis mengenai kepindahan 

alamat atau tidak meminta 

izin secara tertulis mengenai 

pindah tempat kedudukan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 

ayat (1); 

c. tidak menyampaikan 
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 kantor perwakilan;  

f. tidak menyerahkan Hasil 

Bersih Lelang kepada 

pemilik barang sesuai 

dengan perjanjian;  

g. terlambat atau tidak 

menyetorkan Bea Lelang ke 

Kas Negara;  

h. tidak menyerahkan barang, 

dokumen kepemilikan obyek 

lelang, kuitansi pembayaran 

lelang dan Kutipan Risalah 

Lelang kepada Pembeli 

Lelang setelah kewajiban 

Pembeli dipenuhi;  

i. tidak melaksanakan 

administrasi perkantoran dan 

terlambat atau tidak 

menyampaikan laporan;  

j. tidak menyetorkan denda 

atas keterlambatan 

penyetoran Bea Lelang. 

kelengkapan dokumen pindah 

tempat kedudukan 

sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 6 ayat (5) huruf a; 

d. tidak memberitahukan kepada 

khalayak umum melalui surat 

kabar harian mengenai pindah 

alamat atau pindah tempat 

kedudukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(2) dan Pasal 6 ayat (5) huruf 

b; 

e. tidak meminta izin secara 

tertulis atas pembukaan 

kantor perwakilan dan tidak 

memberitahukan secara 

tertulis atas penutupan kantor 

perwakilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

(1) dan Pasal 9; 

f. tidak memenuhi fasilitas 

kantor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c 

pada saat pembukaan kantor 

perwakilan; 

g. tidak mengajukan 

permohonan izin secara 

tertulis mengenai perubahan 

pemegang saham 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (1); 

h. tidak memberitahukan secara 

tertulis mengenai perubahan 

direksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12; 

i. terlambat menyetorkan Bea 

Lelang dan PPh ke Kas 

Negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 

huruf d dan Pasal 23 huruf g; 

j. terlambat menyetorkan Uang 

Jaminan Penawaran Lelang 

dari Pembeli yang 

wanprestasi kepada yang 

berhak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 

huruf e dan Pasal 23 huruf f;  

k. terlambat menyerahkan Hasil 

Bersih Lelang kepada Pemilik 

Barang sesuai dengan 

perjanjian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 

huruf i; 

l. tidak menyerahkan barang, 

dokumen kepemilikan objek 
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lelang, dan kuitansi 

pembayaran lelang kepada 

Pembeli Lelang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 

huruf j;  

m. tidak menyelenggarakan 

administrasi perkantoran dan 

terlambat atau tidak 

menyampaikan laporan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 huruf k;  

n. terlambat menyetorkan denda 

atas keterlambatan 

penyetoran Bea Lelang;  

o. tidak memperlihatkan buku, 

catatan, dokumen atau 

memberikan keterangan yang 

diperlukan oleh pengawas 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (1); dan/atau 

p. terlambat mengembalikan 

Uang Jaminan Penawaran 

Lelang kepada peserta 

lelang yang tidak ditunjuk 

sebagai Pembeli. 

Melakukan pelanggaran sebagai 

berikut: 

a. memungut biaya apapun dari 

Pembeli dan Penjual di luar 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan, 

termasuk tetapi tidak terbatas 

pada buyers premium 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 huruf a;  

b. berperan serta secara 

langsung dalam kegiatan 

pelaksanaan Lelang Eksekusi 

dan/atau Lelang Noneksekusi 

Wajib sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 huruf b; 

dan/atau 

c. bertindak selaku pengacara, 

dan/atau menjadi kuasa 

sebagai Penjual dari 

Pemegang Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 huruf c.  

 

Pada KMK Nomor : 306/KMK.01/2002 tentang Balai Lelang, Pasal 18 

diatur mengenai larangan terhadap Balai Lelang. Pasal 19 mengatur tentang 

jenis sanksi yang diberikan apabila melakukan pelanggaran dan Pasal 20 
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menyebutkan pelanggaran apa saja yang diberikan sanksi tertulis. Mengenai 

uang jaminan penawaran lelang pada KMK Nomor : 306/KMK.01/2002 tidak 

diatur mengenai sanksi bila uang jaminan penawaran lelang tidak 

dikembalikan apabila lelang batal dilaksanakan atau peserta lelang yang tidak 

ditunjuk sebagai pembeli. Dalam PMK Nomor : 118/PMK.07/2005 tentang 

Balai Lelang, Pasal 32 mengatur mengenai larangan Balai Lelang. Larangan 

Balai Lelang ini diatur lebih rinci dari peraturan tentang Balai Lelang 

sebelumnya. Mengenai pemberian sanksi dalam peraturan ini diatur dalam 

Pasal 33 ayat (1) yaitu sanksi berupa surat peringatan, surat peringatan 

terakhir, denda atau pencabutan izin operasional. Sanksi tersebut lebih banyak 

dibandingkan dalam KMK Nomor : 306/KMK.01/2002 pada Pasal 19 ayat (1) 

yang hanya berupa peringatan tertulis dan/atau pencabutan ijin operasional 

Balai Lelang. Namun, dalam PMK Nomor : 118/PMK.07/2005 tidak 

ditegaskan mengenai sanksi atas pelanggaran tidak mengembalikan uang 

jaminan penawaran lelang sebagai kewajiban dari Balai Lelang. 

Peraturan tentang Balai Lelang yang terbaru yaitu PMK Nomor : 

176/PMK.06/2010 lebih memperinci lagi mengenai larangan Balai Lelang 

yang diatur dalam Pasal 29 dan dalam Pasal 30 ayat (1) mengenai jenis 

sanksinya juga lebih terperinci. Dalam Pasal 30 ayat (1) sanksi yang diberikan 

yaitu surat peringatan, surat peringatan terakhir, pembekuan izin operasional, 

pencabutan izin operasional; dan/atau denda. Pembaharuan sanksi di PMK 

Nomor : 176/PMK.06/2010 dari peraturan-peraturan sebelumnya yaitu adanya 

pembekuan izin operasional. Selain itu, mengenai pengembalian uang jaminan 

penawaran lelangnya dalam PMK Nomor : 176/PMK.06/2010 Pasal 31, 

ditegaskan bahwa sanksi yang diberikan apabila tidak melakukan kewajiban 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 huruf p yaitu terlambat 

mengembalikan uang jaminan penawaran lelang kepada peserta lelang yang 

tidak ditunjuk sebagai pembeli adalah berupa surat peringatan. Akan tetapi, 

sangat disayangkan pada peraturan Balai Lelang yang terbaru hanya 

menegaskan mengenai sanksi apabila terlambat mengembalikan uang jaminan 

penawaran lelang kepada peserta yang tidak ditunjuk sebagai pembeli. 

Menurut penulis, seharusnya pembuat peraturan juga harus lebih 
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memperhatikan dan menegaskan bunyi ketentuan tersebut yaitu dengan tidak 

hanya menyebutkan “peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pembeli” 

tetapi juga “peserta lelang yang lelangnya batal dilaksanakan”.  

Pembaharuan peraturan ini dimaksudkan agar ketentuan tentang Balai 

Lelang bisa menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Para pembuat 

peraturan perundang-undangan telah menemukan berbagai permasalahan 

terkait pengembalian uang jaminan penawaran lelang. Tidak bisa dipungkiri 

permasalahan seperti kasus di atas dapat memberikan citra negatif terhadap 

bentuk jual beli melalui lelang khususnya terhadap institusi penyelenggara 

lelang yang dikelola oleh swasta. Namun, sanksi yang diatur di peraturan 

tersebut terkadang hanya sebagai upaya preventif agar tidak terjadi hal yang 

demikian.  

Mengenai PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana sebagai salah satu Balai 

Lelang yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak 

melakukan pengembalian uang jaminan penawaran lelang, menurut Direktorat 

Lelang DJKN sebagai berikut: 

 

Pihak DJKN khususnya Direktorat Lelang memang mengetahui 

permasalahan ini. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, PT. Balai 

Lelang Mandiri Prasarana awalnya telah diberikan sanksi berupa surat 

peringatan oleh Kanwil VII dan pernah diundang DJKN untuk 

dimintai keterangan terkait permasalahannya. Namun, ketika pihak  

PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana diminta untuk 

mempertanggungjawabkan atas pengembalian uang jaminan lelang 

tersebut, mereka keberatan. Pihak PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana 

juga keberatan kalau perusahaan mereka diberi sanksi berupa 

pencabutan ijin operasional karena pada saat pemanggilan tersebut 

susunan Direksi PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana telah berubah 

dengan susunan dan kepengurusan yang baru. PT. Balai Lelang 

Mandiri Prasarana juga menyatakan bahwa masalah ini merupakan 

ulah oknum dalam perusahaan mereka dan susunan kepengurusan    

PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana yang baru masih mempunyai niat 

baik untuk melanjutkan usahanya dan sebagai bentuk tanggung jawab 

PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana telah langsung melakukan 

perubahan susunan kepengurusan pada saat permasalahan itu muncul. 

Menurut PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana yang seharusnya 
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bertanggung jawab adalah M. Roem Rachman dan kasusnya memang 

masuk keranah hukum dan pengadilan yang akan memutuskan.
27

   

 

 

Atas pernyataan pihak DJKN tersebut, menurut penulis pihak DJKN 

tidak tegas menindak PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana yang tersangkut 

kasus pidana dan perdata. Pernyataan yang menyatakan bahwa PT. Balai 

Lelang Mandiri Prasarana “keberatan” mempertanggungjawabkan untuk 

mengembalikan uang jaminan penawaran lelang seolah-olah dalam proses 

penyelesaian secara internal tersebut ada bargaining sanctions antara DJKN 

dengan PT. Balai Lelang mandiri Prasarana. Seharusnya, DJKN menjatuhkan 

saja sanksi pencabutan ijin operasional terhadap Balai Lelangnya atau pada 

saat terjadi pengalihan saham serta pergantian pengurus Balai Lelang, DJKN 

tidak memberikan persetujuan atas pengalihan saham tersebut dengan kata 

lain tidak pemberian ijin untuk melanjutkan usaha Balai Lelang atau DJKN 

menyarankan untuk pengurus yang baru apabila ingin melanjutkan usaha 

Balai Lelang agar mengajukan permohonan pendirian Balai Lelang yang baru. 

Pertimbangan atas pencabutan ijin operasional ini, memperhatikan efek 

dikemudian hari terhadap nama baik DJKN sendiri pada khususnya dan 

integritas seluruh Balai Lelang yang ada di Indonesia pada umumnya dimata 

masyarakat. Tindakan tegas untuk mencabut ijin operasional Balai Lelang ini 

dapat menjadi peringatan dan teguran keras untuk Balai Lelang lain agar tidak 

melakukan hal-hal menyimpang dari ketentuan karena DJKN sangat tegas 

untuk menindak hal-hal tersebut.  

Selain berdampak negatif terhadap citra Balai Lelang dan kegiatan 

lelang oleh swasta, kebijakan DJKN yang terkesan tidak tegas tersebut akan 

memicu munculnya image negatif dimana akan timbul ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap proses penegakan dan perlindungan hukum yang 

dilakukan  oleh  DJKN  terhadap  peserta lelang selaku perwakilan pemerintah 

 

                                                           
27

 Wawancara dengan Bapak Royani, Kepala Seksi Bina Jasa Lelang Subdit Bina Profesi 

& Jasa Lelang Direktorat Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan 

RI, Senin 26 September 2011.  
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sebagai institusi pengawasan dan pembinaan Balai Lelang. Seharusnya bila 

terjadi kasus seperti ini, hal yang paling penting adalah dimana DJKN tidak 

hanya memberikan sanksi tetapi juga bisa mengupayakan dikembalikannya 

uang jaminan penawaran lelang melalui proses penyelesaian secara internal 

karena bila sudah masuk ke ranah hukum pidana dan perdata yang proses 

penyelesaian melalui pengadilan akan memakan waktu lama dan biaya yang 

tidak murah. Memang dalam ketiga Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Balai Lelang tersebut dikatakan, sanksi sebagaimana dimaksud di atas tidak 

menutup kemungkinan gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. “Hukum memberikan perlindungan 

kepada seseorang yang dirugikan dengan memberi peluang kepada mereka 

yang memiliki hak untuk melakukan gugatan ganti rugi melalui perdata atau 

pidana terhadap mereka yang menggangu hak-hak utama”.
28

 Tuntutan pidana 

dilakukan oleh peserta lelang untuk memberikan efek jera kepada pihak yang 

seharusnya bertanggung jawab atas pengembalian uang jaminan penawaran 

lelang dan gugatan perdata dilakukan sebagai upaya menuntut pengembalian 

uang jaminan penawaran lelang. Dengan dikabulkannya kasasi PT. Konrat 

Marbella, maka PT. Konrat Marbella mendapat perlindungan hukum yang 

kuat dan dapat menuntut pihak yang kalah wajib melaksanakan isi putusan 

untuk melakukan pengembalian uang jaminan penawaran lelangnya. 

 

2.4.2 Tanggung Jawab Balai Lelang Terhadap Gugatan Uang Jaminan 

Peserta Lelang Dalam Hal Terjadi Pembatalan Sebelum 

Pelaksanaan Lelang. 

Dengan terbuktinya Direksi dan Komisaris PT. Balai Lelang Mandiri 

Prasarana, M. Roem Rachman, Nani Taifur  dan PT. Bank  Tabungan  Negara  

(Persero) melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan Kasasi 

Mahkamah Agung Nomor : 2836 K/Pdt/2009, maka berdasarkan Pasal 1365 

KUHPerdata  adalah  kewajiban para pelaku perbuatan melawan hukum untuk 
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membayar ganti rugi, tetapi KUHPerdata tidak mengatur lebih lanjut tentang 

ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. “Pasal 1365 

KUHPerdata dan seterusnya hingga Pasal 1380 KUHPerdata hanya membatasi 

penggantian dalam bentuk kerugian, tanpa menyebutkan istilah biaya dan 

bunga”.
29

 Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, pihak yang dirugikan cukup 

membuktikan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat perbuatan melawan 

hukum Tergugat. Tidak diisyaratkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan 

melawan hukum terhadap orang yang dirugikan. 

Dalam upayanya melakukan pembelaan, pihak PT. Balai Lelang 

Mandiri Prasarana menyatakan bahwa yang harus bertanggung jawab 

hanyalah M. Roem Rachman dan Nani Taifur yang saat itu menjabat selaku 

Direktur Utama dan Komisaris karena PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana 

hanya bertindak selaku badan hukum (institusi) penyelenggara lelang atas 

objek milik PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang pelaksanaan lelangnya 

berkoordinasi dengan KPKNL Jakarta V, sedangkan pihak pelaksana yang 

sangat bertanggung jawab secara personal terhadap operasional dan 

administrasi sesuai Anggaran Dasar adalah M. Roem Rachman dan           

Nani Taifur yang berkapasitas sebagai Direktur dan Komisaris saat 

pelaksanaan lelang pada waktu itu.  

Memang pada awal permasalahan muncul, PT. Konrat Marbella telah 

meminta pertanggung jawaban untuk meminta pengembalian uang jaminan 

penawaran lelang terhadap M. Roem Rachman selaku Direktur PT. Balai 

Lelang Mandiri Prasarana yang menjabat saat itu. Atas permintaan 

pengembalian tersebut pada tanggal 11 April 2005, M. Roem Rachman selaku 

Direktur Utama mengirimkan fax slip bukti transfer dari Bank BCA senilai 

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai pengembalian jaminan lelang 

atas nama PT. Konrat Marbella, namun hingga tanggal 18 April 2005          

PT. Konrat Marbella belum menerima pengembalian uang jaminan penawaran 

lelang tersebut, sehingga PT. Konrat Marbella kembali menagihnya. 
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 Kemudian pada tanggal 19 April 2005, PT. Balai Lelang Mandiri 

Prasarana mengirimkan Giro Bank BTN No. TF.521692 senilai                   

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke PT. Konrat Marbella melalui kurir, 

namun karena ada kesalahan nama penerima maka dikirimkan Giro Pengganti 

No. 521693. Akan tetapi, PT. Konrat Marbella menerima pemberitahuan dari 

Bank Mandiri cabang Cideng bahwa giro tersebut ditolak karena saldo tidak 

cukup. M. Roem Rachman kemudian disomasi oleh pihak PT. Konrat 

Marbella dan pada tanggal 27 April 2005, M. Roem Rachman membuat surat 

keterangan No. 737/BMP/SK/IV/05 yang berisi kesanggupannya untuk 

mengembalikan uang PT. Konrat Marbella sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua 

milyar rupiah). Namun, hingga saat yang dijanjikan M. Roem Rachman tidak 

pernah mengembalikan uang jaminan penawaran lelang tersebut kepada      

PT. Konrat Marbella. Atas rentetan kejadian tersebut, PT. Konrat Marbella 

kemudian melaporkan M. Roem Rachman ke pihak yang berwajib dengan 

tuduhan penggelapan. Setelah melalui proses persidangan akhirnya Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 

bulan karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP yang berbunyi : 

 

Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu 

barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk barang orang lain 

dan barang itu berada ditangannya bukan kejahatan, dihukum dengan 

hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda 

sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (Sembilan ratus ribu rupiah). 

 

 

Dalam keterangannya dipersidangan, M. Roem Rachman mengakui 

perbuatannya. Bahwa uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) 

milik PT. Konrat Marbella setelah diterima oleh M. Roem Rachman kemudian 

digunakan unuk melakukan pengurusan SKPT di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bandung sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 

digunakan untuk perpanjangan di Kementerian BUMN yaitu mengurus 

perpanjangan penjualan aset yang akan dijual lelang sebesar Rp. 50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah), digunakan untuk membayar hutang pengurusan gula 

yang sudah dilelang mencapai Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus 

juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan 
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PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat 

diketahui bahwa sebenarnya uang jaminan penawaran lelang yang telah 

disetorkan tersebut seolah-olah dikuasai dan digunakan atas dasar kekuasaan 

Direktur yaitu M. Roem Rachman yang seharusnya tidak boleh demikian. 

Sebagai Direktur, M. Roem Rachman telah mempertanggungjawabkan 

perbuatannya dengan menjalani hukuman tersebut. Akan tetapi, dengan vonis 

tersebut tidak mengembalikan keadaan semula yaitu kembalinya uang jaminan 

penawaran lelang kepada PT. Konrat Marbella.  

Selama M. Roem Rachman menjalani hukumannya, PT. Konrat 

Marbella telah melakukan usaha dalam rangka memperoleh kembali uang 

jaminan penawaran lelangnya dengan terungkap beberapa fakta sebagai 

berikut: 

1. PT. Konrat Marbella telah meminta pertanggungjawaban dari PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) yaitu dalam pertemuannya yang berlangsung 

berkali-kali PT. Bank Tabungan Negara (Persero) berjanji menyatakan 

ikut membantu melakukan penyelesaian masalah ini dengan memberikan 

kredit ke M. Roem Rachman asalkan seluruh aset-aset M. Roem Rachman 

diserahkan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai jaminan. 

Pada tanggal 13 Oktober 2005 dibuatlah perjanjian pengakuan hutang 

dihadapan Notaris Fransiscus Xaverius Arsin, SH sebesar                        

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) antara PT. Konrat Marbella 

dengan Nani Taifur dengan persetujuan M. Roem Rachman dengan 

jaminan SHM No. 2818 dan SHM No. 3720, keduanya bernilai              

Rp. 1.417.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh belas juta rupiah). 

Sampai adanya gugatan, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) baru 

mengambil over jaminan SHM No. 2818 senilai Rp. 400.000.000,- (empat 

ratus juta rupiah). Dari over jaminan itu, M. Roem Rachman baru 

membayar ke PT. Konrat Marbella sebesar Rp. 363.966.775,- (tiga ratus 

enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus 

tujuh puluh lima rupiah), sehingga secara keseluruhan pembayaran yang 

baru diterima PT. Konrat Marbella dari M. Roem Rachman dan           
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Nani Taifur sebesar Rp. 407.966.775 (empat ratus tujuh juta sembilan 

ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). 

2. PT. Konrat Marbella sebelumnya pernah mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register perkara nomor : 

144/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst dan telah dicabut oleh PT. Konrat Marbella  

melalui kuasa hukumnya nomor 031/RD-R/IX/2006 tertanggal 21 

september 2006 karena adanya perdamaian yaitu kesepakatan yang 

dilakukan para pihak diluar persidangan mengenai pengembalian uang 

jaminan penawaran lelang. Akan tetapi, perdamaian itu tidak sesuai 

harapan, sehingga PT. Konrat Marbella mengajukan gugatan perdata yang 

kedua kalinya yaitu pada tanggal 1 Mei 2007 dengan register perkara 

nomor : 166/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst dan gugatan ini sampai pada proses 

kasasi di Mahkamah Agung. 

Dari fakta-fakta tersebut jelas terungkap bahwa dalam usaha 

memperoleh pengembalian uang jaminan penawaran lelang, tidak ada itikad 

baik yang dilakukan M. Roem Rachman maupun dari PT. Balai Lelang 

Mandiri Prasarana untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga masalah 

ini mendapat penyelesaian melalui putusan Kasasi Mahkamah Agung.  

Berdasarkan putusan Kasasi nomor : 2836 K/Pdt/2009, PT. Balai 

Lelang Mandiri Prasarana, M. Roem Rachman, Nani Taifur, PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan 

bertanggung jawab secara renteng mengembalikan uang PT. Konrat Marbella 

sebesar Rp. 990.966.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus 

enam puluh enam ribu rupiah). Jumlah pengembalian uang tersebut dihitung 

dari nilai jaminan 2 buah rumah yaitu SHM No. 2818 dan SHM No. 3720 

yang keseluruhannya senilai Rp. 1.417.000.000,- dikurangi cicilan yang telah 

dibayarkan senilai Rp. 407.966.775,- tersisa Rp. 1.009.034.000. Kemudian 

uang jaminan penawaran lelang sebesar Rp. 2.000.000.000,- dikurangi dengan 

Rp. 1.009.034.000,-, sehingga tersisa Rp. 990.966.00,- (Sembilan ratus 

sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang harus 

dikembalikan ke PT. Konrat Marbella.  
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Dengan adanya putusan Kasasi tersebut menguatkan putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa PT. Balai Lelang 

Mandiri Prasarana bertanggung jawab mengembalikan uang jaminan 

penawaran lelang PT. Konrat Marbella. Mengenai adanya putusan Mahkamah 

Agung RI ini, pihak DJKN menyatakan; 

 

Memang bila melihat dari putusannya, PT. Balai Lelang Mandiri 

Prasarana harus bertanggung jawab mengembalikan uang jaminan 

penawaran lelang, dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI yang 

terbilang baru diketahui oleh pihak DJKN ini, dapat sebagai informasi 

untuk pihak DJKN melakukan tindakan lebih lanjut kepada PT. Balai 

Lelang Mandiri Prasarana.
30

 

 

 

 Dengan dijatuhkannya putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut, 

sebenarnya belum cukup untuk mengetahui bahwa apakah pihak yang kalah 

akan menjalankan putusan tersebut. Dalam hal ini harus ada eksekusi yang 

dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat. Pada prinsipnya, 

eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan Pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang 

kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika 

pihak yang kalah bersedia mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela, 

tindakan eksekusi harus disingkirkan. Pada bentuk menjalankan putusan 

secara sukarela, pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna isi 

putusan Pengadilan. Pihak yang kalah tanpa paksaan dari pihak manapun 

menjalankan pemenuhan kebutuhan hukum yang dijatuhkan kepadanya. 

Apabila pihak yang kalah dengan sukarela memenuhi isi putusan kepada pihak 

penggugat, berarti isi putusan telah selesai dijalankan. Dengan selesainya isi 

putusan dijalankan tergugat, tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya. 

Eksekusi  dalam  suatu  perkara   baru  tampil  dan   berfungsi   apabila   pihak 
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tergugat tidak bersedia mentaati dan menjalankan putusan secara sukarela 

akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut 

“eksekusi”. 

 Pada saat penulis mengkonfirmasi kepada pihak PT. Balai Lelang 

Mandiri Prasarana mengenai adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung 

Nomor : 2836K/Pdt/2009 ini, melalui Direktur Utamanya Drs. Efri Jhonly, 

SH., MM menyatakan baru mengetahui adanya putusan tersebut dari penulis. 

Berdasarkan keterangan yang disampaikan beliau, salinan putusan tersebut 

pun belum diterima. Mengenai amar putusan yang menyatakan PT. Balai 

Lelang Mandiri Prasarana ikut bertanggung jawab secara renteng untuk 

mengembalikan uang jaminan penawaran lelang, Drs. Efri Jhonly, SH., MM 

menyatakan sebagai berikut; 

 

Apabila PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana harus ikut bertanggung 

jawab mengembalikan uang jaminan penawaran lelang tersebut, 

tentunya kami sangat keberatan. Itu merupakan tanggung jawab 

Direktur lama yaitu M. Roem Rachman berdasarkan akta nomor 7 

tanggal 6 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Hestyani Hassan, SH, 

M.Kn, Notaris di Jakarta tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana pada halaman 4 butir 1 dan 

6 “Bahwa seluruh piutang yang telah ada sebelum dilaksanakannya 

jual beli saham dengan para pembeli saham sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab para pemegang saham lama dan bilamana dikemudian 

hari terdapat gugatan di depan Pengadilan atas tanggung jawab 

perseroan dalam menjalankan fungsinya sebagai Balai Lelang sebelum 

terjadinya jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab para 

pemegang saham lama”. Walaupun Balai Lelang sebagai institusi 

penyelenggara lelang telah mendapat sanksi yaitu berupa surat 

peringatan dari Kanwil VII dan pernah dipanggil oleh DJKN untuk 

dimintai keterangan terkait permasalahan ini, akan tetapi kami tetap 

berpegang pada isi RUPS LB tersebut dimana segala akibat hukum 

yang timbul akibat kepengurusan yang lama bukan tanggung jawab 

kepengurusan yang baru.
31
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Berdasarkan pernyataan dari PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana, 

terlihat jelas bahwa kemungkinan dijalankannya putusan kasasi tersebut secara 

sukarela tidak akan terjadi. PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana menegaskan 

tidak bersedia ikut secara renteng mengembalikan uang jaminan penawaran 

lelang dan menurutnya yang harus mempertanggungjawabkan seluruh sisa 

uang jaminan penawaran lelang adalah tetap M. Roem Rachman.  

Menurut penulis, PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana tetap harus 

bertanggung jawab atas pengembalian uang jaminan penawaran lelang 

tersebut. Tanggung jawab merupakan kewajiban untuk melaksanakan sesuatu 

yang ditugaskan sebaik mungkin. Tanggung jawab dapat berlangsung terus 

atau dapat berhenti apabila tugas tertentu yang dibebankan telah selesai 

dilaksanakan. Balai Lelang merupakan Perseroan Terbatas (PT) dan Perseroan 

Terbatas (PT) merupakan perusahaan yang oleh Undang-Undang tentang 

Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. 

Dengan status yang demikian itu, Balai Lelang menjadi subyek hukum yang 

menjadi pendukung hak dan kewajiban. Sebagai badan hukum, Balai Lelang 

memiliki kedudukan mandiri (persona standi in judicio) yang tidak tergantung 

pada pemegang sahamnya. Dalam Balai Lelang, hanya organ yang dapat 

mewakili Balai Lelang yang menjalankan perusahaan. Hal ini berarti Balai 

Lelang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia 

dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang karena Balai Lelang bertindak 

dengan perantaraan pengurusnya. Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah 

seorang manusia yang mempunyai pikiran / kehendak, akan tetapi menurut 

hukum, Balai Lelang dapat dianggap mempunyai kehendak. Kehendak dari 

persero pengurus dianggap sebagai kehendak Balai Lelang. Akan tetapi, 

perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama Balai Lelang, 

pertanggungjawabannya terletak pada Balai Lelang dengan semua harta 

bendanya. 

Dengan bertindaknya M. Roem Rachman pada saat itu sebagai 

Direktur mengatasnamakan Balai Lelang yang merupakan badan hukum, 

maka pertanggungjawabannya tetap pada Balai Lelangnya walaupun anggota 

badan hukum telah berganti tetapi badan hukum tetap ada dengan hak dan 
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kewajiban yang tetap melekat, sehingga sanksi hukum berdasarkan putusan 

Pengadilan yang menyatakan harus mengembalikan uang jaminan penawaran 

lelang tersebut seyogyanya harus dipatuhi oleh Balai Lelang sebagai badan 

hukum. 

Jika Balai Lelang tidak melaksanakan putusan secara sukarela, dengan 

demikian harus ada eksekusi terhadap putusan kasasi tersebut. Dimana 

putusan kasasi tersebut merupakan putusan kondemnator yaitu “putusan yang 

amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman”
32

. Kewenangan 

menjalankan eksekusi terhadap putusan Pengadilan ada pada peradilan tingkat 

pertama dalam kasus ini yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kewenangan 

tersebut secara formal berada di tangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat. Apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan pemenuhan putusan 

secara sukarela, pihak yang menang dalam hal ini PT. Konrat Marbella dapat 

mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diberi wewenang untuk memerintahkan 

eksekusi dan memimpin jalannya eksekusi. Sangat diharapkan kepada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat melaksanakan eksekusi tersebut 

bila pihak yang kalah benar-benar tidak melaksanakan putusan secara 

sukarela. Akan tetapi, penulis tidak mendapatkan konfirmasi dari PT. Konrat 

Marbella terkait dengan apakah akan melakukan permohonan eksekusi apabila 

pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Apabila 

tidak ada permohonan eksekusi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bisa 

mengeluarkan penetapan untuk melaksanakan eksekusi. 

Melihat berbelit-belitnya proses pengembalian uang jaminan 

penawaran lelang ini dikhawatirkan akan memberikan citra negatif kepada 

Balai Lelang. Kepercayaan  masyarakat  untuk  menjadi  peserta  lelang  yang 

ingin mengikuti proses lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang 

kemungkinan semakin menurun. Masyarakat pastinya akan khawatir bila 

terjadi  hal  yang  demikian. Apabila  sudah  terjadi, maka proses penyelesaian 
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yang melalui jalur litigasi seperti ini sudah tentu menimbulkan permasalahan 

baru mulai dari proses penyelesaian yang panjang sampai dengan memakan 

biaya yang tidak sedikit.  

Menurut penulis perlu ada modifikasi terhadap Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Balai Lelang berupa penambahan ketentuan tentang 

persyaratan mendirikan Balai Lelang sebagaimana yang telah diatur dalam 

Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor : 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang yaitu 

mewajibkan setiap Balai Lelang menyetorkan uang dengan jumlah tertentu 

pada suatu rekening khusus disimpan sebagai suatu jaminan dan dikunci pada 

saat proses pendirian Balai Lelang. Ketentuan ini sebenarnya mengadopsi dari 

sistem perbankan dimana didirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

sebagai salah satu bentuk pemberian jaminan langsung kepada nasabah bank. 

Pendirian LPS ini dimaksud untuk menjamin kepercayaan nasabah terhadap 

bank dan melindungi nasabah yang secara sosial dan politik tidak dapat 

menanggung beban kerugian akibat kebangkrutan bank. 

Sama halnya dengan Balai Lelang, sebagai bentuk jaminan terhadap 

kinerja Balai Lelang agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini, dengan adanya 

ketentuan tentang penyimpanan uang Balai Lelang di rekening khusus dan 

dikunci adalah untuk melindungi peserta lelang yang dirugikan akibat uang 

jaminan penawaran lelangnya tidak dikembalikan karena lelang dibatalkan 

maupun peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pembeli. Rekening khusus 

ini harus dibuat atas dasar adanya persetujuan para pihak yang 

berkepentingan. Persetujuan tersebut dilakukan dalam bentuk perjanjian 

tertulis antara DJKN dengan Balai Lelang yang isinya secara garis besar 

adalah mengenai tujuan adanya rekening khusus tersebut sebagai bentuk 

jaminan terhadap Balai Lelang dalam melakukan kegiatan usaha. Rekening 

khusus tersebut kemudian menjadi kewenangan DJKN dan hanya dapat 

dicairkan atas persetujuan DJKN apabila suatu saat Balai Lelang melakukan 

pelanggaran yang merugikan peserta lelang atau telah melanggar hal-hal yang 

telah disepakati lainnya. Akan tetapi, DJKN juga harus memberitahukan 

kepada Balai Lelang tentang kondisi uang Balai Lelang selama ada di 

rekening khusus tersebut dengan cara mengirimkan surat setiap bulannya atau 
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beberapa bulan sekali untuk mengabarkan bahwa uang Balai Lelang yang 

berada dibawah kewenangan DJKN dalam keadaan baik-baik saja. Terhadap 

pendapat yang penulis sampaikan ini, pihak DJKN menyatakan hal ini sangat 

logis untuk diterapkan kepada Balai Lelang nantinya dan sebagai saran untuk 

lebih menyempurnakan peraturan khususnya peraturan tentang Balai Lelang di 

masa mendatang. 

Kasus yang terjadi antara PT. Konrat Marbella sebagai peserta lelang 

dengan PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana adalah salah satu contoh sulitnya 

pengembalian uang jaminan penawaran lelang. PT. Konrat Marbella yang 

berusaha untuk meminta kembali haknya ternyata mengalami banyak kendala 

walaupun putusan pengadilan menyatakan PT. Balai Lelang Mandiri 

Prasarana harus bertanggung jawab mengembalikan. Kendala tersebut antara 

lain PT. Konrat Marbella tidak bisa meminta diletakkan sita jaminan terhadap 

aset milik PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana dikarenakan ketidaktahuan 

terhadap aset apa saja yang dimiliki PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana yang 

bisa dimintakan sita jaminan, sehingga dalam proses penyelesaian masalah ini 

tidak dapat dilakukan eksekusi apabila PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana 

tidak mau menjalankan putusan Pengadilan. 

Dengan diberlakukannya ketentuan tentang kewajiban memiliki 

rekening khusus terhadap Balai Lelang yang kewenangannya berada dibawah 

DJKN, sebenarnya dapat mengurangi kasus-kasus yang terjadi seperti ini. 

Uang dalam rekening khusus tersebut dapat digunakan atau dicairkan atas 

persetujuan DJKN sebagai pembayaran atau pengembalian uang jaminan 

penawaran lelang milik peserta lelang apabila Balai Lelang tidak segera 

mengembalikannya. Dengan begitu masyarakat tidak akan merasa khawatir 

apabila akan menjadi peserta lelang yang harus menyetorkan uang jaminan 

penawaran lelang ke rekening Balai Lelang karena apabila sewaktu-waktu 

Balai Lelang melakukan pelanggaran telah ada perlindungan hukum yang 

cukup kuat terhadap keamanan uang jaminan peserta lelang tersebut. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan tesis ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Perlindungan hukum peserta lelang yang telah menyetorkan uang jaminan 

penawaran lelang apabila terjadi pembatalan sebelum pelaksanaan lelang 

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2836 K/Pdt/2009 

adalah dengan dikabulkannya permohonan kasasi PT. Konrat Marbella 

sebagai peserta lelang dan menyatakan para tergugat yaitu PT. Balai 

Lelang Mandiri Prasarana, M. Roem Rachman, Nani Taifur dan PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum 

karena tidak mengembalikan uang jaminan penawaran lelang sesuai 

ketentuan serta bertanggung jawab secara renteng untuk segera 

mengembalikan uang jaminan penawaran lelang milik PT. Konrat 

Marbella.  

2. Dengan dikabulkannya permohonan kasasi PT. Konrat Marbella sebagai 

perserta lelang, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 

2836 K/Pdt/2009, PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana harus bertanggung 

jawab mengembalikan uang jaminan penawaran lelang secara tanggung 

renteng bersama M. Roem Rachman, Nani Taifur dan PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) sebesar Rp. 990.966.000,- (Sembilan ratus sembilan 

puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah). Jumlah 

pengembalian uang tersebut dihitung dari nilai jaminan 2 buah rumah 

milik M. Roem Rachman yang keseluruhannya senilai Rp. 1.417.000.000,- 

dikurangi cicilan yang telah dibayarkan senilai Rp. 407.966.775,- tersisa 

Rp. 1.009.034.000. Kemudian uang jaminan penawaran lelang sebesar Rp. 

2.000.000.000,- dikurangi dengan Rp. 1.009.034.000,-, sehingga tersisa 
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Rp. 990.966.00,- (Sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam 

puluh enam ribu rupiah) yang harus dikembalikan ke PT. Konrat Marbella.  

 

3.2 Saran 

1. Dalam PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang dalam Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa pengembalian uang 

jaminan penawaran lelang paling lama 1 hari kerja sejak permintaan 

pengembalian dari peserta lelang diterima. Sebaiknya pengembalian uang 

jaminan penawaran lelang dilakukan bukan atas permintaan peserta lelang 

yang tidak ditunjuk sebagai pembeli atau lelang batal dilaksanakan, tetapi 

haruslah institusi penyelenggara lelang yaitu KPKNL / Balai Lelang 

dengan kewenangannya sendiri berinisiatif untuk mengembalikan kepada 

peserta lelang yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak 

lelang dilaksanakan atau dinyatakan batal dilaksanakan. 

2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) merupakan syarat mutlak 

yang harus dipenuhi untuk melakukan lelang tanah dan/atau bangunan. 

Akan tetapi, telah terjadi bahwa pelaksanaan lelang batal karena SKPT 

belum ada. Untuk menghindari hal ini, perlu ada kerjasama yang baik 

antara KPKNL / Balai Lelang sebagai pemohon dikeluarkannya SKPT 

dengan Kantor Pertanahan yang mengeluarkan SKPT. Kantor Pertanahan 

dalam mengeluarkan SKPT yang dimohonkan dapat melakukannya 

sebelum penetapan tanggal lelang. Sebaliknya, jika kebutuhan SKPT 

untuk lelang mendesak sebaiknya KPKNL / Balai Lelang dapat 

mendatangi langsung Kantor Pertanahan untuk mempercepat proses 

dikeluarkannya SKPT. 

3. Ketentuan mengenai siapa yang berwenang mengajukan permohonan 

SKPT memang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 41 ayat (2) dan (3) yaitu oleh 

Kepala Kantor Lelang dan dalam PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 22 ayat (2) yaitu oleh Kepala KPKNL 

dan Pejabat Lelang kelas II. Sebaiknya ketentuan dalam hal siapa yang 
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berwenang mengajukan permohonan SKPT tersebut dapat dirubah dengan 

menambahkan pihak penjual sebagai pemilik barang / pemohon lelang 

menjadi salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan SKPT 

kepada Kantor Pertanahan karena pihak penjual sebagai pemilik barang / 

pemohon lelang yang mengerti betul tentang kondisi tanahnya, ada atau 

tidak adanya perubahan data fisik dan data yuridis. 

4. Dalam PMK Nomor : 176/PMK.06/2010 Pasal 31, ditegaskan bahwa 

sanksi yang diberikan apabila tidak melakukan kewajiban sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 31 huruf p yaitu terlambat mengembalikan uang 

jaminan penawaran lelang kepada peserta lelang yang tidak ditunjuk 

sebagai pembeli adalah berupa surat peringatan. Akan tetapi, sangat 

disayangkan pada peraturan Balai Lelang yang terbaru ini hanya 

menegaskan mengenai sanksi apabila terlambat mengembalikan uang 

jaminan penawaran lelang kepada peserta yang tidak ditunjuk sebagai 

pembeli. Seharusnya pembuat peraturan juga harus lebih memperhatikan 

dan menegaskan bunyi ketentuan tersebut yaitu dengan tidak hanya 

menyebutkan “peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pembeli” tetapi 

juga “peserta lelang yang lelangnya batal dilaksanakan”.  

5. Seharusnya DJKN menjatuhkan sanksi pencabutan ijin operasional 

terhadap PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana atau pada saat terjadi 

pengalihan saham serta pergantian pengurus PT. Balai Lelang Mandiri 

Prasarana, DJKN tidak memberikan persetujuan atas pengalihan saham 

tersebut dengan kata lain tidak pemberian ijin untuk melanjutkan usaha 

atau DJKN menyarankan untuk pengurus yang baru apabila ingin 

melanjutkan usaha Balai Lelang agar mengajukan permohonan pendirian 

Balai Lelang yang baru. Pertimbangan atas pencabutan ijin operasional ini, 

memperhatikan efek dikemudian hari terhadap nama baik DJKN sendiri 

pada khususnya dan integritas seluruh Balai Lelang yang ada di Indonesia 

pada umumnya dimata masyarakat. Tindakan tegas untuk mencabut ijin 

operasional Balai Lelang ini dapat menjadi peringatan dan teguran keras 
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untuk Balai Lelang lain agar tidak melakukan hal-hal menyimpang dari 

ketentuan karena DJKN sangat tegas untuk menindak hal-hal tersebut.  

6. Perlu ada modifikasi terhadap Peraturan Menteri Keuangan tentang Balai 

Lelang berupa penambahan ketentuan tentang persyaratan mendirikan 

Balai Lelang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 

Nomor : 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang yaitu mewajibkan setiap 

Balai Lelang menyetorkan uang dengan jumlah tertentu pada suatu 

rekening khusus, disimpan sebagai suatu jaminan dan dikunci pada saat 

proses pendirian Balai Lelang. Tujuan adanya rekening khusus tersebut 

adalah sebagai bentuk jaminan terhadap Balai Lelang dalam melakukan 

kegiatan usaha. Rekening khusus tersebut kemudian menjadi kewenangan 

DJKN dan hanya dapat dicairkan atas persetujuan DJKN apabila suatu saat 

Balai Lelang melakukan pelanggaran yang merugikan peserta lelang atau 

telah melanggar ketentuan lainnya.  
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Nama Pewawancara  : Shinta Tri Lestari 

Nara Sumber   : Agus Rodani, SH  

Kepala Seksi Hukum dan Informasi Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V 

 

1. Terkait pembatalan sebelum pelaksanaan lelang dikarenakan SKT belum 

diterbitkan, berdasarkan PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk 

pelaksanaan lelang pasal 22 menyebutkan, permohonan penerbitan SKT 

kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat diajukan oleh Kepala KPKNL 

atau pejabat lelang kelas II. Mengenai permohonan tersebut, apabila diajukan 

oleh Kepala KPKNL apa yang menjadi hambatan sehingga SKPT sulit untuk 

diterbitkan? 

2. Dalam proses pengumuman lelang bahwa akan diadakan lelang, dalam jangka 

waktu pengumuman tersebut, dibarengi pula dengan permintaan SKPT bila 

lelang berupa tanah dan/atau bangunan. Bagaimana sebaiknya? Apakah 

permintaan SKPT berbarengan dengan diumumkannya lelang? ataukah 

sebaiknya pada saat permohonan lelang diajukan penjual kepada KPKNL atau 

Balai Lelang, terlebih dahulu dimintakan SKPT sebelum diadakan 

pengumuman lelangnya untuk menghindari hal-hal seperti kasus diatas? 

3. Berdasarkan kronologis kasus yang ada di putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat. Lelang pertama diumumkan tanggal 13 Maret 2005 (untuk pelaksanaan 

lelang tanggal 21 Maret 2005 (jeda 7 hari tidak termasuk tanggal lelang), 

kemudian ditunda. Lalu diumumkan lelang kedua tanggal 31 maret 2005 

(untuk pelaksanaan lelang tanggal 8 April 2005 (jeda 7 hari tidak termasuk 

tanggal lelang), kemudian ditunda lagi. Diumukan lelang ketiga tanggal 11 

april 2005 (untuk pelaksanaan lelang tanggal 18 April 2005 (jeda 6 hari tidak 

termasuk tanggal lelang). Disimpulkan, antara pengumuman I, II, III Jeda 18 
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hari dan 10 hari (tidak termasuk tgl pengumuman). Di alat bukti yang penulis 

baca dan lihat sendiri, penetapan tanggal lelang oleh Kantor Lelang hanya 

yang untuk lelang tanggal 18 april 2005 atau lelang yang terakhir. Seharusnya, 

pada tanggal pertama kali mau lelang harus minta penetapan tanggal ke kantor 

lelang juga. Seandainya rencana lelang yang dicantumkan di pengumuman 

lelang itu ditetapkan sendiri oleh Balai Lelang, sah atau tidak? 

4. Balai Lelang meminta tanggal penetapan itu untuk pelaksanaannya dilakukan 

oleh Kantor Lelang. Untuk pelaksanaan lelangnya itu sendiri, Pejabat 

Lelangnya siapa yang menentukan? 

5. Kalau terjadi penundaan lelang, dilakukan pengumuman lelang ulang. Boleh 

tidak nominal uang jaminannya berubah?. Misalnya dalam pengumuman 

lelang dicantumkan uang jaminan Rp. 1Milyar, apakah peserta lelang boleh 

menyetor lebih? Lalu, jika perusahaan yang ingin ikut lelang diwakili oleh 

salah satu Komisaris kemudian mentransfer Rp. 1 Milyar, lalu  Direktur 

perusahaan itu juga mentransfer Rp. 1 Milyar tapi atas nama pribadi, apakah 

itu sah? 

6. SKPT telah dimintakan oleh Kantor Lelang Jakarta II akan tetapi lelang tidak 

berhasil. Beberapa tahun kemudian lelang diadakan lagi untuk objek yang 

sama melalui Kantor Lelang jakarta V. SKPT yang pernah diterbitkan atas 

permohonan Kantor Lelang Jakarta II tersebut disimpan oleh siapa?  

7. SKPT hanya akan diterbitkan satu kali. Kalau tidak ada perubahan data fisik 

atau yuridis SKPT dapat terus dipergunakan tanpa batas waktu. Apabila 

terhadap objek tersebut akan dilakukan lelang lagi, paling tidak Kantor Lelang 

hanya melakukan konfirmasi terhadap SKPT tersebut. Bagaimana prosedur 

melakukan konfirmasi SKPT tersebut? 

8. Bagaimana tanggapan KPKNL Jakarta V atas pernyataan yang disampaikan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung apabila ternyata SKPT yang dikatakan 

belum diterbitkan pada lelang tahun 2005 sebenarnya karena tidak 

dimohonkan (seandainya pada tahun 2005 yang harus mengajukan 

permohonan SKPT adalah KPKNL Jakarta V) 
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DAFTAR PERTANYAAN  

KEMENTERIAN KEUANGAN RI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT 

JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAKARTA VII  

 

Nama Pewawancara  : Shinta Tri Lestari 

Nara Sumber   : John Berty Rays, SH, M.Kn  

Kepala Seksi Bina Lelang I Subdit Lelang 

 

1. Dalam pasal 31 PMK Nomor 176/PMK.06/2010 ayat 1 huruf p menyatakan, 

bahwa Balai Lelang diberikan sanksi berupa surat peringatan dalam hal 

terlambat mengembalikan uang jaminan penawaran lelang kepada peserta 

lelang yang tidak ditunjuk sebagai pembeli”. Apakah sanksi ini juga termasuk 

dalam hal Balai Lelang yang tidak mengembalikan uang jaminan penawaran 

lelang kepada peserta lelang pada saat lelang batal dilaksanakan? 

2. Dasar pemberian sanksi tersebut apakah berdasarkan penemuan dalam 

pengawasan ataukah melalui pengaduan dari berbagai sumber khususnya 

peserta lelang? 

3. Dalam rangka menuntut haknya, peserta lelang tersebut kemudian 

mengajukan gugatan ke pengadilan. Bagaimana sanksi yang telah dijatuhkan 

kepada Balai Lelang tersebut? 

4. Apakah dimungkinkan apabila terjadi kasus seperti tersebut diatas, Kantor 

Wilayah sebagai institusi pengawasan dan pembinaan terhadap balai lelang, 

dapat menjadi mediator atas permasalahan tersebut selain menjatuhkan 

sanksi? 
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DAFTAR PERTANYAAN  

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL 

KEKAYAAN NEGARA Up. DIREKTORAT LELANG 

 

Nama Pewawancara  : Shinta Tri Lestari 

Nara Sumber   : Bapak Royani  

Kepala Seksi Bina Jasa Lelang Subdit Bina Profesi & Jasa 

Lelang Direktorat Lelang 

 

1. Sebagai institusi pembinaan dan pengawasan terhadap Balai Lelang yang 

kewenangannya sebagian didelegasikan kepada Kanwil Lelang, bagaimana 

DJKN menanggapi hal ini? Apakah DJKN akan memberikan sanksi kepada 

Balai Lelang tersebut?  

2. Jika peserta lelang yang telah disahkan sebagai pembeli kemudian melakukan 

wanprestasi terhadap pembayaran sisa harga, terdapat ketentuan mengenai 

Black List, Apakah terhadap Balai Lelang dan direksinya yang wanprestasi 

seperti kasus di atas bisa dilakukan juga Black List? 

3. Pasal 24 (3) PMK No. 176/PMK.06.2010 tentang Balai Lelang menyebutkan 

pengawasan Balai Lelang sebagian didelegasikan kepada kepala Kantor 

Wilayah. Apakah ada pembagian khusus pengawasannya, mana yang di 

Kanwil dan mana yang di DJKN? 

4. Pasal 27 (1) PMK No. 176/PMK.06.2010 tentang Balai Lelang, pengawasan 

dilakukan sekali dalam setahun. Bagaimanakah teknis pengawasan yang 

dilakukan? Bagaimana bila ada permasalahan seperti kasus tersebut di atas, 

apa yang akan dilakukan DJKN? 

5. PMK yang menyebutkan bahwa sanksi tidak menutup kemungkinan adanya 

gugatan perdata atau pidana, apakah dengan adanya gugatan pidana atau 

perdata, sanksi tidak perlu diberikan lagi? 

6. Bagaimana pengawasan yang dilakukan? Apakah dari awal adanya lelang 

ataukah dengan laporan-laporan balai lelang setelah penyelenggaraan lelang? 
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7. Apa yang akan dilakukan oleh DJKN kedepan setelah memperoleh 

pengalaman terhadap Balai Lelang seperti itu? 
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DAFTAR PERTANYAAN  

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG 

 

Nama Pewawancara  : Shinta Tri Lestari 

Nara Sumber   : Bapak Giyanto, SH 

Kepala Seksi Pendaftaran Hak-Hak dan Pendaftaran Tanah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung 

 

1. Apa syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan SKPT dalam 

rangka lelang? 

2. Siapa saja pihak yang berhal untuk mengajukan permohonan SKPT dalam 

rangka lelang? 

3. Apakah SKPT memiliki batas waktu untuk dapat dipergunakan dalam lelang? 

4. Apa yang menghambat SKPT sulit untuk diterbitkan? 

5. Bagaimana jika SKPT yang telah diterbitkan lalu diajukan lagi untuk 

diterbitkan dalam rangka lelang untuk objek yang sama? Bagaimana jawaban 

yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan? 

6. Berdasarkan kronologis kasus tersebut, apa yang menyebabkan surat 

keterangan pendaftaran tanah tidak dapat diterbitkan? 
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DAFTAR PERTANYAAN  

PT. BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA 

 

Nama Pewawancara  : Shinta Tri Lestari 

Nara Sumber   : Drs. Efri Jhonly 

Direktur Utama PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana 

 

1. Apakah PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana telah mengetahui adanya putusan 

Kasasi Mahkamah Agung tersebut? Bagaimana tanggapannya? 

2. Apa yang akan dilakukan PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana setelah 

mengetahui isi putusan Mahkamah Agung tersebut yang menyatakan PT. 

Balai Lelang Mandiri Prasarana harus bertanggung jawab atas pengembalian 

uang jaminan penawaran lelang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis tentang..., Shinta Tri Lestari, FH UI, 2012.



 

 

Universitas Indonesia 

 

DAFTAR PERTANYAAN  

PT. BALAI LELANG ROYAL 

 

Nama Pewawancara  : Shinta Tri Lestari 

Nara Sumber   : Bapak Fauzi Mudaf 

Manager PT. Balai Lelang Royal 

 

1. Bagaimana prosedur pengembalian uang jaminan penawaran lelang yang 

dilakukan PT. Balai Lelang Royal apabila lelang batal dilaksanakan atau 

peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli? 

2. Apakah dalam PT. Balai Lelang Royal pernah terjadi masalah dalam rangka 

pengembalian uang jaminan penawaran lelang? 
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